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KATA PENGANTAR 
Hukum bagi teori Islam klasik adalah adalah kehendak Tuhan yang 
diwahyukan. Sebagai sistem yang mendahului kehendak Tuhan ia mendahului, 
bukan didahului negara Muslim dan ia mengontrol bukan dikontrol masyarakat 
Muslim. Makanya, di sini tidak berlaku suatu konsep bahwa hukum berrevolusi 
sebagai gejala sejarah yang terkait erat dengan kemajuan masyarakat. 
Berbeda dengan sistem-sistem hukum yang didasarkan atas pertimbangan 
manusia, hukum ketuhanan ini memiliki dua ciri yang menonjol. Pertama, ia adalah 
sistem yang tetap dan bersifat kekal. Terdiri atas norma-norma yang berlaku mutlak 
selama-lamanya, ia tidak mudah menerima perubahan dari lembaga legislatif apapun. 
Kedua, bagi banyak ragam masyarakat yang membentuk dunia Islam, syariah sebaai 
penjabaran kemauan Tuhan merupakan standar keragaman dalam menghadapi 
berbagai sistem hukum lainnya. Karena bagaimanapun kemunculan sistem hukum 
lain tak akan dapat terelakkan, sebab hukum adalah hasil dari pemikiran manusia 
yang didasarkan atas keadaan setempat dan kebutuhan khusus masyarakat yang 
bersangkutan. 
Dalam lingkup hukum Islam sendiri terdapat perbedaan fundamental antara 
filsafat hukum Islam modern dan sistem hukum klasik. Menurut pemikiran klasik, 
ketentuan hukum datang ‘dari atas’ yang berlaku sah selamanya dan memiliki 
standar-standar yang harus menjadi ukuran keseragaman bagi struktur setiap negara 
dan masyarakat. Sedangkan menurut kaum modernis, hukum terbentuk guna 
memenuhi kebutuhan masyarakat. Artinya, fungsi hukum adalah memberikan 
jawaban terhadap problematika sosial. 
Kita melihat di sini bahwa perbedaan antara dua aliran ini sama dengan 
perbedaan yang terjadi antara penganut aliran hukum Naturalis dan penganut aliran 
Sosiologi Hukum dalam sistem hukum Barat modern sendiri. Akan tetapi lebih jauh 
ternyata aliran modern hukum Islam merupakan campuran atau kombinasi yang 
menarik antara dua aliran tersebut di atas. Social Engineering, meminjam istilah 
yang digunakan oleh Dean Pound, yaitu bapak aliran ilmu hukum Fungsional dari 
Amerika—adalah istilah yang tepat untuk menggambarkan ide serta tujuan dari 
kaum modernis. Namun demikian, dalam konsep Islam, kebutuhan masyarakat 
sekaligus aspirasi mereka, tidak boleh menyimpang dari kawasan hukum. Ia hanya 
bisa beroperasi secara sah sepanjang tidak melanggar batas-batas norma dan prinsip 
yang telah digariskan Tuhan dalam perintah-perintahNya. Mencari dan menentukan 
batas-batas inilah tugas kaum modernis hukum yang tak pernah selesai. 
Karena itu bagi masyaraka Muslim, problem yang mendasar ialah adanya 
pertentangan antara ketentuan-ketentuan hukum tradisional yang dinyatakan secara 
kaku di satu pihak dan tuntutan-tuntutan masyarakat modern di lain pihak. Apabila 
perjalanan hukum diarahkan agar bisa membentuk dirinya sebagai penjabaran 
perintah Tuhan, agar tetap menjadi ‘hukum Islam’, maka tak bisa dibenarkan suatu 
reformasi yang dimaksudkan guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, 
reformasi harus mencari dasar hukum dalam prinsip-prinsip Islam sebagai penopang. 
Artinya, harus ada legitimasi (pengesahan), baik secara implisit maupun secara 
eksplisit dari kemauan Tuhan. Akan tetapi, selama teori tentang sistem hukum Islam 
klasik masih mendominasi dunia pemikiran, maka dukungan seperti itu sukar 
diperoleh. 
Karena itu, penulis berkeyakinan bahwa di era modern, hukum Islam berada 
pada posisi yang sulit. Satu sisi harus kokoh untuk tidak larut dalam problematika 
modern, sementara di sisi lain ia harus bisa berubah menghadapi tuntutan realitas 
zaman. Untuk itu, penegasan terhadap mana yang tidak boleh berubah dan mana 
yang harus berubah mutlak diperlukan. Apabila tidak ada penegasan, atau ada 
penegasan tetapi kurang tepat—hukum Islam pasti akan mengalami irrelevansi 
dengan realitas zaman, sekaligus mengalami kekakuan dan kekolotan dalam rangka 
jawaban yang tepat atas pertanyaan mana yang harus tetap dan mana yang harus 
berubah. 
Berangkat dari pemikiran di atas, buku ini mengajak pembaca untuk semakin 
memahami kompleksitas permasalahan dan menguraikan satu persatu permasalahan 
tersebut dengan harapan ke depannya bisa menjadikan hukum Islam sebagai hukum 
publik yang kokoh dan bisa diterima di era modern sekarang. 
Akhirul kalam, penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-
tulusnya kepada isteri tercinta, Hj. Wida Mazidah, S. Pd. I. dan kedua buah hati Azka 
Diya’ Ahmad (Aca) dan Akhila’ Fayeza Ahmad (Acin) yang dengan kesabarannya 
menahan diri untuk tidak mengganggu ayahnya ketika sedang berada di depan 
komputer. 
Tak ada gading yang tak retak. Buku inipun demikian, kekurangan dan 
kelemahan masih banyak dijumpai di sana-sini. Untuk itu, tegur sapa pembaca 
budiman sangat penulis harapkan. 
 Wassalam, 
Patokpicis, 07 April 2014 
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Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Dzat yang Maha Memberi atas segala 
limpahan nikmat, karunia dan anugerah pengetahuan kepada hamba-Nya. Shalawat serta salam 
semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, serta para 
sahabatnya yang telah mengarahkan umat manusia kepada jalan yang benar melalui agama Islam.  
Program GELARKU, Doktorisasi, Penambahan Program Studi (Prodi) dan program 
lainnya yang digelar di setiap unit adalah upaya untuk menyambut peningkatan status STAIN 
Jember menjadi IAIN. Boleh dikatakan program itu diakselerasikan dengan kekuatan sumber daya 
manusia di kampus yang memang sudah selayaknya “alih status” dari yang ada sekarang.  
Program Gerakan Lima Ratus Buku (GELARKU) ini terlahir dari semangat untuk 
penumbuhan iklim akademik di kalangan civitas akademica, termasuk tenaga kependidikan. Dan 
program GELARKU periode 2014 ini merupakan program periode kedua sejak dicanangkan 
sebagai program unggulan tahun 2013. Karenanya, GELARKU merupakan program baru yang 
dimaksudkan untuk memberikan target yang jelas terhadap karya akademik yang dapat dihasilkan 
warga kampus. Hal ini sekaligus mendorong semua warga kampus untuk terus berkarya. 
GELARKU merupakan rangkaian dari program yang sudah kami canangkan, yakni “Doktorisasi 
di Kampus Santri”, sebagai salah satu ukuran bahwa di masa kepimpinan kami tidak ada lagi dosen 
yang bergelar magister. 
Diakui atau tidak, perguruan tinggi bukan sekedar lembaga pelayanan pendidikan dan 
pengajaran, tetapi juga sebagai pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. STAIN 
Jember sebagai salah satu pusat kajian berbagai disiplin ilmu keislaman, selalu dituntut terus 
berupaya menghidupkan budaya akademis yang berkualitas bagi civitas academicanya. 
Untuk itu, dalam kesempatan ini, saya mengajak kepada seluruh warga kampus untuk 
memanfaatkan program GELARKU ini sebagai pintu kreativitas yang tiada henti dalam 
mengalirkan gagasan, pemikiran, ide-ide segar dan mencerdaskan untuk ikut memberikan 
kontribusi dalam pembangunan peradaban bangsa. Siapa pun, anak bangsa memiliki peran dan 
fungsi masing-masing dalam menata bangunan intelektual melalui karya-karya besar dari kampus 
Mangli. 
Namun demikian, terdapat dua parameter untuk menilai kualitas karya akademik. Pertama, 
produktivitas karya-karya ilmiah yang dihasilkan sesuai dengan latar belakang kompetensi 
keilmuan yang dimiliki. Kedua, apakah karya-karya tersebut mampu memberi pencerahan kepada 
publik, yang memuat ide energik, konsep cemerlang atau teori baru. Maka kehadiran buku ilmiah 
dalam segala jenisnya bagi dosen, mahasiswa dan karyawan merupakan sebuah keniscayaan. 
Pada kesempatan ini, kami sampaikan apresiasi positif kepada para dosen, mahasiswa dan 
karyawan yang telah mencurahkan segala pikiran untuk menghasilkan karya buku dan kini 
diterbitkan STAIN Jember Press. Salam hangat juga kepada warga “Kampus Mangli” yang 
merespon cepat program yang kami gulirkan, yakni Gerakan Lima Ratus Buku (GELARKU) 
sebagai ikhtiyar kami dalam menciptakan iklim akademik, yakni menghasilkan karya dalam 
bentuk buku. 
Karya buku ini akan terus berlangsung dan tidak boleh berhenti. Sebab, buku adalah “Pintu 
Ilmu” yang dengan buku kita bisa membuka gerbang peradaban bangsa. Buku adalah jembatan 
untuk meluaskan pemahaman, mengkonstruksi pemikiran dan menajamkan akal analisis terhadap 
beragam fenomena yang ada di sekitar hidup dan kehidupan kita. 
Dan tentu saja, karya-karya yang ditulis oleh berbagai pihak diharapkan akan memberikan 
kontribusi positif bagi masyarakat dana atau dunia akademik bersamaan dengan program 
GELARKU (Geakan Lima Ratus Buku) yang dicanangkan STAIN Jember dalam lima tahun ke 
depan. Program GELARKU ini diorientasikan untuk meningkatkan iklim akademis di tengah-
tengah tantangan besar tuntutan publik yang menginginkan “referensi intelektual” dalam 
menyikapi beragam problematika kehidupan masyarakat di masa-masa mendatang. Akhirnya, 
kami ucapkan selamat kepada para penulis buku yang ikut memperkaya GELARKU sebagai 
program intelektual. Dengan harapan, STAIN Jember makin dikenal luas, tidak hanya skala 
nasional, tetapi juga internasional. Dan, yang lebih penting, beraneka “warna pemikiran” yang 
terdokumentasi dalam buku ini menjadi referensi pembaca dalam membaca setiap problematika 
kehidupan. 
 
 Jember, april 2014 
Ketua STAIN Jember 
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A. PENGERTIAN, CAKUPAN DAN BATASAN FILSAFAT HUKUM ISLAM 
Filsafat Hukum Islam ialah filsafat yang diterapkan pada hukum Islam. Ia 
merupakan filsafat khusus dan obyeknya tertentu, yaitu hukum Islam. Maka, filsafat 
hukum Islam adalah filsafat yang menganalisis hukum Islam secara metodis dan 
sistematis sehingga mendapatkan keterangan yang mendasar, atau menganalisis hukum 
Islam secara ilmiah dengan filsafat sebagai alatnya1. 
Menurut Azhar Basyir, filsafat hukum Islam adalah pemikiran secara ilmiah, 
sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan radikal tentang hukum Islam. Filsafat 
hukum Islam merupakan anak sulung dari filsafat Islam. Dengan rumusan lain, filsafat 
hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan hukum Islam baik 
yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya2 atau filsafat yang digunakan 
untuk memancarkan, menguatkan, dan memelihara hukum Islam, sehingga sesuai 
dengan maksud dan tujuan Allah menetapkannya di muka bumi, yaitu untuk 
kesejahteraan umat manusia seluruhnya. Dengan filsafat ini, hukum Islam akan benar-
benar cocok sepanjang masa di semesta alam. 
Sesuai dengan watak filsafat, filsafat hukum Islam berusaha menangani 
pertanyaan-pertanyaan fundamental secara ketat, konsepsional, metodis, koheren, 
sistematis, radikal, universal dan komprehensip, rasional serta bertanggungjawab. Arti 
dari pertanggungjawaban ini adalah adanya kesiapan untuk memberikan jawaban yang 
obyektif dan argumentatif terhadap segala pertanyaan, sangkalan, dan kritikan3. 
Dengan demikian, maka pada hakikatnya filsafat hukum Islam bersikap kritis 
terhadap masalah-masalah. Jawaban-jawabannya tidak luput dari kritik lebih lanjut, 
sehingga ia dikatakan sebagai seni kritik, dalam arti tidak pernah merasa puas diri dalam 
mencari, tidak menganggap suatu jawaban sudah selesai, tetapi selalu bersedia bahkan 




                                                        
1Dr. H. Fathurrahman Djamil, MA., Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 
14. 
2 Amir Syarifuddin, Pengertian dan Sumber Hukum Islam (dalam Falsafah Hukum Islam), 
Departemen Agama, Bumi Aksara dan DEPAG, ed. 1. Cet. II, Jakarta, 1992, h. 15. 
3 Lihat Louis O. Kattsoff, Pengantar Filsafat, Soejono Soemargono, cet. V, (Yogyakarta: Tiara 
Wacana Yogya, 1992), 3-15. Lihat pula Dr. Muhammad Muslehuddin, Philosophy of Islamic Law and the 
Orientalists, cet. II, (Lahore: Islamic Publications Ltd., 1980), 3, lihat juga Ahmad Chotib, Filsafat 
Hukum Islam, Fakultas Syariah IAIN Jakarta-Surabaya, 1989, 19. 
 2 
B. PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN FILSAFAT HUKUM ISLAM 
1. Pertumbuhan Filsafat Hukum Islam 
Sumber utama dalam hukum Islam al-Quran dan Al-Sunnah. Terhadap 
permasalahan yang tidak diterangkan dalam kedua sumber tersebut, kaum muslimin 
diperbolehkan berijtihad dengan mempergunakan akalnya guna menemukan ketentuan 
hukum. Dalil yang menjadi landasan berijtihad adalah hadits Nabi SAW, ketika 
mengutus Mu’adz ibn Jabal yang artinya sebagai berikut: 
“Diriwayatkan dari sekelompok penduduk Hims, Mu’adz ibn Jabal, 
bahwa Rasulullah SAW ketika bermaksud untuk mengutus Mu’adz ke 
Yaman, beliau bertanya, “Apabila dihadapkan kepadamu satu kasus 
hukum, bagaimana kamu memutuskannya?” Mu’adz menjawab, “Saya 
akan memutuskannya berdasarkan al-Quran”. Nabi bertanya lagi. “Jika 
kasus itu tidak kamu temukan dalam al-Quran”, Mu’adz menjawab, 
”Saya akan memutuskannya berdasarkan sunnah Rasulullah”. Lebih 
lanjut Nabi bertanya, “Jika kasusnya tidak terdapat dalam Sunnah 
Rasulullah dan al-Quran”. Mu’adz menjawab, “Aku akan berijtihad 
dengan seksama”. Kemudian Rasulullah menepuk-nepuk dada Mu’adz 
dengan tangannya, seraya berkata, “Segala puji bagi Allah yang telah 
memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah terhadap jalan yang 
diridhaiNya”.4  
 
Jadi, berijtiihad dengan menggunakan akal dalam permasalahan hukum Islam, 
yang pada hakikatnya merupakan pemikiran falsafi itu, direstui oleh Rasulullah. Bahkan 
lebih tandas lagi Allah menyebutkan bahwa mempergunakan akal dan pikiran atau 
berpikir falsafi itu sangat perlu dalam memahami berbagai persoalan. Allah berfirman 
dalam surah al-Baqarah ayat 179: 
 
 “…dan dalam qishȃs itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang 
yang berakal, supaya kamu bertakwa.” 
Ayat di atas menunjukkan bahwa mempergunakan akal pikiran untuk 
menangkap makna yang terkandung dalam syariah sesuai dengan petunjuk al-Quran 
termasuk yang dianjurkan. Pemikiran yang mendalam tentang syariah atau hukum Islam 
melahirkan filsafat hukum Islam. 
Izin Rasulullah kepada Mu’adz untuk berijtiihad di atas merupakan awal 
lahirnya filsafat hukum Islam. Pada masa Rasulullah segala persoalan diselesaikan 
dengan wahyu. Pemikiran falsafi atau ijtihad yang salah segera dibetulkan dengan 
datangnya wahyu. Akan tetapi, ketika Rasulullah wafat dan wahyupun telah terhenti, 
                                                        
4 Abû Dâwûd, Sunan Abî Dâwûd )Bayrut: Dar al-Fikr, tt), III, 303. 
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maka akal dengan pemikiran falsafinya berperan, baik dalam perkara yang ada nasnya 
maupun tidak ada nasnya. 
Permasalahan yang timbul setelah Rasulullah wafat ialah mengenai siapa yang 
memegang tampuk kepemimpinan bagi umat Islam. Terhadap permasalahan yang tidak 
ada nasnya ini dibutuhkan pemikiran mendalam tentang kriteria apa yang diambil untuk 
menemukan pemimpin umat Islam pada waktu itu. Di antara yang banyak melakukan 
hal tersebut, terutama Umar ibn Khattab. Penghapusan hukum potong tangan bagi 
pencuri, zakat bagi mu’allaf, dan lain-lain yang dilakukan oleh Umar berdasarkan 
kesesuaian zaman dan demi menegakkan keadilan yang menjadi azas hukum Islam, 
merupakan contoh penerapan hukum berdasarkan akal manusia. 
Hukum diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, 
sementara masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Untuk itu pengertian dan 
pelaksanaan hukum harus sesuai dengan keadaan yang ada. Artinya, azas dan prinsip 
hukum tidaklah berubah, tetapi cara penerapannya harus disesuaikan dengan 
perkembangan masyarakat, perubahan suasana, dan perubahan keperluan hidup. 
Singkatnya, penerapan hukum harus dapat menegakkan kemaslahatan dan keadilan 
yang menjadi tujuan dari hukum Islam. 
2. Perkembangan Filsafat Hukum Islam 
Kegiatan penelitian terhadap tujuan hukum (maqâshid al-syarî’ah) telah 
dilakukan oleh para ahli ushul fiqih terdahulu. Al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli 
usul fiqih pertama yang menekankan pentingnya memahami maqasid al-syari’ah dalam 
menetapkan hukum. Ia secara tegas menyatakan bahwa seseorang tidak dikatakan 
mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia dapat memahami benar tujuan 
Allah menetapkan perintah-perintah dan larangan-laranganNya5.  
Kemudian ia mengelaborasi lebih lanjut maqasid al-syari’ah itu dalam kaitannya 
dengan pembahasan ‘illat pada masalah qiyas. Menurut pendapatnya, dalam kaitannya 
dengan ‘illat, ashl dapat dibedakan menjadi lima kelompok, yaitu kelompok daruriyyat, 
hajiyyat, ammat, makramat, sesuatu yang tidak masuk kelompok daruriyyat dan 
hajiyyat, dan sesuatu yang tidak termasuk ketiga kelompok sebelumnya6. Pada dasarnya 
al-Juwaini mengelompokkan ashl atau tujuan hukum menjadi tiga kelompok, yaitu 
daruriyyat, hajiyyat, dan makramat. Yang terakhir, dalam istilah lain disebut 
tahsiniyyat. 
Kerangka berpikir al-Juwaini di atas kelihatannya dikembangkan oleh muridnya 
al-Ghazali. Dalam kitabnya Syifâ‘ al-Ghalîl al-Gazali menjelaskan maksud syari’at 
                                                        
5 Al-Juwayniy, Al-Burhân fî Ushûl al-Fiqh (Dâr al-Ansâr, 1400 H), I. 295. 
6 Ibid, II, 923-930. 
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dalam kaitannya dengan pembahasan al-munâsabât al-maslahiyyah dalam qiyas7, 
sementara dalam kitabnya yang lain ia membicarakannya dalam pembahasan istishlȃh8. 
Maslahat, baginya adalah memelihara maksud al-Syari’, pembuat hukum. Kemudian ia 
memerinci maslahat itu menjadi lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan 
dan harta9. Kelima aspek maslahat ini, menurut al-Ghazali, berada pada peringkat yang 
berbeda, bila ditinjau dari segi tujuannya, yaitu peringkat daruriyyat, hajiyyat, dan 
tahsiniyyat10. Dari sini teori maqasid al-syari’ah sudah mulai kelihatan bentuknya. 
Ahli usul fiqih berikutnya yang membahas secara khusus aspek utama maqasid 
al-syari’ah, adalah Izzuddin Ibn Abdissalam dari kalangan madzhab Syafi’i. Dalam 
kitabnya Qawâ’id al-Ahkâm fî Mashâlih al-Anâm, ia lebih banyak mengelaborasi 
hakikat maslahat yang diejawantahkan dalam bentuk dar’u al-mafâsid  wa jalbu al-
manâfi’ (menghindari kerusakan dan menarik manfaat)11. Baginya, maslahat duniawi 
tidak dapat dilepaskan dari tiga peringkat, yaitu daruriyat, hajiyyat, dan tatimmat atau 
takmilat12. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa taklif bermuara pada kemaslahatan 
manusia, baik di dunia maupun di akhirat13. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa 
Ibn ‘Abd al-Salam telah mencoba mengembangkan prinsip maslahat yang merupakan 
inti pembahasan dalam maqasid al-syari’ah. 
Adapun ahli usul fiqih yang membahas teori maqasid al-syari’ah secara khusus, 
sistematis dan jelas adalah al-Shatibi, dari kalangan madzhab Maliki. Dalam kitabnya 
al-Muwafaqât, ia panjang lebar menjelaskan mengenai fungsi hukum Islam dalam 
memelihara aspek utama, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. 
Dalam perkembangan selanjutnya, para penulis Filsafat Hukum Islam mencoba 
menonjolkan istilah Filsafat Hukum Islam ketimbang menggunakan istilah hikmah atau 
tujuan disyari’atkan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dalam tulisan al-Jurjani, 
Mahmasani, dan lain-lain. 
3. Manfaat Studi Filsafat Hukum Islam 
Uraian-uraian di atas kiranya cukup menjelaskan kepada kita bahwa kajian 
filsafat hukum Islam akan memberikan pengetauan hukum Islam secara utuh kepada 
ahli hukum yang mengkajinya. Filsafat hukum Islam diperlukan bagi pengkajian 
mendalam setiap cabang ilmu hukum Islam. Pengkajian filsafat hukum Islam 
memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dangan keterkaitan dan hubungan 
                                                        
7 Al-Ghazâlî, Shifâ al-Ghalîl fî Bayân al-Syibh wa al-Mukhîl wa Masâlik al-Ta’lîl (Baghdad: 
Mathba’ah al-Irshad, 1971), 159. 
8 Ibid., 251. 
9 Al-Ghazali, Al-Mustashfâ min ‘Ilm al-Ushûl (Kairo: Sayyid al-Husayn, tt. ), 250. 
10 Ibid. 
11 ‘Izz al-Dîn Ibn Abd al-Salâm, Qawâ’id al-Ahkâm fî Mashâlih al-Anâm (Kairo: Al-Istiqamat, tt. 
), I., 9. 
12 Ibid., II, 60 dan 62. 
13 Ibid., 62. 
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yang terjalin dengan ilmu-ilmu agama lainnya, baik ilmu kalam, filsafat, tasawwuf, 

































FILSAFAT HUKUM ISLAM  
DAN  
ALIRAN FILSAFAT HUKUM LAIN 
 
A. HUBUNGAN FILSAFAT HUKUM ISLAM DENGAN ILMU LAIN 
1. Teori Kebenaran 
Manusia adalah hewan yang bertanya dan berpikir14. Berpikir adalah bukti 
keberadaan manusia. Dengan berpikir manusia membedakan dirinya dari makhluk lain. 
Ketika manusia berpikir, dalam dirinya timbul pertanyaan. Apabila seseorang bertanya 
tentang sesuatu, berarti dia memikirkan tentang sesuatu tersebut. Bertanya merupakan 
refleksi pemikiran untuk mencari jawaban. Jawaban yang diharapkan adalah suatu 
kebenaran. Dengan bertanya berarti seseorang mencari kebenaran. Konklusinya 
“manusia adalah makhluk pencari kebenaran”. 
Apakah kebenaran itu? Tiga teori terbit dalam blantika pemikiran manusia untuk 
memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Ketiga teori itu adalah: teori korespondensi, 
teori koherensi dan teori pragmatis. 
a. Teori Korespondensi 
Menurut teori ini, kebenaran merupakan kesesuaian antara data atau statemen 
dengan fakta atau realita15. Sebagai ilustrasi, pernyataan bahwa Muhammad adalah 
putra Abdullah dinyatakan benar apabila Abdullah benar-benar punya anak yang 
bernama Muhammad. 
Teori korespondensi diragukan oleh sementara kalangan. Salah satu kritik 
menyatakan bahwa apabila kebenaran itu merupakan persesuaian antara ide dengan 
fakta, “Bagaimana keduanya dapat dibandingkan?” Untuk membandingkan antara data 
dengan fakta terlebih dahulu harus diketahui faktanya. Apabila fakta atau realitas 
obyektif telah diketahui, mengapa harus diadakan perbandingan. Memiliki fakta sama 
artinya dengan memiliki kebenaran. Apabila fakta tidak dimiliki, bagaimana bisa 
diadakan perbandingan. 
b. Teori Koherensi 
Teori koherensi menyatakan bahwa kebenaran ditegakkan atas hubungan 
keputusan baru dengan keputusan-keputusan yang telah diketahui dan diakui 
kebenarannya terlebih dahulu. Suatu proposisi dinyatakan benar apabila ia berhubungan 
                                                        
14 Rene Descartes berpendirian “cogito ergo sum!” (Saya berpikir, sebab itu saya ada). Lihat H. 
Endang Saifuddin Anshari, MA., Ilmu, Filsafat dan Agama, cet. VII, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 14. 
15 Ibid., 21.  
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degan kebenaran yang telah ada dalam pengalaman kita. Dengan demikian, teori ini 
merupakan teori hubungan semantik, teori kecocokan, atau teori konsistensi16. 
Sebagai contoh, pernyataan “Muhammad Abduh adalah murid Jamaluddin al-
Afghani” dikatakan benar apabila telah ada putusan kebenaran bahwa “Jamaluddin 
mempunyai seorang murid” dan “Abduh adalah salah satu dari murid Jamaluddin”. 
Kritik terhadap teori ini diantaranya, “Tidak mungkinkah terdapat kumpulan 
proposisi yang berhubungan dan semuanya salah?”. Titik fokus teori ini terletak pada 
hubungan dan konsistensi, ia melupakan bahwa suatu sistem yang koheren dan 
konsisten dengan putusan masa lalu, dapat terbukti sebagai sistem yang salah sama 
sekali. Di samping ia dapat membangun kebenaran, mungkin juga terjadi ia membangun 
sistem yang salah. 
c. Teori Pragmatis 
Dalam teori ini, sebuah proposisi dinyatakan sebagai suatu kebenaran apabila ia 
berlaku, berfaedah dan memuaskan. Kebenaran dibuktikan dengan kegunaan, hasil dan 
akibat-akibatnya. Sebagai misal, agama itu benar bukan disebabkan karena Tuhan itu 
ada dan disembah oleh penganut agama, tetapi agama itu benar karena ia mempunyai 
dampak positif bagi masyarakat. 
Seperti dua teori sebelumnya, teori ini pun mendapatkan kritik. Pertama, arti 
istilah “berguna” masih kabur dan samar. Kedua, suatu kepercayaan mungkin saja 
berlaku dengan baik meskipun tidak benar. Sebaliknya, suatu kepercayaan mungkin saja 
berjalan dengan buruk meskipun ia benar. Ketiga, apa yang berlaku baik pada seseorang 
mungkin saja tidak berlaku baik pada orang lain, apa yang berlaku baik pada waktu dan 
tempat tertentu mungkin berlaku sebaliknya pada waktu dan tempat yang lain. 
Rupanya jalan menuju kebenaran tidak hanya satu. Ketiga teori kebenaran di 
atas saling melengkapi dan tidak perlu dipertentangkan17. Dengan demikian, 
kesimpulannya adalah bahwa kebenaran merupakan suatu kesetiaan keputusan atas 
fakta. Untuk putusan yang tak bisa dibandingkan dengan fakta atau realitas, maka jalan 
yang ditempuh adalah menghubungkan keputusan tersebut dengan keputusan-keputusan 
lain yang telah dipercayai kebenaran dan kesahihannya, setelah itu keputusan tersebut 
diuji berdasarkan kegunaan dan akibat-akibat praktis dari putusan tadi18 
2. Ilmu Pengetahuan, Filsafat dan Agama 
a. Ilmu Pengetahuan 
                                                        
16 Teori koherensi disebut pula dengan teori subyektivisme dan teori justifikasi (penyaksian), 
karena ia berpandangan bahwa obyek pengetahuan yang dicerap oleh indera tidaklah terlepas dari 
kesadaran tentang subyek sendiri. Kebenaran pengetahuan tidaklah bergantung kepada rel peristiwanya, 
tetapi tergantung kepada orang yang menyatakan kebenaran itu sendiri.  
17 Contoh perdebatan kebenaran dapat dilihat dalam Karl R. Popper, Gagalnya Historisisme, cet. I, 
(Jakarta: LP3ES, 1985). 
18 Lihat Richard Nixon, A New Strategy for Peace, US Foreign Policy, Pebruari 1970, 155. 
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1) Definisi Ilmu Pengetahuan 
Dalam Ensiklopedia Indonesia dinyatakan bahwa secara epistemologis setiap 
pengetahuan manusia merupakan kontak dari dua hal, yaitu: obyek dan manusia sebagai 
subyek19. Dengan demikian secara sederhana, pengetahuan merupakan kontak antara 
manusia sebagai subyek dengan obyek yang berupa berbagai permasalahan yang 
merasuk dalam pikiran manusia. 
Sedangkan kata ilmu pengetahuan menurut Ensiklopedia Indonesia adalah suatu 
sistem dari berbagai pengetahuan mengenai suatu lapangan pengalaman tertentu yang 
disusun sedemikian rupa, menurut azas-azas tertentu, sehingga menjadi kesatuan; suatu 
sistem dari berbagai pengetahuan didapatkan sebagai hasil pemeriksaan yang dilakukan 
secara teliti dengan memakai metode tertentu (induksi, deduksi)20 
Ashley Montagu, guru besar Rutgers University, menyimpulkan bahwa yang 
dimaksud ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang disusun dalam satu sistem yang 
berasal dari pengamatan, studi, dan percobaan untuk menentukan hakikat dan prinsip 
tentang hal yang sedang dipelajari21 
Ringkasnya, ilmu pengetahuan adalah, pengetahuan yang tersusun secara 
sistematis dan metodis, pendekatan yang digunakan adalah empiris –terikat dimensi 
ruang dan waktu serta berdasarkan kemampuan panca indera manusia, rasional dan 
umum, dan para ahlinya dapat mempergunakan proposisi “Jika….. maka….”22. 
2) Sikap Ilmiah 
Sikap ilmiah adalah sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang ilmuwan dalam 
mempelajari, meneruskan, menerima atau menolak, dan mengubah atau menambah 
suatu ilmu. Sikap ilmiah tersebut pada intinya adalah: 
a) Skeptis   
Sikap skeptis berarti senantiasa menyangsikan dan meragukan setiap ilmu 
pengetahuan. Sikap ini dilanjutkan dengan hasrat, minat, dan semangat yang 
menyala untuk mencari jawaban yang memuaskan dari berbagai persoalan. 
b) Obyektif 
Menghindari subyektifitas, emosi, prasangka dan pemihakan. 
c) Berani dan Intelek.  
Berani menyatakan kebenaran dan tidak mundur oleh tekanan; tidak  menyerah dan 
putus asa dalam mencari kebenaran. 
d) Terbuka.  
                                                        
19 T. S. G. Mulia dan K. A. H. Hidding, Ensiklopedia Indonesia, Jilid N-Z, artikel subyek, 1284. 
20 T. S. G. Mulia dan K. A. H. Hidding, loc. Cit, Jilid F-M, artikel: Ilmu Pengetahuan, 647. 
21 Drs. Abuddin Nata, M. A., Al-Quran dan Hadits, edisi I, cet. I, (Jakarta: Citra Niaga Rajawali 
Press, 1993), 91-92. 
22 Prof. Ir. Poedjawijatna, Pembimbing ke Arah Alam Filsafat, cet. VIII, (Jakarta: Rineka Cipta, 
1990), 4. 
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Kesediaan untuk menyatakan “saya keliru” apabila terbukti adanya kesalahan. Sikap 
ini berlandaskan pada sifat ilmu pengetahuan itu sendiri, yaitu relatif. 
e) Sederhana.  
Rendah hati dan toleran terhadap sesuatu yang telah diketahui 
3) Relativitas Ilmu Pengetahuan 
Ilmu pengetahuan bukanlah sesuatu yang sudah selesai dipikirkan. Ia merupakan 
suatu hal yang tidak mutlak. Kebenaran yang dihasilkan ilmu pengetahuan bersifat 
relatif (nisbi), positif, dan terbatas. Hal ini disebabkan karena ilmu pengetahuan tidak 
mempunyai alat lain dalam menguak rahasia alam kecuali indera dan kecerdasan (otak) 
–termasuk di sini peralatan yang diproduksi oleh otak manusia. 
Hasil penelitian, penyelidikan dan percobaan ilmu pengetahuan lama akan 
disisihkan oleh penelitian, penyelidikan dan percobaan baru yang dilakukan dengan 
metode-metode baru dan dengan perlengkapan-perlengkapan yang lebih sempurna. 
Teori Einstein yang didasarkan atas studi percobaan-percobaan Michelsou dan Morley, 
misalnya, menyisihkan ketentuan fiisik Newton23. Teori Relativitas Einstein ini pun 
bukanlah kebenaran mutlak, ia tetap terbuka terhadap kritik. 
Kebenaran-kebenaran ilmiah selalu terbuka bagi peninjauan kembali 
berdasarkan fakta dan data baru yang sebelumnya tidak diketahui. Kebenaran ilmiah 
tidak tergantung kepada siapa yang menyampaikan ilmu tersebut. Akan tetapi, ilmu itu 
sendiri yang akan mengoreksi. Matematika sering diistilahkan dengan ilmu pasti. 
Namun demikian, ia tidak selalu membahas yang pasti. Sebagai misal, teori probabilitas 
merupakan teori kemungkinan. Demikian pula dengan perhitungan yang dipergunakan 
matematika dalam kebanyakan praktiknya merupakan “approximations” 
Dalam pandangan sebagai ilmuwan, alam yang diketahui manusia merupakan 
alam ciptaannya sendiri, bukan alam ciptaan Allah. Alam yang diselidiki ilmu 
pengetahuan ibaratnya sebuah gunung es. Pengetahuan manusia terbatas pada bagian 
yang muncul ke permukaan samudera, selebihnya merupakan misteri. 
Tiap cabang ilmu menghadapi soal-soal yang tidak dapat dipecahkan oleh ilmu 
cabang itu sendiri. Ia membutuhkan campur tangan ilmu-ilmu yang lain. Pembahasan 
fiqih tidak bisa terlepas dari pembahasan sosiologi, psikologi, statistik dan lain-lain. 
Ilmu pengetahuan adalah teka-teki yang apabila suatu persoalan telah diselesaikan, 
timbullah soal-soal lain dari penyelesaian tersebut. 
Bagaimanapun telitinya ilmuwan menyelidiki dan memperoleh pandangan-
pandangan yang jitu tentang zat yang hidup, tetapi asal hidup yang sebenarnya 
merupakan rahasia baginya. Ilmu pengetahuan tidak dapat menjawab pertanyaan 
                                                        
23 Dalam kaitannya dengan fiqih dan ushul fiqih, penjelasan dan contoh secara mendetail dapat 
dibaca dalam Dr. Hasan al-Turabi, Pembaharuan Ushul Fiqih, cet. I. (Bandung: Puataka, 1986), 22 dan 
seterusnya. 
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tentang inti hidup, roh, arti kematian dan sengsara. Ia tidak dapat mengobati kerinduan 
dan kehausan manusia pada cinta mutlak dan abadi. Sebagian pertanyaan-pertanyaan 
yang tak mampu dijawab oleh ilmu pengetahuan itu akan dijawab oleh filsafat sebagai 
ilmu universal. 
b. Filsafat  
Tujuan filsafat adalah memberikan Weltanschauung (filsafat hidup). 
Weltanschaung mengajari manusia untuk menjadi manusia yang sebenarnya yaitu 
manusia yang mengikuti kebenaran, mempunyai ketenangan pikiran, kepuasan, 
kemantapan hati, kesadaran akan arti dan tujuan hidup, gairah rohani dan keinsafan24; 
setelah itu mengaplikasikannya dalam bentuk topangan atas dunia baru, menuntun 
kepadanya, mengabdi kepada cita mulia kemanusiaan, berjiwa dan bersemangat 
universal, dan sebagainya. 
Apakah semua tujuan filsafat akan tercapai? Satu-satunya alat yang 
dipergunakan filsafat adalah akal. Akal merupakan satu bagian dari rohani manusia. 
Keseluruhan rohani –perasaan, akal, intuisi, pikiran, dan naluri atau seluruh kedirian 
manusia – tentunya lebih ampuh dan manjur daripada sebagian daripadanya. Sedangkan 
keseluruhan rohani itu sendiri, merupakan bagian dari manusia. Manusia merupakan 
makhluk yang tidak sempurna. Sebuah institusi yang tidak sempurna tidak dapat 
mencapai kebenaran yang sempurna, kecuali apabila mendapat uluran tangan dari yang 
Maha Sempurna. 
Keterangan di atas memberikan pemahaman, bahwa seperti kebenaran ilmu 
pengetahuan yang bersifat positif dan relatif karena bersandar pada kemampuan 
manusia semata, kebenaran filsafat juga bersifat relatif, subyektif dan spekulatif karena 
ia bersandar pada kemampuan akal juga. 
Masalah Tuhan tidak masuk bahasan ilmu pengetahuan. Masalah ini menjadi 
perbincangan filsafat dari masa ke masa. Terhadap pertanyaan “manakah yang primer 
antara jiwa dan alam?” filosof  berbeda pendapat. Mereka yang mengakui jiwa lebih 
dahulu daripada alam, mengakui teori Pencipta Dunia. Sedang filosof yang menyatakan 
bahwa alam merupakan sumber segala sesuatu, tidak mengakui adanya Tuhan. 
Pengakuan terhadap wujud Tuhan pun terdiri dari berbagai corak, yaitu pantheisme, 
dua-theisme, tri-theisme, monotheisme, dan sebagainya. Semua itu adalah produk 
pemikiran filsafat25. 
Tentang Tuhan, para filosof memberikan beraneka ragam arti. Aristoteles 
mengatakan Tuhan adalah terkaan, sangkaan, dan perkiraan, sehingga manusia berada 
dalam kebingungan. Sebagian mereka mengambil jawaban dari institusi yang dipercayai 
                                                        
24 Taufik Adnan Amal, Islam dan Tantangan Modernitas, cet. II, (Bandung: Mizan, 1990), 204. 
25 K. Bertens, Sejarah Filsafat Yunani, cet. XI, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 53-69. 
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lebih tinggi dari ilmu pengetahuan dan filsafat dan yang lebih menenteramkan jiwa, 
yaitu agama.  
Orang yang berpikir bebas tentang masalah ketuhanan mengambil beberapa 
jalan, yaitu atheisme (tidak mengakui adanya tuhan), anti-theis (mengakui tuhan tapi 
ingkar), non-theis (tidak ambil pusing tentang ada dan tiadanya tuhan) dan theis 
(mengakui adanya tuhan tetapi belum tentu beragama). 
c. Agama 
Sesuatu yang berkaitan dengan agama menjadi persoalan yang sarat emosi, 
subyektivitas, kecenderungan, dan kadang sifat tidak tawar menawar26. Realitas ini 
dikarenakan konsepsi tentang agama menyangkut kepentingan agama tersebut, 
keyakinan dan perasaan27. Contohnya, definisi agama sangat dipengaruhi oleh tujuan 
dalam memberikan definisi tersebut. Hampir setiap orang involved (terlibat) dengan 
agama yang dianutnya dan dipengaruhi oleh pengalaman keagamaan yang diketahuinya. 
Karena itulah, tidak ada definisi agama yang dapat diterima secara umum28. 
Meskipun agama memiliki definisi beraneka ragam, terdapat ciri-ciri tertentu 
yang dimiliki oleh semua agama. Ciri-ciri tersebut merupakan titik-titik persamaan 
agama-agama. Titik-titik persamaan itu adalah kebaktian, pemisahan antara yang sakral 
dengan yang profan, kepercayaan terhadap jiwa, kepercayaan kepada Tuhan, 
penerimaan hal supranatural dan keselamatan29. Dari titik-titik persamaan ini dapat 
diambil pemahaman bahwa yang dimaksud dengan agama adalah sesuatu yang berasal 
dari Tuhan berupa ajaran tentang ketentuan, kepercayaan, kepasrahan dan pengamalan, 
yang diberikan kepada makhluk yang berakal demi keselamatan dan kesejahteraannya 
di dunia dan di akhirat. 
3. Agama Sebagai Kebenaran Mutlak 
Akal adalah salah satu potensi manusia yang berkesanggupan untuk mengerti 
dan memahami sedikit tentang realitas kosmis kemudian mengolah dan merubah sebatas 
kemampuan serta menjelajahi dunia rohaniah30. Pemahaman dan penyelidikan akal 
terbatas pada dunia yang tampak dan hasilnya tidak sanggup memberikan kepastian. 
Karena itu, manusia harus berhenti dari aktifitas akalnya ketika akal sampai pada titik 
kulminasinya dan berpindah kepada keimanan ketika berbicara tentang Tuhan, akhirat 
dan sesuatu yang berada di luar kemampuan akal. Akal memberi kebebasan kepada 
                                                        
26 A. Mukti Ali, Agama, Universalitas dan Pembangunan (Bandung: IKIP, 1971), 4. 
27 Moeslim Abdurrahman, Islam Transformatif, cet. II (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 11. 
28 Zakiah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 14. 
29 Drs. Sidi Gazalba, Sistematika Filsafat, buku pertama, cet. III (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 
67-69. 
30 Dr. Franz Dahler, Julius Chandra, Asal dan Tujuan Manusia (Yogyakarta: Kanisius, 1976), 157. 
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manusia untuk percaya dan tidak percaya tentang wujud Tuhan tetapi agama dan 
perasaan mewajibkan manusia untuk percaya bahwa Tuhan itu ada31. 
Penggunaan akal tanpa diiringi dengan keimanan pada agama dan kepercayaan 
pada keterbatasan akal akan membuat manusia mempertuhankan akal dan terjerumus 
dalam jurang kesalahan. Akal dapat berargumentasi tentang ada dan tiadanya Tuhan. 
Rasio dapat menggambarkan Tuhan dalam berbagai corak, seperti pantheisme, 
politheisme, monotheisme, dua-theisme, tri-theisme dan lain-lain. Padahal, Tuhan 
bukanlah obyek pengenalan seperti benda-benda lain. Satu-satunya yang dapat mengerti 
Tuhan adalah Tuhan sendiri, manusia dapat mengenal Tuhan hanya melalui penjelasan 
Tuhan saja. Itulah satu-satunya sumber pengetahuan tentang Tuhan. Penjelasan Tuhan 
mengenai diriNya bukanlah wilayah rasio manusia. Manusia, meskipun berfikir tentang 
Tuhan dengan filsafat, pada akhirnya harus meyakini adanya Allah melalui firmanNya. 
Masalah ini tidak cukup dengan ilmu, akal dan bukti, tapi harus dengan kepercayaan. 
Menurut Ibn Khaldun, mempertimbangkan Tuhan, sifat-sifat Tuhan dengan akal 
ibarat menimbang gunung dengan timbangan tukang emas. Ini bukan berarti timbangan 
itu tidak dapat dipercaya. Kita percaya bahwa akal adalah timbangan yang cermat dan 
dapat dipercaya. Akan tetapi akal mempunyai batas-batas kemampuan yang dengan 
keras membatasinya. Karena itu, menimbang soal-soal yang berhubungan dengan 
Tuhan, sifat-sifatnya, akhirat dan sebagainya dengan menggunakan akal, tidak bisa 
diharapkan hasilnya. Otak hanyalah satu atom dari atom-atom yang diciptakan Allah. 
Alam yang diketahui oleh akal manusia terbatas kepada apa yang dicapai oleh indera-
indera manusia. Selebihnya berada di luar batas kemampuannya. 
Kita telah mengetahui bahwa ilmu pengetahuan itu terbatas, terbatas subyeknya 
(penelitinya), obyeknya dan metodologinya. Hasil penelitian ilmu pengetahuan pun 
kebenarannya bersifat nisbi (relatif) dan positif (berlaku sampai dengan saat ini). 
Meskipun ilmu pengetahuan hanya menyelesaikan masalah yang terbatas, tetapi tidak 
semua masalah yang tidak terjawab atau belum terjawab olehnya lantas dapat 
diselesaikan oleh filsafat, dan tidak lantas kebenaran positif hasil kebenaran ilmu 
pengetahuan disempurnakan oleh filsafat. Kebenaran filsafat adalah spekulatif, 
subyektif dan nisbi. Tentang suatu masalah yang sama para filosof berbeda pandangan 
sesuai dengan jalan pemikiran dan titik tolak mereka. 
Dengan keterbatasan akal manusia itu tidak berarti Tuhan dalam menciptakan 
manusia bertujuan untuk kecelakaan, kebingungan dan kesengsaraan umat manusia. 
Keterbatasan itu menunjukkan adanya Yang Maha Sempurna. Terhadap kebingungan 
manusia dan problematika mereka yang tak terselesaikan, Tuhan memberikan jalan 
pembebasan. Dengan sifat Rahman dan Rahim-Nya, Allah berkenan menurunkan 
                                                        
31 Harun Nasution, Falsafat Agama, Cet. VI (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 64-65. 
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wahyuNya kepada umat manusia sebagai petunjuk, cahaya dan rahmat, agar mereka 
menemukan kebenaran hakiki dan azasi yang tidak dapat dicapai sekedar dengan 
akalnya, juga agar manusia mendapat jawaban yang pasti atas persoalan-persoalan yang 
tak dapat dipecahkan oleh ilmu pengetahuan dan filsafat. 
Berulangkali Allah berfirman bahwa Dialah Yang Maha Benar dan sumber 
segala kebenaran. Al-Quran yang merupakan firmanNya adalah kitab kebenaran, 
diturunkan sebagai petunjuk, rahmat dan cahaya bagi semesta alam. Di samping itu 
Allah juga menegaskan, bahwa Islam adalah agama yang benar. Dengan ajaran Islam 
yang tertuang dalam al-Quran, Allah memutuskan berbagai problematika asasi yang 
tidak dapat dipecahkan dengan akal manusia. 
Di antara firman Allah yang menyebutkan hal-hal di atas adalah: 
 
 “Maka (Dzat yang demikian) itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak 
ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan 
(dari kebenaran)?” (QS. Yunus: 32). 
 
 “Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk 
orang-orang yang ragu”. (QS. Al-Baqarah: 147). 
 
 “Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barangsiapa yang 
ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia 
kafir. Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang 
gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan 
diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah 








4. Hubungan Ilmu Pengetahuan, Filsafat dan Agama 
Allah SWT berfirman: 
 
 
“Dan orang-orang yang menjauhi thaghut (yaitu) tidak menyembahnya dan kembali 
kepada Allah bagi mereka berita gembira. Sebab itu sampaikanlah berita itu kepada 
hamba-hamba-Ku. Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik 
di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka 
itulah orang-orang yang mempunyai akal”. 
Rasulullah pernah bersabda: 
 
ِل، َعن   َعن   ، َعن  أَ إِب َراِهيَم ب ِن الفَض  ِ َصله ةَ، قَاَل: قَ َري رَ بِي هُ َسِعيٍد الَمق بُِريِِّ ى اَل َرُسوُل َّللاه
ُ َعلَي ِه َوَسلهَم:  مِ »َّللاه َمةُ َضالهةُ الُمؤ   «ُهَو أََحقُّ بَِهاَوَجدََها فَ  َحي ثُ ِن، فَ الَكِلَمةُ الِحك 
 
Dari Ibrahim bin Al-Fadhl, dari Sa’id Al-Maqburiy, dari Abu Hurairah ia berkata: 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, "Hikmah itu adalah barang hak milik 
orang yang beriman; dimanapun mereka menemukan hikmah itu, mereka paling berhak 
untuk memilikinya". 
 
Dari ayat dan hadits di atas, dapat ditimba pemahaman bahwa di samping ada 
kebenaran mutlak yang terdapat pada agama dan terejawantahkan dalam wujud al-
Quran, juga diakui adanya kebenaran yang sesuai dengan kebenaran mutlak, yaitu 
kebenaran yang tidak bertentangan dengan al-Quran. Kebenaran tersebut merupakan 
hasil usaha manusia dengan akalnya. Akal adalah pemberian Allah Yang Maha Benar, 
dan Allah menciptakannya tidaklah dengan kesia-siaan. Karena itu, akal bukanlah untuk 
disia-siakan, tapi harus dimanfaatkan. Meski kebenarannya relatif, bukan berarti produk 
akal lantas ditinggalkan. Kebenaran relatif harus dimanfaatkan dengan senantiasa 
mengingat sifat kerelatifannya. Artinya, dalam berpegang kepada kebenaran relatif, 
seseorang harus siap untuk meninggalkannya manakala diketemukan hasil yang lebih 
benar dan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Manakala kebenaran relatif bertentangan 
dengan kebenaran mutlak, ia harus segera berpindah kepada kebenaran mutlak tersebut. 
Dengan keterangan di atas jelaslah, bahwa di samping ada kebenaran mutlak 
yang langsung datang dari Allah SWT, diakui pula eksistensi kebenaran relatif sebagai 
hasil budaya manusia, baik kebenaran itu berupa kebenaran spekulatif (filsafat) dan 
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kebenaran positif (ilmu pengetahuan) maupun kebenaran sehari-hari (pengetahuan 
biasa)32. 
Manusia tidak bisa hidup dengan hanya berpegang kepada kebenaran ilmu 
pengetahuan  dan filsafat tanpa adanya kebenaran agama. Sebaliknya, manusia tidak 
bisa hidup wajar hanya dengan kebenaran mutlak agama tanpa kebenaran-kebenaran 
relatif. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa manusia hanya dapat hidup dengan wajar 
dan benar apabila ia mau mengikuti kebenaran mutlak sekaligus mengakui eksistensi 
dan fungsi kebenaran lain yang berkesesuaian dengan kebenaran mutlak agama tersebut. 
Yang penting manusia dapat mendudukkan sesuatu pada proporsinya dan tepat 
pada tempatnya. Mana yang termasuk kebenaran mutlak ditempatkan pada kebenaran 
mutlak, dan yang masuk kategori kebenaran relatif harus didudukkan pada tempat 
kebenaran relatif. Bukan sebaliknya, merelatifkan yang mutlak dan memutlakkan yang 
relatif. 
Wilayah agama, wilayah ilmu pengetahuan dan wilayah filsafat memang 
berbeda. Agama mengenai soal kepercayaan dan ilmu mengenai soal pengetahuan. 
Pelita agama ada di hati dan pelita ilmu ada di otak. Meski areanya berbeda, 
sebagaimana dijelaskan di atas, ketiganya saling berkait dan berhubungan timbal balik. 
Agama menetapkan tujuan, tetapi ia tak dapat mencapainya tanpa bantuan ilmu 
pengetahuan dan filsafat. Ilmu yang kuat dapat  
memperkuat keyakinan keagamaan. Agama senantiasa memotivasi pengembangan ilmu 
pengetahuan. Ilmu pengetahuan akan membahayakan umat manusia jika tidak dikekang 
dengan agama. Dari sini dapat diambil konklusi, bahwa ilmu tanpa agama buta dan 
agama tanpa ilmu lumpuh.  
 
B. FILSAFAT HUKUM ISLAM DAN ALIRAN FILSAFAT HUKUM LAIN 
Filsafat hukum, sebagaimana yang kita lihat, mengambil pandangan hukum yang 
bersifat teleologis yang menyatakan bahwa adanya hukum adalah untuk memenuhi 
maksud tertentu. Tidak dapat disangkal bahwa setiap sistem hukum diorientasikan 
untuk mencapai tujuan tertentu yang menuntut pelaksanaan. Hukum Islam atau syariah 
adalah sistem ketuhanan yang dinobatkan untuk menuntun umat manusia menuju ke 
jalan damai di dunia ini dan bahagia di hari kiamat.  
Urusan dunia ini oleh Penentu Hukum dipandang dari kerangka kepentingan 
dunia lain, yang lebih baik dan abadi. Ini menandai perbedaan hukum Islam dari hukum 
manusia yang membicarakan hanya kepentingan dunia. Tuhan adalah Maha Pengasih 
dan Maha Penyayang. Sifat-sifat ini benar-benar terrefleksikan dalam hukumNya.  
                                                        
32Endang Saifuddin Anshari, op. cit., h. 147.  
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Rahmat merupakan inti syariah dengan konsekuensi bahwa kekuasaan yang 
berlandaskan kekuasaan dicela dimata Tuhan. Mengatur dengan kekuatan bukan tujuan 
syariah dan keadilan merupakan tujuan utamanya. Keadilan, menurut syariah adalah 
perintah yang lebih tinggi karena tidak hanya memberikan setiap orang akan haknya 
tetapi juga sebagai rahmat dan kesembuhan dari sakit. Berlaku adil dianggap sebagai 
langkah takwa setelah iman kepada Allah. 
Pada pokoknya, syariah merupakan pernyataan sifat Tuhan dan usaha untuk 
menegakkan perdamaian di muka bumi dengan mengatur masyarakat dan memberikan 
keadilan kepada semua orang. Jadi, perintah dan keadilan merupakan tujuan mendasar 
bagi syariah. 
Perintah, tanpa keadilan, membuat hukum menjadi kejam. Hukum positif dunia 
modern membicarakan hanya perintah. Di sisi lain, sejarah hukum alam, seperti yang 
diuraikan oleh Friedmann, merupakan kisah anak manusia mencari keadilan mutlak, 
dimana kegagalannya merupakan bukti bagi definisi-definisi yang bertentangan dan 
pandangan-pandangan yang berbeda dalam hal ini yang menyebabkan keadilan hampir 
tidak dapat dicapai33. 
Karena keadilan Islam merupakan keadilan yang paling tinggi dibandingkan 
dengan sistem keadilan yang lain, baik Yunani, Romawi maupun hukum manusia 
lainnya, maka keadilan Islam mencari motif yang paling dalam. Perbuatan itu 
ditentukan oleh niat adalah sabda Rasulullah SAW dan kita berbuat seolah-olah di 
hadapan Allah yang lebih dekat kepada kita dibandingkan dengan urat leher kita sendiri 
dan mengetahui apa yang tersirat dalam hati kita34. Sarakhsi mengatakan, “Memberikan 
keadilan merupakan langkah takwa yang paling mulia35. Menurut Kasani, keadilan 
merupakan salah satu ketakwaan yang paling baik dan salah satu kewajiban paling 
penting setelah iman kepada Allah36. 
Tuhan sekali lagi memerintahkan orang yang beriman agar berlaku bahkan 
berkata adil. Janganlah kalian mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang 
bermanfaat, hingga ia dewasa…Apabila kalian berkata maka berkatalah dengan adil, 
kendatipun ia adalah kerabat(mu). Penuhilah janji Allah. Yang demikian itu 
diperingatkan agar kalian ingat37. Itu adalah hukum moral yang mencapai puncaknya 
dalam keikhlasan motif di lubuk hati yang paling dalam, dan sebaiknya kita ikuti. 
 
 
                                                        
33 W. Friedmann, Legal Theory, edisi V (London: 1967), 345. 
34 Al-Quran, 50:16. 
35 Sarakhsȋ, al-, Al-Mabsȗt (Kairo: 1906), vol. 16, hal.67. 
36 ‘Alâ’ al-Dîn al-Kasânî, Badâ’i al-Shanâi’ fî Tartîb al-Syarî’ah (Kairo: 1327 H), vol. 7, hal 4.  
37 Al-Quran, 6:152 
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1. Standar Keadilan Mutlak 
Apakah keadilan mutlak itu? Pertanyaan yang telah diperdebatkan oleh para 
filsuf sejak abad ke-6 SM. Dikatakan bahwa keadilan merupakan masalah utama 
manusia, tetapi keadilan masih terus diperdebatkan tidak hanya dalam filsafat tetapi 
juga dalam Etika dan Yurisprudensi. 
Para filsuf Yunani memulai keadilan sebagai kebaikan individual, sebagai tujuan 
atau maksud hukum yang memberikan kepada setiap manusia akan haknya. Dalam 
perkembangan yang lebih jauh kita mendapatkan teori perlindungan atas apa yang adil, 
sesuatu kekuasaan yang menentukan hak-hak sesuai dengan hukum. Kita telah melihat 
bahwa menurut Plato keadilan merupakan kebaikan yang tidak dapat dijelaskan dengan 
argumentasi rasional tetapi terdapat dalam tindakan seseorang yang melaksanakan 
kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dan sikapnya menjaga diri dalam 
batas-batas yang ditentukan. Plato menyerukan setiap orang agar sekuat tenaga berusaha 
melaksanakan kewajibannya sesuai dengan tingkatan dimana ia berada. Jadi, ia ingin 
mempertahankan status quo sosial dan mencegah perselisihan antar sesama anggota 
masyarakat. 
Ajaran Aristoteles tentang keadilan berbeda dengan ajaran Plato. Ini merupakan 
teori murni apakah hukum harus memberikan kepada setiap orang akan haknya. 
Sumbangan utama Aristoteles adalah membedakan antara keadilan distributif dan 
keadilan korektif atau keadilan perbaikan. Yang pertama menunjuk kepada distribusi 
kebaikan dan kehormatan kepada masing-masing orang sesuai dengan kedudukannya 
dalam masyarakat dan menerapkan perlakuan yang sama di depan hukum. Yang kedua 
berhubungan dengan hukum administratif, hukuman untuk ganti rugi kesalahan dan 
kejahatan dan hukum untuk memiliki perlakuan yang sama dalam pengadilan. 
Di atas terbukti bahwa Plato, dalam doktrin keadilannya, menekankan moralitas 
sedangkan Aristoteles menekankan kepentingan hukum. Konsep Plato tentang moralitas 
hanya berfungsi untuk menghancurkan kebebasan individu, karena ia harus menjaga 
dirinya sendiri di kelas di mana ia berada, sedangkan Aristoteles nampaknya 
menekankan keadilan legalitas atau positivitas yang mengutamakan berbagai prinsip 
kebaikan. Jadi, moralitas dan hukum tidak hanya berbeda satu sama lain tetapi juga 
dipahami secara salah yang mengakibatkan tidak ada standar keadilan mutlak dalam 
pemikiran hukum Barat modern yang melandaskan inspirasinya pada filsafat Yunani. 
Islam patut mendapat penghargaan karena memiliki standar keadilan mutlak. 
Standar keadilan ini berdasarkan pada norma-norma baik dan buruk yang didukung oleh 
wahyu dan prinsip-prinsip hukum yang fundamental. Inilah ciri khusus keadilan Islam. 
Jadi, keadilan dalam Islam merupakan perpaduan yang menyenangkan antara hukum 
dan moralitas. Islam tidak bermaksud untuk menghancurkan kebebasan individu tetapi 
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mengontrolnya demi kepentingan masyarakat yang terdiri dari individu itu sendiri, dan 
karenanya juga melindungi kepentingannya yang sah.  
Hukum memainkan perannya dalam mendamaikan kepentingan pribadi dengan 
kepentingan masyarakat dan bukan sebaliknya. Individu diperbolehkan 
mengembangkan hak pribadinya dengan syarat tidak mengganggu kepentingan 
masyarakat. Ini mengakhiri perselisihan dan memenuhi tuntutan keadilan. Karena itu, 
berlaku adil berarti hidup menurut prinsip-prinsip Islam. 
2. Antinomi 
Ada antinomi tertentu dalam hidup yang harus didamaikan. Hidup selalu aman 
jika menghindari sikap-sikap yang ekstrim. Karena itu syariah mengambil jalan tengah 
dan mendamaikan antara berbagai antinomi yang jika tidak didamaikan akan 
menghalangi kerja hukum maupun perdamaian dan kemakmuran. Islam adalah agama 
perdamaian dan memiliki kapasitas yang luar biasa untuk menjaga keseimbangan hidup 
yang benar-benar direfleksikan dalam hukumnya dengan konsekuensi bahwa antinomi 
tersebut didamaikan dan dihentikan. 
3. Stabilitas dan Perubahan 
Menurut Pound hukum harus stabil, sebab jika tidak maka ia tidak dapat berdiri 
tegak. Karena itulah maka semua pemikiran tentang hukum bertujuan untuk 
mendamaikan antara kebutuhan akan stabilitas dan kebutuhan akan perubahan yang 
bertentangan itu38. Hal ini telah menimbulkan berbagai teori. Sejauh menyangkut 
perintah, teori hukum lebih menitikberatkan stabilitas daripada perubahan.  
Aliran sejarah ala Savigny menentang perubahan hukum. Menurut aliran ini, 
tugas seorang ahli hukum dan pembuat undang-undang adalah memeriksa dan 
merumuskan adanya kebiasan hukum; fungsi hukum secara esensial adalah untuk 
menstabilkan bukan menjadi perantara perkembangan.  
Positivisme Analitis, dengan penekanannya pada logika dan ketaatan pada 
hukum tertulis, cenderung menganggap stabilitas dan permanensi sebagai obyek 
tertinggi bagi interpretasi hukum. Di sisi lain, semua teori utilitarian dan sosiologis 
cenderung menekankan perubahan isi hukum karena mereka melihat hukum dalam 
kaitannya dengan latar belakang sosial dan kebutuhan hidup. 
Sebagaimana telah dijelaskan, hukum Tuhan memiliki prinsip-prinsip luas yang 
dapat diinterpretasikan –dengan menunjuk kepada kata-katanya, pengertian yang 
implisit di dalamnya, perubahan dan jika hal-hal darûrî (esensial) tidak tercakup, maka 
Hukum Darurat dapat dipakai untuk menjangkaunya.  
 
 
                                                        
38 Friedmann, Legal Theory, hal. 86 
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4. Akal dan Wahyu 
Akal pada mulanya merupakan kemampuan berpikir biasa atau kekuatan otak 
manusia yang diharapkan menjadi sumber bagi pengetahuan yang nyata. Tetapi ia 
berbeda dari satu ke lain orang. Misalnya, lihat saja para filsuf bagaimana mereka saling 
berbeda pendapat. Mungkin tidak dalam satu butirpun di mana mereka sepakat. Mereka 
bahkan berbeda pendapat mengenai fenomena yang nampak. Sebagian berpendapat 
bahwa substansi terdiri atas bentuk-bentuk, sedangkan yang lain berpendapat bahwa 
substansi terdiri atas partikel-partikel yang tidak dapat dibagi-bagi.  
Pihak lain seperti Democritus berpendapat bahwa substansi merupakan 
persenyawaan partikel-partikel yang sangat kecil. Menurut Schopenhauer, akal dalam 
dirinya tidak memiliki nilai, tetapi karena alam telah memproduksinya untuk melayani 
keinginan pribadi39. Menurut Hume, akal hanyalah budak nafsu40. Kant, dalam Critique 
of Pure Reason, telah membuktikan keterbatasan-keterbatasan akal.  
Jika akal bisa melakukan kesalahan dan tidak dapat menjadi sumber 
pengetahuan, maka wahyu justru merupakan sumber satu-satunya bagi pengetahuan 
yang asli. Wahyu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, 
melalui malaikat Jibril yang kejujuran dan ketelitiannya tidak diragukan lagi41.  
Syariah berdasarkan pada wahyu yang merupakan satu-satunya sumber 
pengetahuan tentang segala hal, baik dan buruk, yang dapat dipertanggungjawabkan. 
Syariah menuntut kebaikan dan melarang kejelekan. Kebaikan nyata tidak dapat 
diketahui secara rasional. Akal dapat berbuat salah dan tidak sempurna, sehingga tidak 
dapat dijadikan dasar. Karena itu, syariah telah memiliki pemikiran analogis sebagai 
sebuah pemecahan bagi interpretasi hukum. 
5. Kolektivisme dan Individualisme 
Pertentangan dan pemikiran politik yang fundamental dalam sejarah peradaban 
Barat selalu menyangkut cita-cita kolektivitas dan individualis. Apakah individu atau 
masyarakat sebagai nilai tertinggi merupakan masalah yang telah dipelajari dari sudut 
keadilan oleh para filsuf Yunani beberapa abad sebelum Masehi. 
Teori-teori hukum mengambil satu dari tiga sikap; apakah menundukkan 
individu kepada masyarakat, menundukkan masyarakat kepada individu, atau berusaha 
untuk memadukan dua kepentingan yang bersaing. 
Supremasi masyarakat terhadap individu jarang dirumuskan secara lebih radikal 
daripada yang dilakukan oleh Plato. Dalam Republic, supremasi masyarakat juga 
ditandai dengan tidak hanya tiadanya tempat bagi hak-hak pribadi tetapi bahkan tidak 
ada lembaga-lembaga pribadi seperti keluarga dan hak milik. Dalam Hukum, karya 
                                                        
39 W. Durant, Outline of Philosophy (London: 1962), 275. 
40 G. H. Sabine, A History of Political Theory, edisi III (London: 1964), 275. 
41 Al-Quran, 81: 19-21. 
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Plato di masa tua, lembaga-lembaga ini diakui, tetapi tetap di bawah pengawasan negara 
secara ketat. Memang latar belakang kultur, peradaban dan pendidikan Yunanilah yang 
membedakan teori kenegaraan Plato dari sistem totaliter pemerintahan modern42. 
Totalitarisme modern menegaskan supremasi masyarakat dengan cara 
menghancurkan total hak-hak pribadi ini dicapai dengan cara menghapuskan pemisahan 
kekuasaan dan kebebasan pengadilan, pengawasan negara atas semua aktifitas umum 
dan pribadi. Teori kemasyarakatan Katolik membuat kekuasaan masyarakat lebih tinggi 
daripada individu dengan cara yang berbeda, karena ia harus menerima tempat dan 
fungsi di mana ia dilahirkan43. Yang paling menonjol dari teori-teori itu adalah 
Marxisme yang menghancurkan hak-hak individu sama sekali. 
Hobbes mendukung individualisme tetapi ajarannya mengakibatkan absolutisme 
politik. Utilitarianisme Bentham dan teori Evolusi Spencer dengan cara yang berbeda, 
menjelma dalam filsafat individualistik tetapi tak satupun dari teori-teori ini 
merefleksikan keseimbangan yang sempurna antara kepentingan individu dengan 
kepentingan masyarakat. 
Perpaduan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat tidak 
dapat dicapai kecuali kehidupan masyarakat didasarkan pada kebenaran. Tidak dapat 
disangkal bahwa masyarakat hanyalah kumpulan individu, sehingga masalahnya adalah 
membangun karakter individu sedemikian rupa sehingga, jauh dari hal-hal yang 
merugikan masyarakat, ia menyumbangkan kebaikan miliknya untuk kesejahteraan 
masyarakat. Syariah mencapai hal ini dengan menggunakan norma-norma etika baik 
dan buruk miliknya, disamping menekankan keharusan individu mengetahui 
kewajibannya kepada Tuhan dan masyarakat. Syariah disebut fiqih atau pemahaman 
tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang, apa yang baik dan apa yang 
buruk. Pengetahuan merupakan satu-satunya cara di mana karakteristik kualitas-kualitas 
bentuk kebaikan diolah.  
Dalam Islam, individu diberi kesempatan penuh untuk mengembangkan 
kepribadiannya sehingga ia lebih memenuhi syarat untuk melayani kepentingan 
masyarakat. Sebagai konsekwensinya, tidak ada pertentangan antara kepentingan 
individu dan kepentingan masyarakat. Jadi, individu untuk masyarakat dan masyarakat 
untuk individu. 
6. Positivisme dan Idealisme 
Dalam teori hukum, Positivisme dan Idealisme digambarkan saling 
bertentangan. Teori-teori idealistis di samping didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan 
dan amat berkaitan dengan apakah hukum yang seharusnya, teori positivistik diilhami 
                                                        
42 Friedmann, Legal Theory, 89. 
43 Ibid.,  89. 
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oleh pandangan-pandangan tentang hukum yang bertentangan. Positivisme Analitik 
mengkonsentrasikan diri pada analisa-analisa hukum dan hubungan-hubungan hukum 
berdasarkan pada pembagian ketat apa yang nyata dan apa yang seharusnya, yang 
karenanya ia dipisahkan dari keadilan. 
Menentang teori ini, Positivisme Pragmatis memandang fakta sosial sebagai 
unsur yang menentukan konsep hukum. Bagi Positivisme Analitik, hukum berarti 
perintah dari penguasa yang karenanya stabil, sedangkan Positivisme Pragmatik 
menganggap bahwa hukum tunduk kepada masyarakat, yang karenanya selalu berubah-
ubah sesuai dengan setiap perubahan dalam masyarakat. Jadi Positivisme merupakan 
korban ketegangan dan konflik. 
Lebih lanjut, Positivisme Analitik dipisahkan dari keadilan dan etika, tetapi 
hukum alam hadir sebagai hukum yang ideal dan lebih tinggi untuk digunakan sebagai 
standar keadilan, tetapi karena didasarkan pada akal yang selalu berubah, ia tidak bisa 
bertopang pada dirinya sendiri, yang akhirnya hancur. 
Karena ada pemisahan antara apa yang nyata dengan apa yang seharusnya, maka 
tidak akan ada perdamaian antara Hukum Positif dan Hukum Alam. Karena itu, Syariah 
mengkombinasikan hukum sebagai adanya dan hukum sebagai yang seharusnya, 
sekaligus mempertahankan perintah dan keadilan. Sebagai perintah Tuhan, penguasa 
tertinggi, maka syariah adalah hukum positif dan, karena memberikan perhatian khusus 
kepada keadilan, maka syariah adalah ideal, yang karenanya dapat digambarkan secara 
tepat sebagai hukum Positif dalam bentuk ideal. 
Dalam syariah, Positivisme dan Idealisme, dalam pengertian yang sebenarnya, 
tidak hanya didamaikan tetapi benar-benar harmonis satu sama lain. Ini menandai 
syariah sebagai hukum akan berfungsi baik hanya jika idealnya dipertahankan, karena 
syariah mengatur kehidupan manusia dan masyarakat dengan cara maupun norma-
norma etikanya sendiri yang tidak mudah berubah. Dalam al-Quran syariah disamakan 
dengan timbangan. Allah yang menurunkan Kitab dengan membawa kebenaran dan 
neraca44. Demi jiwa dan penyempurnaan (pencipta) Nya, kemudian Ia mengilhamkan 
kepadanya jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sungguh, beruntunglah orang yang 
mensucikannya. Sebaliknya, sungguh merugi orang yang mengotorinya45. Karena itu, 
neraca diterapkan menurut cara seperti yang ditentukan oleh Tuhan bukan sebaliknya. 
Jadi, ketaatan penuh kepada syariah dicapai, karena ia merupakan satu-satunya 
standar pertimbangan; Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu maka 
kembalikanlah kepada Allah dan rasulNya, jika kamu benar-benar beriman kepada 
                                                        
44 Al-Quran, 12:17. 
45 Ibid., 91: 7-10. 
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Allah yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya bagi kamu46. Akhirnya 
idealism terletak pada syariah yang berarti bahwa syariah harus dipertahankan dalam 
bentuk idealnya dan barangsiapa memutuskan tidak dengan apa yang diturunkan oleh 
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BAB III 
MANUSIA DAN HUKUM ISLAM 
 
A. MANUSIA MENURUT PERSPEKTIF ISLAM 
Keistimewaan manusia yang paling penting adalah kepemilikan akal. Akal itulah 
yang membedakan antara eksistensi manusia dan binatang, bahkan juga membedakan 
eksistensinya dengan malaikat. Dengan akal, Allah mengangkat manusia sebagai 
khalifah, mengatasi martabat segala makhluk. Allah mengajarkan manusia untuk dapat 
mengetahui nama-nama segala sesuatu di alam ini48. Dalam al-Quran banyak ayat yang 
menyerukan pentingnya penggunaan akal dalam kehidupan manusia. Di dalam al-
Quran, kita sering menemukan ungkapan seperti la’allakum ta’qilȗn (agar kamu 
berakal), la’allakum tatafakkarȗn (agar kamu berpikir), la’allakum ta’lamȗn (agar 
kamu mengetahui), afalȃ yatafakkarȗn (apakah mereka tidak berpikir?), afalȃ 
yatadabbarȗn (apakah mereka tidak menimbang?). Semua ungkapan itu menunjukkan 
bahwa al-Quran mendorong manusia untk menggunakan akalnya.  
Meskipun begitu akal atau daya pikir manusia berada dalam ruang lingkup yang 
terbatas sebagaimana halnya daya manusia lainnya, seperti indera penglihat (mata), 
indera pendengar (telinga), indera pencium (hidung), indera perasa (lidah) dan indera 
peraba (kulit). Dinyatakan dalam al-Quran bahwa ilmu yang dapat dikuasai oleh 
manusia hanya sedikit. Secara tegas al-Quran menyatakan hal itu dalam surat Bani Israil 
ayat 85 berikut ini: 
 
 “Dan mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang ruh. Katakanlah: "Ruh itu 
termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit". 
Akal dan kekuatan manusia tidaklah lahir dari kekuatan manusia itu sendiri 
melainkan kekuatan dari yang Maha Agung, yaitu Allah SWT. Allah itu tidak dapat 
diketahui dengan perantaraan panca indera manusia. Ia dapat diketahui melalui alat 
yang disebut akal yang berpusat di dalam kalbu. Allahpun dapat diketahui melalui 
penelitian atas fenomena-fenomena alam yang merupakan tanda-tanda keberadaanNya. 
Filsafat adalah suatu cara yang ditempuh manusia untuk mencari Tuhan. Akan tetapi, 
Tuhan sendiri dengan caraNya sendiri memperkenalkan diriNya melalui malaikat yang 
menyampaikan wahyuNya kepada utusan-utusanNya (Rasul). Dengan demikian, 
manusia dapat mengetahui Tuhan dengan cara yang tepat, dengan mempelajari wahyu 
serta mempercayai atau meyakininya.  
                                                        
48 QS. Al-Baqarah: 30-31. 
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Manusia dapat mengenal Tuhan dari bawah ke atas, antara lain melalui filsafat. 
Sebaliknya, Tuhan, dari atas ke bawah memperkenallkan diriNya dengan perantaraan 
wahyuNya. Akhirnya, manusia dapat menemukan Tuhannya, baik setelah melalui 
berbagai bentuk kontemplasi filosofis, maupun melalui kepercayaan atas wahyu. 
Filsafat keTuhanan dan kemahaesaanNya ini menyajikan beberapa argumen 
tentang kemestian adanya Tuhan. Argumen-argumen ini dikelompokkan ke dalam 
argumen-argumen ontologis, argumen kosmologis, argumen teleologis, argumen moral, 
dan argumen epistemologis. Walaupun argumen-argumen tersebut mempunyai dasar 
logika yang logis dan rasional, tetapi tidak terlepas dari berbagai kritikan. Adanya 
kritikan-kritikan tersebut tidaklah mengherankan karena bagaimanapun juga suatu 
produk filsafat hanya memuaskan rasio sementara dalam beragama lebih menekankan 
kepada keyakinan.  
Tetapi perlu dicatat, sebagaimana yang dinyatakan Plato, bahwa sebelum orang 
mencapai pengetahuan dari ketidaktahuannya, ia mesti melewati pintu keyakinan 
terlebih dahulu. Tidak ada ilmu apapun yang tidak diawali dengan keyakinan. Nah, 
disinilah keyakinan atau iman sangat menentukan keberhasilan seseorang dalam 
menggali ilmu agama. Tidak heran jika di kalangan para pengkaji perbandingan agama, 
seperti Hurchison mengatakan bahwa seorang yang mengkaji suatu agama tanpa 
melaksanakan ajaran agama yang dipelajarinya, ia tidak akan mendapatkan apa-apa49.  
Menurut Plato, diantara ketidaktahuan (ignorance) dengan pengetahuan 
(knowledge) terdapat perantaraannya (intermediate) yang disebut keyakinan (true 
beliefe). Pernyataan filosof zaman klasik ini50 kiranya dapat diartikan bahwa sebelum 
manusia sampai kepada pengetahuannya dari ketidaktahuannya ia harus melalui pintu 
keyakinan terlebih dahulu. Pendapat serupa ini di bidang pengetahuan tidaklah 
bertentangan dengan ajaran Islam dan filsafat hukum Islam. 
Pendapat para filosof Islam, baik mutakallim maupun ushȗlȋ, menyatakan bahwa 
manusia baru akan mencapai suatu pengetahuan apabila ia memulainya dari pintu 
keyakinan. Dalam hal ini, keyakinan termaksud adalah keyakinan dalam beragamanya. 
Seseorang yang mempelajari ilmu-ilmu agama tidak akan sampai kepada pengetahuan 
dalam ilmu agama jika ia tidak terlebih dahulu meyakini kebenaran ajaran agamanya. 
Oleh karena itu, kajian filsafat hukum Islam dalam buku ini pun didahului dengan 
kajian tentang kemestian kemahaesaan Tuhan dan kerasulan Muhammad SAW sebagai 
titik tolak keyakinan dalam beragama Islam. Atas dasar keyakinan inilah seseorang baru 
dapat menyatakan kedua kalimah syahadat yang bukan saja didasari oleh keimanan di 
dalam hatinya, melainkan juga dengan dasar pemikiran filosofis. 
                                                        
49 John A. Hutchison, Path of Faith (New York: Mc. Craw Hill, Inc., 1969), 8-9. 
50 Paul Edward (ed), The Encyclopaedia of Philosophy, III (New York: Macmillan Publishing Co. 
Inc, The Free Press Collier Macmillan Publisher, 1972), 10-11. 
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Dalam rangka hidup dan kehidupannya, manusia yang hidup di dunia ini mau 
tidak mau pasti mempunyai picu yang berupa gerak yang dikenal di kalangan para 
filosof Islam dengan istilah al-harakah. Setiap orang memiliki al-harakah sebagai sifat 
dasar manusia yang berfungsi untuk mengambil segala yang bermanfaat dan menolak 
segala yang merusak, Apabila keberadaan al-harakah dalam diri manusia ini berfungsi 
sebagaimana mestinya, maka tujuan hukum Islampun pasti tercapai, yakni meraih 
kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat; meraih kebahagiaan yang kekal dengan 
jalan mengambil maslahat dan menghindari kerusakan51. 
Sifat dasar tersebut di atas merupakan bawaan manusia. Dengan kata lain, setiap 
manusia dilahirkan bersamaan dengan bawaan tersebut yang dikenal dengan nama fitrah 
sebagaimana disebutkan al-Quran surat ke-30 al-Rum ayat 30 yang berbunyi: 
 
 “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. (Tetaplah atas) fitrah 
Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada 
fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”. 
Fitrah Allah dalam ayat ini ialah ciptaan Allah. Ketika manusia dilahirkan ia 
mempunyai fitrah (bawaan) sebagaimana dijelaskan hadits Rasulullah SAW yang 
artinya: 
سانه دانه أو ينصِّرانه أو يمجِّ  كلِّ مولود يولد علي الفطرة فأبواه يهوِّ
“Setiap orang yang dilahirkan ada dalam keadaan fitrah, kedua orang tuanyalah yang 
menjadikannya seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi”. 
Fitrah yang merupakan bawaan manusia sejak lahir itu meliputi tiga daya atau 
potensi. Ketiga potensi itu ialah: 
1. Quwwah al-‘aql yaitu daya akal atau potensi intelektual 
2. Quwwah al-ghadlab yaitu potensi defensif 
3. Quwwah al-syahwah yaitu potensi ofensif 
Ketiga daya di atas mempunyai fungsinya masing-masing. Daya akal adalah 
potensi tertinggi manusia yang berfungsi untuk mengetahui Allah (ma’rifatullah) serta 
mengimaniNya. Daya ghadlab berfungsi defensif, yakni untuk menghindarkan diri, 
secara naluriah, dari segala yang membahayakan. Oleh karena itu, daya ini seringkali 
disebut al-quwwah al-dâfi’ah yang secara harfiahpun berarti daya defensif. Sedangkan 
daya syahwah berfungsi sebagai daya ofensif, daya ini berfungsi untuk menginduksi 
                                                        
51 ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm, Qawâ’id al-Ahkâm (Bayrût: Dâr al-Jayl, 1980), I, 10-14. 
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obyek-obyek yang bermanfaat dan menyenangkan. Kedua potensi terakhir ini dimiliki 
setiap manusia, namun dengan kadar yang berbeda-beda.52 
Potensi-potensi di atas merupakan pacu atau penggerak yang dianugerahkan 
Allah kepada setiap insan. Dengan gerak atau al-harakah inilah manusia dapat 
membedakan perbuatan mana yang bermanfaat dan perbuatan mana yang 
membahayakan atau madarat. Fitrah atau potensi yang menggerakkan manusia itu 
adalah anugrah Allah. Ia bagaikan cahaya Allah di muka bumi ini serta manifestasi 
keadilanNya. Dengan fitrah itu manusia dapat membedakan dan memilih perbuatan 
yang harus dihindarkan dan tidak dilakukan. Bahkan fitrah itupun bukan hanya potensi-
potensi sebagaimana dijelaskan di atas, melainkan juga indera atau al-hiss seperti yang 
dimiliki hewan. Fitrah lebih dari sekedar al-hiss atau indera, karena fitrah manusia dapat 
membedakan perbuatan yang mana yang membawa kepada kebaikan atau kerusakan, 
baik di dunia maupun di akhirat. 
Dalam memfungsikan fitrah itu, manusia memerlukan bantuan dari luar dirinya 
yang disebut al-fithrah al-munazzalah, yaitu wahyu. Wahyu menjelaskan perincian 
perbuatan yang baik dan harus dilakukan manusia serta perbuatan buruk yang harus 
ditinggalkan. Dengan fitrah yang difungsikan secara maksimal, manusia dijamin 
kebahagiaan hidupnya di dunia dan di akhirat. Dengan panduan wahyu, fitrah manusia 
lebih cepat berfungsi sehingga daya akal segera mengetahui Allah (ma’rifatullah) dan 
mengimaniNya serta mengesakanNya; mentaati perintah-perintahNya serta menjauhi 
segala laranganNya; membenarkan Allah dan RasulNya53. 
Gambaran fungsi-fungsi daya fitrah dengan wahyu itu tergambarkan dalam al-
Quran surat ke 42 al-Shura ayat ke 52 berikut di bawah ini: 
 
 
“Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al-Quran) dengan perintah 
Kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah al-Kitab (Al-Quran) dan tidak 
pula mengetahui apakah iman itu, tetapi Kami menjadikan Al Quran itu cahaya, yang 
Kami tunjuki dengan dia siapa yang Kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami. dan 





                                                        
52 Ibn Taymiyyah, Majmû’ Fatâwâ (Riyâd: al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Sa’ûdiyyah), XV, 428-
429. 
53 Ibid., XIX, 99-100. 
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Dalam surat ke 34 Saba’ ayat 50 lebih jelas Allah menyatakan: 
  “Katakanlah: "Jika aku sesat maka sesungguhnya aku sesat atas kemudaratan diriku 
sendiri. Dan jika aku mendapat petunjuk maka itu adalah disebabkan apa yang 
diwahyukan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha 
Dekat". 
Kedua ayat tersebut di atas mempertegas dua hal. Pertama, bahwa setiap 
manusia dilahirkan bersamaan dengan potensi-potensi untuk mengetahui Allah, 
mengenaliNya, mencapai kelanggengan hidup serta mempertahankannya. Kedua, bahwa 
kelanggengan hidup dan mempertahankan kelanggengannya, yang bertujuan untuk 
kebahagiaan, tidaklah cukup dengan fitrah yang inheren di dalam diri manusia itu saja 
melainkan memerlukan petunjuk tentang cara-cara meraih kebahagiaan itu yang ada di 
luar diri manusia itu, wahyu Allah yang disampaikan RasulNya.  
Kedua hal tersebut di atas menunjukkan bahwa manusia dilahirkan dengan 
naluri beragama dan beriman. Dengan demikian, apa yang dibawakan dan diajarkan 
hukum Islam adalah sesuai dengan jati diri manusia. Dengan kata lain, hukum Islam 
adalah hukum yang manusiawi dan universal. 
 
B. MANUSIA DAN HUKUM ISLAM 
Manusia sebagaimana telah dijelaskan di atas, dilahirkan dengan seperangkat 
potensi untuk beriman kepada Allah, menginduksi obyek-obyek yang menyenangkan 
dan mempertahankan diri dari berbagai hal-hal yang dapat membahayakan. Manusia, 
dengan daya akalnya, mampu mengetahui keberadaan Allah. Bahkan menurut teologi 
Mu’tazilah, manusia dengan akalnya mampu mengetahui kewajiban-kewajibannya 
terhadap Tuhan. Namun akal tidak sanggup mengetahui cara-cara berterima kasih 
kepada Allah. Berterima kasih kepada Allah adalah adalah hakikat ibadah dan 
penyerahan diri dan mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah.  
Ibadah kepada Allah adalah jalan untuk memperoleh pengetahuan yang benar 
dari Yang Maha Benar, untuk bertindak yang benar dan bijaksana sesuai dengan 
kehendakNya. Karena manusia beribadah dan mendapat percikan cahaya di dalam 
kalbunya, yakni cahaya Allah, maka manusia memperoleh pengetahuan yang benar. 
Cara memperolah pengetahuan serupa itu disebut al-mukâsyafah atau al-kasyf, yakni 
pengetahuan intuitif yang mempunyai tingkat kebenaran tertinggi yang mungkin 
diperoleh manusia. 
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Berdasarkan pengetahuan intuitif inilah manusia dapat menerima kebenaran 
hukum Islam. Manusia dapat menerima kebenaran wahyu. Akal tidak mengetahui cara 
berterima kasih kepada Allah. Wahyu turun untuk membantu manusia menunjukkan 
cara-cara berterima kasih tersebut. Itulah sebabnya manusia harus taat kepada petunjuk 
wahyu. Manusia harus mengikuti petunjuk wahyu, baik dalam pengertian al-Quran yang 
merupakan kalam Ilahi maupun dalam pengertian sunnah Rasul. Oleh karena itu, 
manusia harus menyatakan kalimah syahadat sebagai suatu kewajiban yang sesuai 
dengan fitrah dan sifat alamiah manusia itu sendiri. 
Wahyu menjamin manusia mencapai kebahagiaan selama ia mengikuti petunjuk-
petunjuknya. Hukum Islam yang bersumber kepada wahyu itupun mengatur bagaimana 
manusia harus bertindak agar selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat. Perbuatan 
dan tindakan manusia dilihat dari segi adanya perintah atau larangan melakukannya ada 
lima yang kemudian dikenal di kalangan pakar hukum Islam dengan sebutan al-Ahkâm 
al-Khamsah (lima hukum), yaitu, hukum wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. 
Uraian-uraian di atas kiranya telah menjelaskan bahwa hukum Islam 
berdasarkan atas fitrah dan sesuai dengan potensi insani dan sumber-sumber kebenaran 
tertinggi dari Yang Maha Esa dan Maha Benar. Pengalaman manusia dalam 
kehidupannya yang selalu ada di bawah cahaya kedua sumber kebenaran itu akan 





















SUMBER, METODE DAN PRINSIP HUKUM ISLAM 
 
A. SUMBER DAN METODE HUKUM ISLAM 
Sebagaimana telah disinggung pada bab terdahulu bahwa sumber hukum Islam 
berasal dari potensi-potensi insani dan sumber Ilahi. Oleh karena itu, pada dasarnya, 
sumber hukum Islam adalah sumber naqliyyah dan ‘aqliyyah. Penggabungan kedua 
sumber ini telah melahirkan sumber ketiga, yakni kasyfiyyah, yaitu kebenaran yang 
bersumber dari intuisi atau kebenaran intuitif. 
Sumber hukum naqliyyah ada yang bersifat orisinal (aslî) dan ada yang bersifat 
tambahan (tab’î). Sumber hukum naqliyyah yang bersifat tambahan ini ialah ijma’. Oleh 
karena itu, seringkali para pakar hukum Islam menyatakan bahwa sumber hukum ada 
tiga. Pertama al-Quran, kedua Sunnah, dan ketiga ijtihad. Ijma’ seringkali tidak disebut 
sebagai sumber hukum yang ketiga karena ijma’ merupakan sumber hukum naqliyyah 
‘tambahan’ karena pada dasarnya bersumber pada al-Quran dan Sunnah juga. Demikian 
pula sumber-sumber hukum Islam lainnya seperti qiyas, istihsan, istislah dan 
sebagainya, tidak lagi disebut sumber hukum Islam karena semuanya merupakan hasil 
ijtihad. 
Perlu dicatat bahwa sumber ijma’ yang menjadi sumber hukum yang 
mempunyai kekuatan yang tetap dan pasti (qath’î) ialah ijma’ Salaf yang berkenaan 
dengan apa yang disebut sesuatu yang diketahui sebagai pokok utama dalam ajaran 
agama atau yang disebut para pakar dan ulama Islam dengan sebutan: mâ ‘ulima al-dîn 
bi al-dlarûrah. 
Salah satu contoh ijma’ Salaf yang dijadikan sumber hukum Islam yang 
berkualitas qath’î ialah ijma para Sahabat dalam menafsirkan al-Quran surat Bani Isra’il 
ayat 78 yang berbunyi: 
 
 
“Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah 
pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat). 
Dalam ayat di atas dinyatakan bahwa ada tiga waktu salat yang harus ditepati 
kaum muslimin dalam menunaikan kewajiban melaksanakan salat. Pertama, ketika 
tergelincir matahari (dulûk al-syams), kedua, ketika gelap malam (ilâ ghasaq al-layl), 
ketiga, waktu subuh (al-fajr). Apabila dilihat sekilas dapat disimpulkan bahwa 
 30 
kewajiban melaksanakan salat berdasarkan al-Quran bukanlah lima kali (waktu), tetapi 
tiga kali (waktu), seperti dalam ayat di atas. Akan tetapi, Salaf telah berijma’ bahwa 
yang dimaksud dengan kalimat dulûk al-syams dalam ayat tersebut ialah salat duhur dan 
asar. Sementara kalimat ilâ ghasaq al-layl dimaksudkan untuk salat maghrib dan Isya’. 
Dengan demikian, Salaf berijma’ dalam suatu ayat yang berkenaan dengan kewajiban 
kaum muslimin untuk melaksanakan salat lima waktu bukan saja berdasarkan Sunnah, 
tetapi juga berdasar al-Quran sebagai sumber pertama dan utama dalam hukum Islam. 
Ijma’ Salaf tersebut di atas berdasarkan pula kepada Sunnah Rasul yang menyatakan 
bahwa kewajiban salat itu adalah lima kali sehari semalam. Sementara prakteknya harus 
mengikuti sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. 
Sumber hukum kewajiban salat lima kali dari Sunnah, antara lain sabda 
Rasulullah SAW sebagai berikut: 
ما مثل الصلوات الخمس كمثل نهر عند باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات ف
 يبقى ذلك من الدنس
“Salat lima waktu itu bagaikan sungai yang airnya bersih dan jernih yang ada di setiap 
pintu rumahmu. Penghuni rumah itu mandi di sungai itu lima kali sehari semalam 
sehingga tidaklah terdapat sedikitpun kotoran”.54 
Ijma’ sebagai sumber hukum dalam perkembangannya dapat bersifat qat’iy 
seperti contoh di atas, dapat pula bersifat relatif atau danniy. Ijma’ yang bersifat danniy 
ialah ijma yang dilakukan oleh mutaakhirin. Oleh karena itu, ijma’ dalam pengertian ini 
seringkali didefinisikan sebagai berikut: 
نبى إتفاق المجتهدين من األمة اإلسالمية فى عصر من العصوربعد الاإلجماع هو 
 صلى هللا عليه وسلم على حكم شرعي فى أمر من األمور
“Ijma’ ialah kesepakatan para mujtahid muslim pada waktu tertentu setelah wafatnya 
Nabi SAW tentang suatu hukum Islam yang berkenaan dengan hukum praktis”.55 
Ijtihad adalah sumber hukum Islam dan tentu saja merupakan sumber kebenaran 
aqliyyah yang dihasilkan berdasarkan penalaran rasional yang tetap mengacu kepada 
sumber-sumber naqliyyah. Sumber hukum yang dihasilkan berdasarkan penalaran 
rasional seperti tersebut di atas yang paling banyak disepakati ialah Qiyas. Akan tetapi, 
ada pula beberapa metode untuk menghasilkan sumber hukum ‘aqliyyah ini seperti: 
istihsan, istishab, dan sebagainya. Sumber-sumber hukum tersebut pada hakikatnya 
sama yakni suatu sumber hukum yang dihasilkan berdasarkan ijtihad yang tingkat 
kebenarannya relatif. Bahkan perlu dicatat bahwa sumber-sumber hukum aqliyyah ini 
umumnya hanya berkenaan dengan hukum-hukum praktis di bidang mu’amalah. 
                                                        
54 Abû Zakariyyâ Yahyâ ibn Syaraf al-Nawawî, Riyâdl al-Shâlihîn (Surabaya: al-Hidayah, tt), 444. 
55 Alî Hasballah, Ushûl al-Tasyrî al-Islâmî (Dâr al-Qâhirah, Dâr al-Ma’ârif, tt), 109. 
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Sumber hukum intuitif atau kasyfiyyah hanya mungkin diperoleh oleh orang 
yang mengetahui hukum Islam serta mengamalkannya; baik hukum ibadah maupun 
hukum mu’amalah. 
1. Metode Naqliyyah – ‘Aqliyyah 
Walaupun sering dinyatakan, bahwa sumber hukum naqli yaitu al-Quran dan 
Sunnah adalah sumber yang ditransmisi, sumber yang diterima melalui penuturan 
berkesinambungan. Pada hakikatnya sumber naqli tersebut juga adalah sumber 
aqliyyah. Kenyataan memang menunjukkan demikian. 
Suatu upaya untuk menjamin bahwa al-Quran itu diperoleh secara naqliyyah 
ternyata memerlukan tiga metode: al-tajribah al-hissiyyah (pengalaman empirik), al-
tawâtur atau al-mutawâtirât atau transmited data (data yang ditransmisi melalui 
periwayatan yang ketat), dan al-istiqrâ’, yaitu pengujian kebenaran sumber naqliy 
secara induktif56. 
a. Metode Al-Tajribah al-Hissiyyah 
Al-Tajribah al-Hissiyyah yang artinya pengalaman inderawi atau empirik adalah 
salah satu metode untuk memperoleh pengetahuan hukum dan sumber hukum Islam. 
Sebagaimana telah diketahui bahwa pengalaman empirik itu diperoleh melalui 
penelitian dan pengamatan, seperti penelitian tentang suatu realitas yang selalu 
berulang-ulang atau berputar dan merupakan akibat dari realitas itu. Demikianlah 
generasi pertama umat Islam. Yakni Salaf, memperoleh pengetahuan agama, 
pengetahuan hukum Islam dan sumbernya. Di kemudian hari perolehan pengetahuan 
pun berkembang. Kaum muslim tidak lagi memperoleh pengetahuan tentang sumber 
hukum Islam dari Rasulullah SAW. Mereka memperolehnya melalui pengalaman orang 
lain yang diriwayatkan dari orang ke orang yang terpercaya.  
Karena dalam hukum Islam terdapat sumber hukum naqliyyah yakni sumber 
kebenaran berdasarkan pengalaman orang lain, maka timbul pertanyaan dapatkah 
pengalaman orang lain menjadi sumber kebenaran bagi orang lain yang mengalami 
pengalaman itu? Dapatkah pengalaman seseorang yang menyatakan bahwa ia bersaksi 
bahwa ternyata benar ada Rasulullah, ada al-Quran dan terdapat contoh-contoh 
Rasulullah dalam beragama menjadi sumber kebenaran yang meyakinkan bagi orang 
lain yang tidak menyaksikannya ? 
Sebelum kita menjawab pertanyaan di atas, marilah kita lihat konsep 
pengalaman atau al-tajribah di kalangan ahli logika atau mantik. Pengalaman empirik 
ialah pengetahuan atau pengalaman yang diperoleh akal dan indera secara bersama-
sama. Namun demikian, langkah pertama untuk memprolehnya adalah melalui indera 
                                                        
56 Dr. Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas, 1995), 118. 
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(al-hiss). Pengalaman yang diperoleh secara berulang-ulang akan melahirkan suatu 
pengetahuan tentang segala sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang.  
Pengetahuan yang diperoleh melalui indera itu ada yang dinamai dengan istilah 
al-tajribah, ada pula yang membaginya ke dalam dua kategori; pengetahuan yang 
diperoleh melalui al-tajribah dan melalui al-hadatsiyyah. Pengetahuan yang diperoleh 
melalui al-tajribah ialah pengetahuan tentang gejala-gejala yang diperoleh melalui akal 
dan indera secara bersama-sama. Gejala-gejala tersebut terjadi bisa karena diciptakan 
dan dalam jangkauan kemampuan manusia untuk menjadikannya maupun terjadi diluar 
kemampuan manusia untuk menciptakannya57. 
Kelompok yang membedakan antara al-tajribah dari al-hadatsiyyah menjelaskan 
sebagai berikut. Pengetahuan yang diperoleh melalui al-tajribah ialah pengetahuan 
tentang gejala-gejala yang terjadi oleh manusia sendiri, seperti makan, minum, berjalan, 
dan sebagainya. Adapun al-hadatsiyyah ialah gejala-gejala yang terjadi, yang diketahui 
dan dialami manusia, akan tetapi kejadiannya di luar kemampuan manusia untuk 
menjadikannya seperti perubahan bentuk bulan ketika berrotasi dengan matahari. 
Pengetahuan al-tajribah dalam hukum Islam ialah pengetahuan manusia yang 
diperoleh indera akalnya secara bersama-sama. Pengetahuan tersebut dapat merupakan 
pengetahuan tentang gejala-gejala yang terjadi bukan karena perbuatan manusia, bisa 
pula gejala-gejala yang terjadi karena perbuatan manusia, serta dapat pula gejala-gejala 
yang terjadi bukan karena perbuatan manusia atau yang terjadi di luar kemampuan 
manusia. Apabila seseorang mengetahui sesuatu berdasarkan pengalaman sebagaimana 
disebut di atas, yakni al-tajribah, maka pengetahuannya itu dapat menjadi argumen 
(istidlâl) bagi orang lain yang tidak mengalaminya. Dengan kata lain, kebenaran 
pengalaman seseorang dapat menjadi sumber kebenaran bagi orang lain. 
Penerimaan konsep al-tajribah dalam filsafat hukum Islam bertujuan untuk 
mendukung kebenaran sumber hukum Islam, yakni sumber hukum naqliyyah. Al-Quran 
dan Sunnah adalah dua sumber hukum Islam yang diterima sebagai sumber kebenaran 
berdasarkan pengalaman orang lain yang mengatakan bahwa mereka menyaksikan 
bahwa al-Quran itu wahyu dan Sunnah itu adalah ucapan, perbuatan, dan keputusan 
Rasulullah SAW. Namun demikian, tidaklah semua ucapan orang yang menyatakan hal 
tersebut di atas dapat diterima begitu saja. Demi terjaminnya penuturan yang benar 
mengenai pengalaman orang lain yang akan dijadikan sumber kebenaran disusunlah 




                                                        
57 Ibid,78 
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b. Metode Al-Mutawâtirât (Premis-premis yang ditransmisi) 
Ahli-ahli mantik berpendapat bahwa premis-premis yang diperoleh melalui al-
tajribah, al-hadats, dan al-tawātur, merupakan premis-premis yang hanya menjadi 
pengetahuan dan sumber kebenaran bagi mereka yang mengalaminya dan 
memperolehnya secara langsung. Premis-premis tersebut tidak bisa dijadikan 
argumentasi (istidlâl) bagi orang lain yang tidak mengalaminya, mendengar dan 
menyaksikannya. Pengetahuan demikian itu hanya diperoleh melalui al-iqnâ’. 
Pengetahuan yang diperoleh melalui iqna’ ialah pengetahuan yang diperoleh karena 
kepercayaan kepada si pemberitahu; suatu metode penalaran (reasoning) dimana 
pemikiran si pendengar diyakinkan oleh suatu pernyataan tanpa menunjukkan bukti atau 
tanpa pembuktian. 
Pendapat kalangan ahli mantik tersebut di atas dibantah oleh pakar hukum Islam 
dengan pernyataan berikut: Bahwa apa yang diperoleh melalui al-mutawatirāt dan al-
mujarrabāt (yang dialami atau diindera) adalah termasuk al-mahshûshât, yaitu suatu 
yang empirik. Dengan demikian, preposisi yang disusun berdasarkan al-mutawatirat 
adalah sahih dan dapat dijadikan argumen tanpa harus dibuktikan melalui pengalaman 
setiap orang. 
Fenomena-fenomena alampun ada yang hanya bisa diketahui dan dialami oleh 
orang-orang tertentu saja dan bukan keharusan bahwa fenomena itu harus dialami atau 
dapat diindera oleh setiap orang agar menjadi kebenaran. Demikian pula fenomena batin 
yang berupa emosi-emosi (al-syu’ûr al-bâthiniyyah) seperti halnya fenomena fisikal 
tidaklah mesti dapat dialami orang secara bersama-sama agar kebenaran keberadaan 
fenomena itu menjadi suatu kebenaran. Pengetahuan orang tentang benda fisikal pun 
didahului proses al-tawatur dan al-tajribah, seperti adanya kota Mekkah, adanya Rasul, 
adanya buah anggur dan lain sebagainya. Kesemuanya itu tidak lagi memerlukan 
argumen untuk membuktikan keberadaannya  
Contoh lebih jelas mengenai kebenaran pengetahuan yang diperoleh melalui al-
tawatur dapat diikuti berikut ini: Banyak kenyataan menunjukkan bahwa sejumlah 
benda yang dapat diindera baik hewan maupun tumbuh-tumbuhan yang hanya ada di 
suatu negeri tertentu dan tidak di dapat di negeri lain. Mereka yang melihat dan 
mendengar berita tentang keberadaan benda-benda tersebut menggambarkannya kepada 
orang lain yang belum pernah melihat dan mendengarnya. Pengetahuan mengenai 
benda-benda itupun menjadi terkenal di kalangan orang banyak. Dengan demikian, 
pengetahuan tentang benda-benda tersebut menjadi pengetahuan yang diperoleh melalui 
khabar dan merupakan preposisi untuk memperoleh pengetahuan. 
Berdasar argumen sebagaimana dijelaskan di atas itu dapat dinyatakan bahwa 
kebenaran yang diperoleh melalui prosedur al-tawatur di bidang hukum Islam 
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merupakan sumber kebenaran yang kuat dan dapat dijadikan argumentasi. Argumen 
inilah yang mendasari kebenaran atau paradigma ulumul hadits yang kemudian terus 
berkembang. Karena hadits dalam ilmu agama merupakan sumber ajaran, maka dapat 
dinyatakan bahwa pengetahuan agama dan ilmu agama dapat diperoleh melalui al-
tawatur sebagai salah satu bentuk kebenaran empirik. Oleh karenanya dapat dilihat 
kenyataan bahwa sesuatu yang empirik adalah sesuatu kebenaran yang dapat berubah. 
Dengan demikian, dijumpailah keanekaragaman dalam melakukan kritik atas hadits, 
baik kritik eksternal maupun internal. Perbedaan dalam hal ini kemudian melahirkan 
perbedaan dalam penilaian kualitas hadits yang berakibat pada penilaian atas kesahihan 
dan ketidaksahihan suatu hadits sebagai cara atau metode yang benar sebagai argumen 
dalam Islam. 
Dapatlah dipahami bahwa jika tokoh pemikir seperti Ibn Taymiyyah menyatakan 
bahwa penolakan atas al-mutawatirat adalah sumber kekufuran. Karena pengetahuan 
yang diperoleh melalui transmisi data (al-manqûl) dari Nabi secara al-tawatur, seperti 
mukjizat, dan sebagainya adalah suatu yang sahih tanpa diragukan lagi58. 
Uraian singkat di atas kiranya telah cukup jelas mempertegas dalam menjelaskan 
kepada kita bahwa metode naqliyyah tidak terpisahkan dari konsep al-mutawatirat yang 
merupakan suatu kebenaran yang bersifat inderawi. Suatu bentuk empirisme dalam 
epistemologi hukum Islam. Inilah yang melatarbelakangi perkembangan dan 
pertumbuhan ilmu hadits dan tafsir yang kemudian melahirkan berbagai aliran dan 
madzhab baik dalam teologi maupun hukum Islam 
c. Metode Al-Istiqrâ’ 
Al-Istiqrâ’ adalah penalaran induktif, yaitu suatu cara untuk mencapai 
kesimpulan yang bersifat umum atau preposisi universal melalui observasi atas 
kejadian-kejadian partikular. Oleh karena itu, al-Khawarizmi (yang dikenal di tanah air 
dengan nama Logaritma) mendefinisikan al-istiqra’ dengan “cara mengetahui sesuatu 
yang universal dengan seluruh partikulernya”. Ibnu Sina membagi al-Istiqra’ atas dua 
macam, al-tâm dan al-masyhûr59. Istiqra’ bentuk al-mashur ialah cara penentuan hukum 
yang di dalammnya hanya terkandung kebanyakan partikular-partikularnya. Bentuk 
istiqra’ ini kadang-kadang disebut juga al-Istiqrâ al-Nâqis (penalaran induksi yang tidak 
sempurna). 
Bentuk penalaran induksi yang pertama, yakni al-istiqra’ al-tam menghasilkan 
premis yang meyakinkan. Adapun bentuk penalaran induksi kedua, yakni al-istiqra’ al-
mashur atau al-naqis menghasilkan preposisi atau premis yang kebenarannya relatif atau 
zanni. Hasil penalaran pertama sangat meyakinkan karena mencakup satuan-satuan 




yang diteliti secara induktif, yaitu bentuk-bentuk yang nyata (al-mu’ayyanât) atau 
partikular-partikular (al-juz’iyyȃt) yang semua sifat-sifat persamaannya sesuai dengan 
setiap bagian yang diinduksi itu. 
Bentuk penalaran al-istiqra’ bukanlah argumentasi yang dibentuk melalui 
penalaran dari suatu partikular berdasarkan partikular yang lainnya, bukan pula 
argumentasi sesuatu yang khusus berdasarkan sesuatu yang bersifat umum. Al-Istiqra’ 
adalah suatu cara berargumentasi berdasarkan partikular yang satu dengan yang lainnya 
yang mana partikular pertama mengharuskan adanya partikular yang lainnya itu. Cara 
berargumentasi seperti ini adalah menunjukkan adanya dua partikular yang saling 
mengharuskan keberadaannya satu sama lain itu menunjukkan hubungan korespondensi 
(alâqah al-isytirâk) dalam suatu kadar yang setara dengan apa yang disebut ‘illat atau 
dalîl al-‘illah60. 
Dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam, penguatan ‘illat dan dalil 
al-illat itu harus berlindung di bawah naungan nas; teks-teks hukum Islam yakni al-
Quran dan Sunnah, Ijma’, al-Sabr wa al-Taqsîm, al-Munâsabah, atau al-Dawrân. Tiga 
cara perlindungan ‘illat ini akan diuraikan tersendiri, cara-cara dalam upaya melakukan 
verifikasi ‘illat hukum61. 
Penalaran hukum Islam dalam upaya menemukan dan menentukan ‘illat melalui 
al-istiqra’ adalah penalaran ilmiah yang menjadi dasar pembentukan qiyas. Pengetahuan 
yang diperoleh melalui al-tajribah atau al-mujarrabah dan al-tawatur atau al-mutawatirat 
adalah metode untuk memperoleh sumber pengetahuan hukum Islam dalam rangka 
menguatkan kesahihan dan keabsahan wahyu yang diperoleh melalui metode otoritatif 
atau metode naqliyyah. Oleh karena itu, pengetahuan dan sumber hukum Islam berdiri 
di atas pengetahuan yang diperoleh berdasarkan data yang ditransmisi melalui 
periwayatan orang yang terpercaya. Pengujian kebenaran data diverifikasi, atau diuji 
secara rasional melalui penalaran induktif yang disebut al-istiqra’. Uraian-uraian singkat 
di atas menunjukkan bahwa hukum Islam adalah hukum yang empirik di satu pihak, dan 
di pihak lain adalah hukum yang ajeg, baik dalam teori maupun dalam praktek. 
2. Metode Pemahaman Sumber Hukum Islam 
Setelah diketahui bahwa sumber hukum Islam itu ada yang naqliyyah dan 
aqliyyah, timbul pertanyaan; bagaimana memahami sumber tersebut sehingga diketahui 
sumber yang petunjuk pelaksanaannya (di bidang hukum) merupakan suatu kepastian 
yang ajeg dan/atau petunjuk yang samar-samar dan memungkinkan timbulnya 
keanekaragaman penafsiran dan praktek hukum. 
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Sejalan dengan sumber pengetahuan hukum Islam, yaitu naqliyyah dan aqliyyah, 
maka pemahaman dan penafsiran atas sumber hukum Islam pun digunakan metode 
naqliyyah-aqliyyah. Dengan demikian, metode-metode hukum Islam yang termasuk 
kategori naqliyyah meliputi; metode al-Quran, metode Sunnah, metode Ijma’ dan 
metode Qiyas. 
a. Metode al-Quran 
Metode pemahaman berdasarkan al-Quran ada enam peringkat62. Peringkat 
pertama ialah pemahaman, penafsiran, dan penggalian hukum Islam dari al-Quran. 
Yang paling tinggi ialah pemahaman hukum dari al-Quran berdasarkan al-Quran itu 
sendiri. Peringkat kedua ialah penafsiran dan penggalian hukum dari al-Quran 
berdasarkan Sunnah. Peringkat ketiga pemahaman dan penggalian hukum dari al-Quran 
berdasarkan pemahaman dan penafsiran para sahabat Nabi, yakni mereka yang hidup 
sezaman dengan Nabi serta beriman dan bertakwa. Peringkat keempat, ialah penafsiran 
dan penggalian hukum dari al-Quran berdasarkan penafsiran para Tabi’in, yakni mereka 
yang hidup sezaman dengan para sahabat serta beriman dan bertakwa. Peringkat kelima 
ialah penafsiran dan penggalian hukum dari al-Quran berdasarkan pendapat Tabi’ al-
Tabi’in, yakni mereka yang hidup sezaman dengan Tabi’in serta beriman dan bertakwa. 
Metode penafsiran terakhir ini tidak disepakati para pakar hukum Islam. Peringkat 
keenam atau terakhir adalah penafsiran dan pemahaman hukum dari al-Quran 
berdasarkan pendapat akal atau ijtihad.  
Metode al-Quran dalam penggalian hukum sebagaimana diuraikan di atas 
merujuk kepada dua aliran dalam penafsiran al-Quran yakni metode al-Ma’tsûr dan al-
Ra’yu yakni al-Tafsîr bi al-Ma’tsûr dan al-Tafsîr bi al-Ra’yi63. 
Penafsiran al-Quran aliran al-Ma’tsur ialah suatu penafsiran al-Quran 
berdasarkan metode-metode: (1) Metode penafsiran berdasarkan penafsiran ayat dengan 
ayat lainnya dalam al-Quran, (2) Penafsiran berdasarkan apa yang dijelaskan Rasulullah 
SAW yang ia jelaskan kepada para sahabatnya, (3) penafsiran para sahabat berdasar 
ijtihadnya. 
Penafsiran dengan cara seperti dijelaskan di atas melewati dua fase. Fase 
pertama adalah fase penafsiran secara lisan yang disebut fase periwayatan. Dalam fase 
ini terjadi periwayatan melalui transmisi penafsiran sahabat yang berdasarkan penuturan 
dari Rasulullah SAW, penafsiran sahabat kepada sahabat, transmisi penafsiran dari 
sahabat kepada tabi’in. Transmisi penafsiran lisan ini dilakukan dengan ketat dan detail 
dengan selalu menyebut rujukan transmisi yang berkesinambungan atau isnȃd. 
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Fase kedua adalah fase penafsiran dengan cara penulisan. Pada fase ini, 
penafsiran dilakukan dengan menuliskan apa yang dinilai sebagai penafsiran yang sahih 
pada fase pertama. Penafsiran cara ini pada mulanya terdapat dalam kitab-kitab hadits. 
Selanjutnya ditulis dalam kitab-kitab tafsir secara tersendiri dengan menyebut 
periwayatannya hingga Rasul, Sahabat, Tabi’in, atau Tabi’ al-Tabi’in. Penafsiran 
dengan metode al-Ma’thur mungkin tidak ada selain karya Ibn Jarir al-Thabari, Jâmi’ 
al-Bayân fî Tafsîr al-Qurân. Tafsir ini bukan saja mengikuti penafsiran berdasarkan 
riwayat, tetapi juga melakukan kritik serta melakukan tarjih atas pendapat-pendapat 
dalam penafsiran ayat al-Quran. Bahkan iapun terkadang menjelaskan i’rȃb yang 
dianggap perlu. Kemudian iapun melakukan penggalian hukum yang dimungkinkan dari 
ayat-ayat al-Quran yang ditafsirkannya itu. 
Bahkan penafsiran al-Ma’tsur berikutnya sebagaimana terdapat dalam kitab 
tafsir tidak lagi menyebut sandaran atau referensi-referensinya yang berkesinambungan 
atas pendapat-pendapat yang dikutipnya. Demikian pula tidak menjelaskan pendapat 
mana yang dinilai sahih atau tidak sahih. Namun demikian, beberapa kitab tafsir yang 
dapat dikategorikan beraliran tafsir bi al-Ma’tsur dapat disebutkan berikut ini: al-
Baghawî (W. 516 H), Ma’âlim al-Tanzîl ibn Katsîr (W. 774 H), Tafsîr al-Qur’ân al-
Adhîm al-Suyuthî (W. 911 H), al-Durr al-Mantsûr64. 
Aliran penafsiran kedua yang disebut al-Tafsir bi al-Ra’yi adalah bentuk 
penafsiran berdasarkan ijtihad65. Penafsiran ini dilakukan oleh mufassir yang telah 
mengetahui bahasa Arab dengan sempurna, mengetahui asbȃb al-nuzȗl, dan berbagai 
persyaratan sebagai seorang mufassir. Ada beberapa faktor yang melahirkan aliran 
Tafsir bi al-Ra’yi yaitu terbentuk dan berkembangnya ilmu pengetahuan keislaman 
dengan lahirnya para ulama dalam berbagai bidang keilmuan.  
Setiap mufassir mempunyai kecenderungan sendiri-sendiri dalam menafsirkan 
al-Quran sesuai dengan kedalaman disiplin ilmunya masing-masing. Ulama yang 
mempunyai kedalaman dan ketajaman di bidang ilmu balagah menyusun tafsir yang 
sejalan dengan kedalaman ilmunya, umpamanya al-Zamakhshari menulis al-Kasysyâf, 
al-Qurtubi sebagai pakar hukum menulis al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qurân. Dalam kitab ini 
al-Qurtubi merinci hukum yang dapat ditarik dari ayat-ayat al-Quran, uraian yang 
dirinci dan terkadang rumit. Demikian pula mufassir yang mempunyai spesialisasi di 
bidang lain, seperti filsafat, falak, kalam dan sebagainya66. 
Perkembangan penafsiran al-Quran di bidang hukum berkembang seirama 
dengan perkembangan aliran-aliran dalam Islam, seperti Khawarij, Syi’ah dan 
sebagainya. Penafsiran atas ayat-ayat al-Quran pun berserakan dalam kitab-kitab fikih 
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dalam berbagai madzhabnya masing-masing. Kitab-kitab tafsir dibidang hukum antara 
lain dapat disebutkan di sini: al-Jashȃs menulis Ahkâm al-Qurân (W. 370 H), Ibn al-
‘Arabî (W. 534 H) menulis pula Ahkȃm al-Qurȃn, al-Qurtubȋ al-Jâmi’ lî Ahkâm al-
Qurân, Alî al-Shâbûnî menulis Rawâi’ al-Bayân dan ‘Alî al-Sâyis menulis Tafsîr Âyât 
al-Ahkâm67. 
Dari sudut lain, metode al-Quran yang dianut oleh para pakar hukum Islam ada 
dua aliran. Pertama, aliran literalisme yakni aliran yang mengambil makna dan hukum 
dari al-Quran secara harfiah. Kedua. Aliran spiritualisme, yakni aliran yang menafsirkan 
ayat-ayat hukum secara metaforis atau takwil. Aliran ini melakukan penafsiran secara 
metaforik selama tidak bertentangan secara tekstual dengan ayat-ayat hukum lainnya. 
Aliran inilah yang kemudian menjadi pendukung kuat metode qiyâs dan istishlâh di 
bidang usul fiqih. 
Aliran selain kedua aliran tersebut adalah aliran yang menggabungkan 
formalisme dan literalisme dengan spiritualisme serta mempertimbangkan teori 
instuisonisme (kasyfiyah). Katakanlah aliran spiritualisme-sufistik, seperti yang dicoba 
dilakukan Ibn Qayyim al-Jawziyyah68. 
Pembagian aliran filsafat hukum Islampun, ditinjau dari segi metodologinya, 
dapat dibagi atas dua aliran besar dan satu aliran sintesa dari kedua aliran tersebut. 
Aliran pertama adalah aliran ahl al-hadîts yang dipelopori oleh Imam Malik ibn Anas. 
Aliran ini lebih mendahulukan pendapat ulama ahl al-Madînah dan atsar Sahabat 
daripada ahl al-ra’y. Aliran yang menganut kebalikan madzhab ini ialah aliran ahl al-
ra’y yang sering pula disebut dengan aliran Irak dengan tokohnya Abu Hanifah69.    
Aliran yang melakukan sintesa dari kedua aliran terdahulu ialah Imam 
Muhammad ibn Idris al-Syafi’i. Salah satu cirinya ialah kesediaan al-Syafi’i menerima 
kehujjahan hadits mursal apabila dalam proses periwayatannya ada oknum Ibn 
Musayyab. Walaupun demikian, ada sebagian penulis yang memberi gelar kepadanya 
sebagai “Pembela Sunnah” (Nâshir al-Sunnah) sebagai lawan Ahl al-Ra’y70. 
Dari gambaran di atas, perkembangan kefilsafatan di bidang hukum Islam 
melalui dialektika yang kemudian membentuk suatu sintesa. Perkembangan ini seirama 
dengan perkembangan ilmu-ilmu agama Islam itu sepanjang perjalanan sejarahnya. 
Dengan demikian, metode al-Quran melahirkan metode-metode lainnya. Hal ini 
dimungkinkan oleh keberadaan al-Quran itu sendiri. Disamping, tentu saja 
perkembangan manusia itu sendiri. 
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b. Metode Sunnah 
Metode Sunnah ialah suatu metode dalam menentukan suatu hukum berdasarkan 
Sunnah Rasulullah SAW, baik ucapan, perbuatan, maupun keputusan-keputusannya. 
Akan tetapi, dalam perkembangannya metode ini seperti halnya metode al-Quran 
melewati perkembangan yang berjalan sejalan dengan ilmu pengetahuan dan zaman. 
Dalam penggunaan Sunnah sebagai sumber hukum dan upaya-upaya interpretasinya, 
terdapat dua aliran. Pertama adalah aliran yang boleh dikatakan aliran literalisme. 
Aliran yang menafsirkan sunnah secara harfiah. Kedua, aliran yang menafsirkan Sunnah 
secara metafor yang disebut spiritualisme. Aliran ini menganggap bahwa hadits-hadits 
Nabi dalam arti ungkapan yang sesuai dengan tingkat kemampuan intelektual dan 
kebudayaan masyarakat pada zamannya. Dengan demikian, untuk interpretasi masa kini 
diperlukan penafsiran dan pemahaman kontekstual. Boleh dikatakan bahwa al-Shatibi 
penulis al-Muwâfaqât, mewakili aliran ini71. 
Adapula aliran yang menggabungkan dua aliran tersebut di atas yang 
menyatakan bahwa dalam urusan-urusan yang menyangkut ibadah murni tidak bisa lain 
kecuali mengikuti apa yang dijelaskan Rasul secara tekstual atau sunnah-sunnahnya. Di 
samping, tentu saja, berdasarkan al-Quran. Adapun di luar bidang ibadah murni 
interpretasi secara kontekstual adalah suatu kemungkinan dan pilihan. 
Penafsiran atas sunnah Rasul secara kontekstual adalah penafsiran dan perluasan 
makna atas makna-makna etimologis atau perluasan makna secara lebih luas sesuai 
dengan ruang dan waktu. Dapat dinyatakan bahwa masalah perwakafan di Indonesia 
mungkin sekali termasuk kategori ini. Dalam kajian hukum Islam, dalam kitab-kitab 
fiqih klasik, dijumpai istilah al-habs untuk pengertian wakaf. Di zaman Rasul dan 
Sahabat belum ada istilah al-waqf (wakaf). Dikala itu istilah yang muncul adalah al-
habs. Barulah dikemudian hari timbul istilah wakaf. Bahkan lebih jauh dari itu, hadits 
Nabi hanya memberikan pengertian umum yang terkandung dalam teks hadits sadaqah 
jariyah ketika menjelaskan terputusnya amal anak Adam ketika ia meninggal dunia, 
kecuali tiga hal. Salah satu di antaranya adalah amal jariyah. Salah satu bentuk amal 
jariyah adalah wakaf. Institusi wakaf berdasarkan atas hadits yang berbunyi: 
غير علي أنِّه اليباع أصلها واليبتاع قال ) النبيِّ ( إن شئت حبست أصلها و تصدِّقت بها 
 72 واليوهب وال يورث
Hadits ini berkenaan dengan wakaf tanah Khaibar yang diriwayatkan oleh Ibn 
‘Umar. Persoalan yang menyangkut metode penafsiran sumber, baik secara harfiah 
(literalisme), maupun secara maknawi (spiritualisme), menimbulkan ijtihad sebagai 
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metode hukum Islam. Ijtiihad adalah upaya maksimum dalam upaya menggali hukum 
dari sumber-sumber naqliyyah dengan menggunakan penalaran rasional (‘aqliyyah). 
c. Metode Qiyas 
Menurut Imam al-Syafi’i, al-Qiyâs (selanjutnya disebut qiyas) sama dengan 
ijtihad. Qiyas dan ijtihad adalah dua lafadz yang mempunyai makna yang sama. 
Berdasarkan pandangan seperti inilah kiranya al-Syafi’i menyatakan bahwa sumber 
hukum Islam hanya ada empat: al-Quran, Sunnah, Ijma’ dan Qiyas. Adapun ulama dan 
pakar hukum Islam lainnya ada yang memperluas ijtihad dalam bentuk istihsan, 
maslahah mursalah, dan sebagainya. 
Qiyas adalah penarikan kesimpulan atau inferensi dari suatu peristiwa hukum 
yang telah ditentukan hukumnya oleh nas (al-Quran atau sunnah) untuk suatu peristiwa 
hukum yang belum ditentukan hukumnya oleh nas karena diantara dua peristiwa hukum 
tersebut terdapat makna homonim yang disebut ‘illat73. Qiyas dalam pengertian ini 
merupakan salah satu metode hukum Islam. Kesimpulan hukum yang diperoleh dengan 
metode qiyas menjadi sumber hukum dan ajaran Islam. Oleh karena itu, qiyas menjadi 
sumber hukum keempat setelah al-Quran, Sunnah, dan Ijma’. 
Qiyas menurut bahasa berarti mengukur sesuatu dengan sesuatu74. Pengertian 
bahasa ini membantu kita untuk menyatakan bahwa qiyas adalah mengukur sesuatu 
dengan benda yang semisal. Mengukur sesuatu benda tersebut dengan sesuatu yang 
universal yang sesuai dengan benda itu dan sesuai pula dengan benda-benda lain yang 
sesuai dengannya. Pengertian qiyas dalam tradisi Salaf, yakni tiga generasi pertama 
setelah Rasulullah SAW, adalah mengumpamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain 
yang kemudian disebut penalaran analogi.  
Qiyas dalam ilmu mantiq adalah proposisi atau konklusi yang disusun 
berdasarkan proposisi-proposisi atau premis-premis. Bila premis-premis itu benar, maka 
dari premis-premis itu dapat ditarik konklusi yang benar pula. Ada dua macam qiyas 
dalam ilmu Mantiq.  
Pertama: silogisme katagorik ( القياس الحملى/القياساإلقترانى  / syllogisme categorique).  
Kedua  : silogisme ekseptik ( القياس اإلستثنائ / syllogisme exceptif). 
Silogisme katagorik atau al-qiyâs al-iqtirânî ialah qiyas atau penalaran yang 
terdiri dari tiga term atau premis yang dalam bahasa Arab disebut al-muqaddimah 
seperti dalam contoh di bawah ini: 
1. Premis Major : Setiap badan adalah tersusun 
2. Premis Minor  : Setiap yang tersusun adalah baru 
3. Konklusi        : Maka setiap badan adalah baru 
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Ketiga term dalam contoh di atas ialah: badan (jism) tersusun (mu’allaf), dan 
baru (muhdats). Kata atau term ‘tersusun’ terulang dua kali dalam dua premis atau 
proposisi. Adapun kata atau term ‘badan’ dan ‘baru’ hanya ada dalam satu premis, tidak 
terulang dalam dua premis atau proposisi sehingga disebut term penengah ( midle 
term/al-hadd al-awsath ). Term penengah ini dalam ilmu hukum Islam disebut manâth 
al-hukm. Dua term lainnya disebut al-tharfayn (bentuk dua/tatsniyyah dari kata al-tharf, 
yakni premis major dan konklusi). Term atau al-tarf yang diinginkan untuk menjadi 
kandungan konklusi disebut al-hadd al-akbar, premisnya disebut al-muqaddimah al-
kubrâ, yaitu premis major. Term atau al-tarf yang menjadi obyek konklusi disebut al-
hadd al-asghar dan premisnya disebut al-muqaddimah al-sughrâ atau premis minor. 
Qiyas kedua adalah silogisme ekseptik atau al-qiyâs al- istitsnâ’î yang terdiri 
dari dua buah premis. Salah satu premis silogisme ekseptik berbentuk syarat, premis 
lainnya berbentuk ketetapan sebagai jawaban syarat (wadl’î), atau menghilangkan salah 
satu bagian dari kedua premis tersebut. Contoh qiyas bentuk ini dapat diikuti berikut ini: 
Si Fulan berjalan kaki, maka ia akan menggerakkan kedua telapak kakinya. 
Tetapi si Fulan tidak menggerakkan kedua kakinya, maka (dengan sendirinya) ia tidak 
berjalan kaki. Qiyas ekseptik ini ada dua macam. Pertama, bentuk qiyas yang 
mengandung persyaratan melekat atau hipotetik. Contoh:  
 Apabila matahari terbit maka ada siang hari 
 Matahari itu terbit, maka ada siang hari 
Qiyas ekseptik bentuk kedua ialah qiyas yang bentuk persyaratannya terpisah atai 
disjongtif. 
Contoh: Bilangan ini berganda atau tunggal 
               Bilangan ini berganda, maka bilangan ini tidak tunggal 
Qiyas ditinjau dari segi peringkat penerimaan kebenaran premis-premisnya ada empat 
macam. 
1. Silogisme Demonstratif, yaitu qiyas yang premis-premisnya dapat  diterima sebagai 
kebenaran. Premis-premis qiyas ini disebut al-Musallamât. 
2. Qiyas yang premis-premisnya mungkin salah atau benar atau dhannî. Kebenaran 
premisnya dapat diterima. Akan tetapi kebenarannya tidak masyhur. Premis ini 
disebut al-madhnûnât. 
3. Silogisme Poetik yang premis-premisnya berupa khayalan yang disebut al-
mutasyâbihâh bi ghayrihâ. 
4. Qiyas yang disebut Silogisme Shopistik, suatu qiyas yang nampaknya seperti 
demonstratif atau dialektif (jadalî) padahal tidak demikian. Premis-premisnya 
disebut al-mukhayyalât. Berdasarkan nas yang disebut al-ashl. Kesimpulan diambil 
untuk menetapkan hukum suatu peristiwa hukum yang disebut al-far’. Al-ashl dan 
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al-far’ adalah dua peristiwa hukum yang sama-sama mempunyai makna homonim 
dan dipastikan keberadaannya. Konklusi atau al-natîjah yang diperoleh berdasarkan 
qiyâs tamtsil itu kemudian dapat diartikan sebagai term penengah dalam 
pembentukan qiyâs shumûl. Karena al-ashl dan al-far’ sama dengan hukum al-ashl. 
Ada dan tidaknya hukum pada al-far’ bergantung kepada ada dan tidaknya ‘illat 
hukum pada al-far’ dan al-ashl. Oleh karena itu, dapatlah dipahami kelahiran kaidah 
yang berbunyi 
 الحكم يدور مع علِّته وجودا وعدما
“Hukum itu beredar/berubah sesuai dengan peredaran ada dan tidak adanya ‘illat 
hukum”. 
Qiyas sebagai metode hukum Islam mempunyai landasan yang kuat, baik 
landasan al-Quran maupun Sunnah dan ketetapan Sahabat Nabi. Dalam penggunaan 
qiyas sebagai metode hukum Islam, bagian yang amat penting dan bagian yang rumit 
dalam penggalian dan teknik-teknik pengujiannya adalah unsur ‘illat. Bahkan dapat 
dinyatakan bahwa ijtihad dengan metode qiyas pada hakekatnya adalah ijtihad untuk 
menentukan suatu ‘illat hukum yang bergantung kepada metode dan teknik pengujian 
kebenarannya yang disebut masâlik al-‘illat. 
d. ‘Illat al-Hukm 
‘Illat menurut bahasa berarti penyakit berat dan kotoran yang mengganggu 
wajah seseorang75. Dalam ilmu bahasa dijumpai istilah illat yakni huruf ‘illat yang 
terdiri dari huruf alif, ya’ dan wawu. Huruf-huruf ini disebut huruf ‘illat karena huruf 
mati atau seringkali menjadi huruf mati. 
Dalam istilah filsafat ‘illat berarti causa atau sebab, yaitu sesuatu yang dapat 
merubah sesuatu yang lain yang dapat ditempatinya76. Perubahan itu terjadi dengan 
sendirinya. Oleh karena itu ‘illat diartikan sebagai sesuatu yang menjadikan yang lain 
bergantung kepadanya atau yang menyebabkan adanya sesuatu yang lain. ‘Illat dalam 
pengertian filosofis ini ada yang disebut ‘illat al-mâhiyyah, yaitu yang menyebabkan 
adanya esensi sesuatu yang lain. Ada pula yang disebut ‘illat al-wujûd, yaitu sesuatu 
yang menyebabkan sesuatu yang lain bereksistensi dan terdiri dari sifat-sifat esensial 
sesuatu itu77. 
Dalam bidang filsafat hukum Islam term ‘illat kadangkala dipakai untuk sinonim 
sebab (al-sabab). Al-Sabab adalah sesuatu yang menyampaikan kepada hukum akan 
tetapi tidak menetapkan adanya hukum. Sedangkan ‘illat menetapkan adanya hukum. 
Mayoritas pakar hukum Islam dan filosof hukum Islam seperti al-Kindi, al-Farabi, Ibn 
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Sina dan Ibn Rusyd, lebih nengutamakan penggunaan term ‘illat dari pada al-sabab. 
Namun demikian, sebagian lainnya seperti al-Ghazali dan ulama kalam seringkali 
menggunakan term al-sabab untuk menunjukkan makna ‘illat. 
Para filosof hukum Islam menjelaskan beberapa ‘illat, diantaranya78: 
1) Al-‘Illat al-Asâsiyyah, yaitu Kausa Prinsipal. Kausa Prinsipal ialah ‘illat yang dapat 
menyebabkan adanya sesuatu yang selainnya dengan sendirinya. 
2) Al-‘Illat al-Âdah, yaitu Kausa Instrumental. Kausa Instrumental ialah ’illat yang 
menyebabkan adanya wujud sesuatu 
3) ‘Illat al-Mubâsyarah, yaitu ‘illat yang menyebabkan sesuatu yang lain berada tanpa 
melalui perantaraan. ‘Illat ini dapat disebut Kausa Direksi, kebalikan dari Kausa 
Instrumental. 
4) ‘Illat ghayr al-Mubâsyarah, yaitu ‘illat yang menyebabkan keberadaan sesuatu yang 
lain disebabkan ada perantaranya. 
5) Al-‘Illat al-Tâmmah atau al-Mustaqillah yaitu ‘illat yang menyebabkan mâhiyyah 
dan wujud sesuatu tergantung kepadanya. 
6) Al-‘Illat al-Mu’addah yaitu sesuatu yang menyebabkan adanya yang disebabkan 
tanpa keharusan ada penyebabnya. 
Bentuk-bentuk ‘illat ini dapat dan pada umumnya digunakan oleh pakar hukum 
Islam di bidang hukum Jinayah (hukum pidana), terutama ketika menentukan sanksi 
hukum atas tindak pidana. Namun demikian, di bidang keperdataanpun pembagian ‘illat 
inipun tetap penting dalam rangka penetapan hukum setiap peristiwa hukum yang 
terdapat ketentuannya secara tekstual di dalam nas. 
Pembagian ‘illat seperti dijelaskan di atas dapat dijadikan alat pengujian ‘illat 
hukum dalam prosedur penetapan hukum dengan metode qiyas. ‘Illat, dalam proses 
penentuan hukum melalui metode qiyas, biasanya didefinisikan sebagai berikut: 
   العلِّة الوصف الظاهر المنضبط المناسب للحكم
“ ‘ Illat ialah kualitas yang jelas dan dapat diterapkan dalam setiap individu (peristiwa) 
dan bersesuaian (dengan ruang dan waktu) bagi hukum”79. 
‘Illat seringkali diartikan sebagai sesuatu yang mengharuskan adanya sesuatu 
yang lain, adanya hukum sesuatu mengharuskan adanya hukum yang sama pada kasus 
yang sama lainnya. Akan tetapi, bagaimana bentuk dan macam ‘illat itu diperlukan 
penelitian dan pengujian, apakah termasuk ‘illat tammah atau yang lainnya. 
Ada sebagian ulama yang mendefinisikan ‘illat itu berbeda dengan definisi yang 
dikemukakan ulama lain pada umumnya. Mereka adalah sebagian ulama Hanafiyah dan 
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Malikiyah, termasuk Ibn Taymiyah dan Ibnu Qoyyim al-Jawziyyah. Menurut mereka 
‘illat ialah: 
 العلِّة الوصف المناسب
“Kausalitas yang bersesuaian (dengan ruang dan waktu)”80. 
Mereka tidak menambah dengan kata al-mundabit yang berarti ketetapan ‘illat 
(kualitas) itu pada setiap individu. Ini berarti, kualitas yang ada pada setiap individu 
pada umumnya bersesuaian dengan dan bertetapan dengan ruang dan waktu. 
Berdasarkan atas definisi ‘illat seperti inilah dibentuk kaidah hukum yang berbunyi: 
 تغير األحكام بتغيِّر األزمنة واألمكنة والنيِّات والفوائد
“Perubahan hukum itu terjadi kaena perubahan waktu dan ruang, niat dan manfa’at”81. 
‘Illat dalam pengertian terakhir di atas berarti hikmah, yakni ketetapan hukum 
berdasar nas. Kualitas yang bersesuaian (al-washf al-munâsib) ialah hikmah yang 
berarti manfa’at yang nyata atau menolak kerusakan yang menjadi tujuan Pembuat 
Hukum (baca: Allah) ketika ia memerintahkan atau melarang manusia melakukan 
sesuatu perbuatan. ‘Illat dalam pengertian hikmah itu ialah kualitas yang jelas yang 
dapat diaplikasikan terhadap kebanyakan keadaan, tidak dan bukan pada setiap keadaan. 
Untuk pengujian ‘illat hukum tersebut ditetapkan beberapa persyaratan suatu 
‘illat serta langkah-langkah untuk mengetahui dan mengujinya yang disebut masâlik al-
‘illat82. 
Pada umumnya, cara untuk mengetahui suatu ‘illat hukum ada dua83. Pertama 
melalui dalil naqli yang kemudian disebut al-‘illat al-manqûlah. ‘Illat ini dapat 
diketahui berdasarkan informasi dari al-Quran dan Sunnah, namun demikian, untuk 
mengetahuinya diperlukan ilmu hukum seperti ilmu bahasa Arab dan ilmu tafsir serta 
hadits. Kedua al’illat al-mustanbathah, yaitu ‘illat yang diketahui melalui ijtihad. 
Bentuk ‘illat ini jelas harus diketahui melalui penelitian secara mendalam. Oleh karena 
itu, cara mengetahuinya bukan saja diperlukan pengetahuan logika tetapi juga 
diperlukan ilmu-ilmu lainnya, baik ilmu kealaman maupun ilmu hukum. Dapat 
dinyatakan bahwa peranan metode ilmiah dalam upaya mengetahui dan menguji 
keberadaan suatu ‘illat hukum sangat penting, bahkan menentukan kualitas kebenaran 




                                                        
80 Ibid. 
81 Al-Sayyid Abû Bakr al-Ahdâlî, Al-Farâ’id al-Bahiyyah (Kediri: Madrasah hidayatul Mubtadi-
in, tt), 59. 
82 Hasballah, Op. Cit. 148. 
83 Abd al-Wahhâb Khalâf, ‘Ilmu Ushûl al-Fiqh (Al-Qahirah: Dar al-‘Ilmi, 1978), 75. 
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B. PRINSIP-PRINSIP HUKUM ISLAM 
Prinsip menurut pengertian bahasa ialah permulaan, tempat pemberangkatan, 
titik tolak, atau al-mabda`84. Prinsip dalam buku ini berarti kebenaran universal yang 
inheren di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya; prinsip yang 
membentuk hukum Islam dan setiap cabang-cabangnya. Prinsip hukum Islam meliputi 
prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum ialah prinsip keseluruhan hukum Islam 
yang bersifat universal. Adapun prinsip khusus ialah prinsip-prinsip setiap cabang 
hukum Islam. Berikut ini diuraikan prinsip-prinsip tersebut. 
1. Prinsip Pertama: Tauhid (al-Tawhîd) 
Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua 
manusia ada di bawah suatu ketetapan yang sama yaitu ketetapan tauhid yang 
dinyatakan dalam kalimat lâ ilâha illâ Allâh (Tidak ada tuhan selain Allah). Prinsip ini 
ditarik dari firman Allah SWT antara lain, al-Quran surat ke-3 ayat 64. 
 
 “Katakanlah, "Hai ahli kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) 
yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak yang kita sembah 
kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) 
sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah". Jika mereka 
berpaling maka katakanlah kepada mereka, "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-
orang yang berserah diri (kepada Allah)". 
 
Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka pelaksanaan hukum Islam merupakan 
ibadah. Ibadah dalam arti perhambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah 
sebagai manifestasi rasa syukur kepadaNya. Dengan demikian, tidak boleh terjadi saling 
menuhankan sesama manusia dan/atau sesama makhluk lainnya. Pelaksanaan hukum 
Islam adalah ibadah dan penyerahan diri manusia kepada keseluruhan kehendakNya. 
Prinsip tauhid inipun menghendaki dan mengharuskan manusia untuk 
menetapkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan Allah (Al-Quran dan Sunnah). 
Allah adalah pembuat hukum. Barangsiapa yang tidak menetapkan hukum berdasarkan 
hukum-hukum Allah, maka orang tersebut dapat dikategorikan ke dalam kelompok 
orang yang kafir dalam arti orang yang menutupi dan mengingkari kebenaran; 
kelompok orang dzalim dalam arti orang yang membuat ketetapan hukum berdasarkan 
hawa nafsu dan merusak orang lain; kelompok orang fasik dalam arti orang yang tidak 
                                                        
84 Juhaya, Op. Cit.,  95. 
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konsisten dalam bertauhid. Orang-orang seperti tersebut di atas digambarkan dalam al-
Quran surat ke-5 Al-Maidah ayat 44, 45, dan 47. 
Karena prinsip tauhid ini merupakan prinsip umum, maka ada prinsip-prinsip 
khusus yang merupakan kelanjutan dari prinsip tauhid ini dan terdapat dalam setiap 
cabang hukum Islam85. Prinsip-prinsip tauhid melahirkan prinsip-prinsip khusus yang 
berlaku dalam Fiqh Ibadah sebagaimana dijelaskan di bawah ini. 
1. Prinsip pertama: Berhubungan langsung dengan Allah tanpa perantara.  
Prinsip ini berarti bahwa tak seorangpun manusia dapat menjadikan dirinya sebagai 
zat yang wajib disembah. Nabi dan Rasulpun hanyalah manusia pilihan yang 
bertugas menyampaikan pesan-pesan Allah. Mereka adalah perantara dan 
mempunyai tugas menyampaikan pesan-pesan Allah yang mereka itu sama sekali 
tidak berhak disembah. Dengan demikian, Allah adalah ‘dekat’ dengan manusia 
walaupun Dia tetap transenden. Firman-firman Allah yang menjadi landasan prinsip 
ini, antara lain: Surat ke 40 Gafir ayat 60 dan surat ke2 al-Baqarah ayat 186. 
2. Prinsip kedua: Beban hukum (taklîf) ditujukan untuk memelihara akidah dan iman, 
penyucian jiwa (tazkiyah al-nafs) dan pembentukan pribadi yang luhur.  
Atas dasar prinsip kedua inilah hamba-hamba Allah dibebani ibadah sebagai bentuk 
rasa syukur atas nikmat Allah. Pembelanjaan harta di jalan Allah, baik sadaqah, 
infaq, zakat dan sebagainya semata-mata ditujukan demi terpeliharanya akidah dan 
iman serta penyucian jiwa. Pelaksanaan sholat demi ketenteraman pelakunya dan 
keseluruhan umat manusia. Firman-firman Allah yang menjadi rujukan penarikan 
prinsip di atas, antara lain surat al-Baqarah ayat 185. 
Berdasarkan atas prinsip tauhid dan prinsip-prinsip yang mengikutinya dalam 
bidang ibadah tersebut di atas, maka terrumuskanlah azas hukumnya. Azas hukum 
ibadah itu, antara lain azas kemudahan atau meniadakan kesulitan yang berbunyi: ‘adam 
al-haraj. Setelah ada prinsip dan azas hukum terrumuskan pula kaidah-kaidah hukum 
ibadah seperti: 
 األصل في العبادة التوقيف واإلتباع
“Pada pokoknya ibadah itu tidak wajib dilaksanakan dan pelaksanaan ibadah itu hanya 
mengikuti apa saja yang diperintahkan Allah dan Rasulnya”. 
 المشقِّة تجلب التيسير
“Kesulitan dalam melaksanakan ibadah akan mendatangkan kemudahan” 
Berdasarkan atas prinsip, azas dan kaidah hukum itulah kemudian dijumpai 
adanya dispensasi (rukhshah) yang merupakan keringanan dalam melaksanakan ibadah. 
Contoh: Keringanan yang berupa kebolehan menjamak sholat, yaitu menyatukan dua 
                                                        
85 Ibid., 97. 
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kewajiban melaksanakan sholat, mengqasar sholat, yaitu memendekkan jumlah rakaat 
sholat wajib yang berjumlah empat rakaat menjadi dua rakaat, atau menjamak dan 
mengqasar sholat sekaligus. Dispensasi dalam beribadah sholat ini diberikan kepada 
mereka yang sedang dalam perjalanan atau musafir atau kepada mereka yang sedang 
mengalami kesulitan melaksanakan sholat wajib secara reguler seperti karena sakit dan 
sebagainya. 
Kelanjutan dari prinsip tauhid ialah keadilan (al-‘adl), amar makruf nahi 
munkar, kemerdekaan (al-hurriyyah), persamaan (al-musâwah), toleransi (al-tasâmuh), 
gotongroyong (al-ta’âwun) dan sebagainya yang akan dijelaskan berikut ini. 
2. Prinsip Kedua: Keadilan (al-‘Adl) 
Keadilan dalam bahasa Salaf adalah sinonim al-mîzân yang berarti 
keseimbangan atau moderasi. Kata keadilan dalam al-Quran kadang-kadang sama pula 
dengan pengertian al-Qist. Al-mizan yang berarti keadilan di dalam al-Quran dijumpai 
dalam surat ke-42 al-Shura ayat 17 
 
 “Allahlah yang menurunkan kitab dengan (membawa) kebenaran dan (menurunkan) 
neraca (keadilan) dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu (sudah) dekat?” 
dan surat ke 57 al-Hadid ayat 25. 
 
 “Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti 
yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) 
supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya 
terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka 
mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong 
(agama)Nya dan rasul-rasulNya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah 
Maha Kuat lagi Maha Perkasa”. 
 
Term keadilan pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau 
kebijaksanaan raja. Akan tetapi, keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek 
kehidupan. Apalagi dalam bidang dan sistem hukumnya. Dengan demikian, konsep 
keadilan yang merupakan prinsip kedua setelah tauhid meliputi keadilan dalam berbagai 
hubungan; hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu 
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dengan manusia dan masyarakatnya, hubungan antara individu dengan hakim dan yang 
berperkara serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak yang terkait. 
Al-Quran memperingatkan dalam berbagai ayat bahwa jiwa manusia cenderung 
mengikuti hawa nafsu. Kecintaan dan kebencian merupakan faktor yang memungkinkan 
manusia mendahulukan kebatilan daripada kebenaran, mendahulukan kezaliman 
daripada keadilan (al-Maidah: 8). 
Allah memerintahkan manusia untuk berlaku adil dalam segala hal. Keharusan 
berlaku adil itu terutama ditujukan kepada mereka yang mempunyai kekuasaan atau 
yang mempunyai hubungan dengan kekuasaan. Mereka adalah para pemimpin yang 
berpengaruh terhadap masyarakat seperti mufti, pemerintah, juru dakwah dan 
sebagainya (al-An’am: 152) 
Perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang tanpa pandang bulu. 
Perkataan yang benar mesti disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan 
merugikan kerabat sendiri. Kemestian berlaku adil pun mesti ditegakkan di dalam 
keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri. Bahkan kepada orang kafirpun umat Islam 
diperintahkan berlaku adil. Kemestian berlaku adil kepada sesama isteri dinyatakan 
dalam al-Quran surat al-Nisa’ ayat 128, keadilan sesama muslim dinyatakan dalam surat 
al-Hujurat ayat 9. 
Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang 
harus dipenuhi oleh manusia (al-mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk 
menunaikan kewajiban itu. Hal ini dinyatakan dengan tegas dalam surat al-An’am ayat 
52, antara lain mengandung perintah pemenuhan takaran dan timbangan serta berlaku 
adil dalam pembicaraan. 
Ayat-ayat yang menunjukkan keseimbangan dan keadilan dalam perintah Allah 
atas hamba-hambaNya banyak sekali dalam al-Quran. Perintah seperti itu antara lain 
perintah ibadah haji bagi yang mempunyai kemampuan untuk menunaikannya, perintah 
ibadah puasa bagi yang mempunyai kekuasaan untuk menunaikannya, perintah 
mengeluarkan zakat bagi yang telah memenuhi kadar maksimal kekayaannya atau 
nisabnya dan sebagainya. Untuk telaah lebih lanjut dapat dibaca ayat-ayat berikut ini: 
al-Baqarah ayat 48, 123, 282; al-Nisa ayat 58; al-Maidah ayat 95, 106; al-An’am ayat 
70, 115; al-Nahl ayat 76, 90 dan al-Talaq ayat 2. 
Karena prinsip keadilan ini pulalah kiranya lahir kaidah yang menyatakan bahwa 
hukum Islam dalam praktiknya dapat berbuat sesuai dengan ruang dan waktu. Akan 
tetapi, ketika terjadi perubahan kesulitan menjadi kelonggaran, maka terbataslah 
kelonggaran itu sekedar terpenuhinya kebutuhan yang bersifat primer atau sekunder (al-
dlarûrî atau al-hâjjî). Suatu kaidah yang menyatakan elastisitas hukum Islam dan 
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kemudahan dalam melaksanakannya sebagai kelanjutan dari prinsip keadilan adalah 
kaidah yang berbunyi: 
 , وإذا اتِّسع ضاق األمور في اإلسالم إذا ضاق اتِّسع
“Perkara-perkara dalam hukum Islam apabila telah menyempit maka menjadi meluas, 
apabila perkara-perkara itu telah meluas maka kembali menyempit”86. 
3. Prinsip Ketiga: Amar Makruf Nahi Munkar 
Kelanjutan dari dua prinsip pertama, tauhid dan keadilan ialah amar makruf nahi 
munkar. Amar makruf berarti hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia 
menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan diridloi Allah. Dalam kajian 
filsafat hukum Barat biasanya diartikan sebagai fungsi social engineering hukum. 
Sedangkan nahi munkar berarti fungsi social controlnya. Atas dasar prinsip inilah dalam 
hukum Islam dikenal adanya perintah dan larangan, wajib dan haram, pilihan antara 
melakukan dan tidak melakukan perbuatan yang kemudian dikenal dengan istilah al-
Ahkâm al-Khamsah atau hukum yang lima, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh dan 
haram87. 
Prinsip amar makruf nahi munkar ini berdasarkan atas firman Allah surat ke 3 
Ali Imran ayat 110.  
 
 “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada 
yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli 
kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman 
dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”. 
Kategori al-ma’ruf dan al-munkar seperti dinyatakan dalam ayat 110 di atas ada 
yang dinyatakan berdasarkan wahyu ada pula yang ditentukan berdasarkan akal. 
4. Prinsip Keempat: Kemerdekaan atau Kebebasan (al-Hurriyyah) 
Kelanjutan prinsip-prinsip di atas adalah prinsip kebebasan. Kebebasan dalam 
arti luas yang mencakup berbagai macamnya, baik kebebasan individual maupun 
komunal, kebebasan beragama, kebebasan berserikat dan kebebasan berpolitik. 
Kebebasan individual meliputi kebebasan dalam melakukan suatu perbuatan atau tidak 
melakukan suatu perbuatan. Kebebasan beragama dalam Islam dijamin berdasarkan 
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prinsip tidak ada paksaan di dalam beragama sebagaimana dinyatakan al-Quran surat al-
Baqarah ayat 256  
 
 “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). Sesungguhnya telah jelas jalan 
yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada 
thaghut dan beriman kepada Allah maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul 
tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui”. 
dan al-Kafirun ayat 5.  
 
“Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah”. 
 
Prinsip kebebasan ini menghendaki agar agama dan hukum Islam ini tidak 
disiarkan berdasarkan paksaan, akan tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, 
argumentasi, dan pernyataan yang meyakinkan (al-Burhân wa al-Iqnâ’)88. Ayat 256 al-
Baqarah turun ketika para sahabat mengusulkan kepada Nabi (pada tahun keempat 
Hijriyah) untuk memaksa anak-anak Bani Nadhir agar memeluk Islam, Akan tetapi 
Nabi melarangnya sehingga turunlah ayat tersebut di atas. 
5. Prinsip Kelima: Persamaan atau Egalite (al-Musâwah) 
Prinsip ini mempunyai landasan amat kuat dalam al-Quran dan sunnah. 
Konstitusi Madinah yang dikenal dengan al-Sahîfah adalah contoh yang paling nyata 
pelaksanaan prinsip egalite dalam Islam. Antara lain disebabkan prinsip egalite ini Islam 
menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia89. Al-Quran surat 
ke 49 al-Hujurat ayat 13 menyatakan: 
 
 “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan 
seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya 
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kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu 
disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui lagi Maha Mengenal”. 
Ayat dengan menggunakan kata manusia (al-nâs) di atas menunjukkan bahwa 
ayat tersebut ditujukan kepada umat manusia secara keseluruhan dan tidak terbatas bagi 
kaum muslimin saja. Ayat ini menghendaki tidak ada perbedaan antara sesama manusia 
dengan alasan apapun. Manusia adalah makhluk yang mulia sebagaimana dinyatakan 
surat al-Isra’ ayat 70 sebagai berikut: 
 “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di 
daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan 
mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami 
ciptakan”. 
 
Kemuliaan manusia bukanlah ras dan warna kulitnya. Kemuliaan manusia 
adalah karena zat manusianya sendiri. Oleh karena itu, Nabi mempertegasnya dengan 
menyatakan: 
لى عكلكم من آدم وآدم من تراب اإلنسان سواسية كأسنان المشط الفرق بين عربي 
 عجمي إال بالتقوى
“Setiap orang berasal dari Adam. Adam berasal dari tanah. Manusia itu sama seperti 
halnya gigi sisir. Tidak ada keistimewaan antara orang Arab dari non Arab kecuali 
karena ketaqwaannya”. 
Kendatipun prinsip persamaan merupakan bagian terpenting dalam pembinaan 
dan pengembangan hukum Islam dalam mengerakkan dan mengontrol sosial, tetapi 
tidaklah berarti hukum Islam menghendaki masyarakat tanpa kelas (classless society) 
ala komunisme. Hukum Islam selanjutnya mengenal prinsip al-ta’âwun (kerja sama 
antar kelas). 
Prinsip Keenam: Tolong Menolong (al-Ta’âwun) 
Prinsip al-Ta’âwun berarti bantu membantu antara sesama anggota masyarakat. 
Bantu membantu ini diarahkan sesuai dengan prinsip tauhid, terutama dalam upaya 
meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah90. Prinsip ta’awun menghendaki 
kaum muslim saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan sebagaimana yang 
dijelaskan al-Quran surat ke 5 al-Maidah ayat 2, surat ke 48 al-Mujadalah ayat 9. 
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Prinsip Ketujuh: Toleransi (Al-Tasâmuh) 
Prinsip ini sebagai kelanjutan dari prinsip-prinsip sebelumnya sebagaimana 
diuraikan di atas. Hukum Islam mengharuskan umatnya hidup rukun dan damai di muka 
bumi ini tanpa memandang ras dan warna kulit. Toleransi yang dikehendaki Islam ialah 
toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan umatnya. Toleransi 
hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam. Peringatan Allah berkenaan 
dengan toleransi ini dinyatakan dalam surat ke 60 al-Mumtahanah ayat 8 dan 9. 
Di samping prinsip-prinsip di atas masih terdapat prinsip-prinsip lain, baik yang 
bersifat umum seperti prinsip musyawarah (al-syûrâ) serta prinsip-prinsip suka sama 
suka (‘an tarâdlin) dalam jual beli dan sebagainya. 
Dari beberapa prinsip yang telah dipaparkan tersebut kemudian ditemukan 
rumusan untuk menetapkan tujuan syariat hukum Islam yang selalu diistilahkan dengan 
maqâshid al-syarî’ah. Tujuan hukum Islam sejatinya adalah tujuan Pencipta hukum 
Islam itu sendiri. Tujuan hukum Islam adalah arah setiap perilaku dan tindakan manusia 
dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup dengan mentaati serta menghindari apa yang 
telah menjadi hukumNya. Dalam firmanNya Allah tegas memberikan segala ciptaanNya 
pada manusia itu tidaklah sia-sia sebagaimana temaktub dala surat al-Mukminun ayat 
115.  
 
“Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara 

















TUJUAN DAN KAIDAH HUKUM ISLAM 
 
A. TUJUAN HUKUM ISLAM 
Tidak diragukan lagi bahwa agama Islam diarahkan kepada tujuan-tujuan yang 
dikehendaki Penciptanya yang Maha Bijaksana. Demikianlah hukum Islam mempunyai 
tujuan. Tujuan hukum Islam pada hakikatnya adalah tujuan Pencipta hukum Islam itu 
sendiri. Tujuan hukum Islam itu menjadi arah setiap perilaku dan tindakan manusia 
dalam rangka mencapai kebahagiaan hidupnya dengan mentaati semua hukum-
hukumnya. 
Dalam Islam secara tegas dijelaskan bahwa Allah tidak menciptakan segala 
sesuatu dengan sia-sia, sebagaimana firmanNya berikut ini: 
1. Surat ke 21, al-Anbiya’ ayat 16 
 
“Dan tidaklah Kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya 
dengan bermain-main”. 
2. Surat ke 23 al-Mukminun ayat 115 
 
“Apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-
main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?” 
Bagian terbesar dalam penciptaan Allah adalah manusia karena manusia 
mempunyai kemungkinan untuk menerima peradaban dan kebudayaan (al-tamaddun). 
Dengan demikian, tidaklah Allah mengutus rasul-rasulNya dan menurunkan wahyuNya 
selain untuk menegakkan keteraturan manusia. Tujuan penciptaan ini dinyatakan dalam 
al-Quran surat ke 57 al-Hadid ayat 25. Islam adalah syariat yang terbesar dan paling 
tegar sebagaimana dinyatakan al-Quran surat ke 3 Ali Imran ayat 19 
Kebesaran dan ketegaran Islam dinyatakan sendiri olah Allah dalam al-Quran. Ia 
menyatakan bahwa kitab-kitab suci sebelum al-Quran disebut sebagai al-Hudâ 
(petunjuk), dan al-Dîn (agama) seperti pernyataanNya dalam surat ke 4 al-Nisa’ ayat 
171. 
Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu bahwa Pembuat Hukum yang 
sesungguhnya hanyalah Allah. Ia tidak berbuat sesuatu yang sia-sia. Setiap apa yang ia 
lakukan ada tujuanya, yakni untuk kemaslahatan manusia. Tujuan-tujuan Allah tersebut 
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dapat diketahui dari dua sisi. Pertama, dilihat dari sisi manusia, yakni tujuan itu dilihat 
dari segi kepentingan manusia atau mukallaf. Kedua, dilihat dari sisi Allah sebagai 
Pembuat Hukum, yaitu apa tujuan Allah membuat hukum-hukumNya dilihat dari 
pernyataanNya mengapa ia membuat hukum itu. 
Fitrah manusia mempunyai tiga daya atau potensi, yaitu: al-‘aql, al-syahwah, 
dan al-gadlab. Daya al-‘aql berfungsi untuk mengetahui (makrifah) kepada Allah dan 
mengesakanNya. Daya al-shahwah berfungsi untuk menginduksi obyek-obyek yang 
menyenangkan dan memberi manfaat bagi manusia. Daya al-gadhab berfungsi untuk 
mempertahankan diri dan memelihara kelanggengan hidup yang menyenangkan. 
Tujuan-tujuan hukum Islam itu sesuai dengan fitrah manusia dan fungsi-fungsi 
daya fitrah manusia dari semua daya fitrahnya. Secara singkat fungsi-fungsi untuk 
mencapai kebahagiaan hidup dan mempertahankannya yang disebut para pakar filsafat 
hukum Islam dengan istilah al-tahshîl wa al-ibqâ’. Oleh karena itu, tujuan hukum 
Islampun adalah al-tahshîl wa al-ibqâ’ atau mengambil maslahat serta sekaligus pula 
mencegah kerusakan yang biasa disebut jalb al-mashâlih wa daf’ al-mafâsid. 
Tujuan hukum Islam ditinjau dari segi Pembuat Hukum dapat diketahui melalui 
penalaran induktif atas sumber-sumber naqli, yaitu wahyu, baik al-Quran maupun al-
Sunnah. Tujuan Hukum Islam dilihat dari segi Pembuat Hukum ada tiga. Terutama 
tujuan hukum taklifi, yaitu hukum yang berupa keharusan melakukan suatu perbuatan 
atau tidak melakukannya, memilih antara melakukan perbuatan atau tidak 
melakukannya, dan hukum melakukan atau tidak melakukan perbuatan karena ada atau 
tidak adanya sesuatu yang mengharuskan keberadaan hukum tersebut. Ketiga tujuan 
tersebut di atas juga dilihat dari segi tingkat dan peringkat kepentinganya bagi manusia 
itu sendiri, yaitu: 
1. Tujuan primer atau al-dlarûrî 
2. Tujuan sekunder atau al-hâjjî 
3. Tujuan tertier atau al-tahsînî 
1. Tujuan Primer (al-Dlarûrî) 
Tujuan primer hukum Islam ialah tujuan hukum yang mesti ada demi adanya 
kehidupan manusia. Apabila tujuan itu tidak tercapai, maka akan menimbulkan 
ketidakajegan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat, bahkan merusak 
kehidupan itu sendiri. Kehidupan hidup yang primer ini hanya bisa dicapai bila 
terpeliharanya lima tujuan hukum Islam yang disebut al-Dlarûriyyât al-Khamsu atau al-
Kulliyât al-Khamsu, atau sering juga disebut Maqâshid al-Syarî’ah, yaitu lima tujuan 
utama hukum Islam yang telah disepakati bukan saja oleh ulama Islam melainkan juga 
oleh keseluruhan agamawan. Kelima tujuan itu ialah:  
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a. Memelihara Agama (حفظ الدين)    
Beragama merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena agamalah 
yang dapat menyentuh hai nurani manusia. Agama juga harus terpelihara dari ancaman 
orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hendak merusakkan aqidah, ibadah dan 
akhlaknya. Hal ini didasarkan pada firman Allah surat al-Shura ayat 13 
 
 Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya 
kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami 
wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu 
berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu 
seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya 
dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)”. 
 
Agama yang disebut dalam ayat ini adalah mengesakan Allah SWT, beriman kepada 
kitab-kitabNya, rasul-rasulNya dan hari akhir serta mentaati segala perintah dan 
laranganNya. 
b. Memelihara Jiwa ( حفظ النفس)  
Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman 
qisas (pembalasan yang seimbang), diharapkan agar orang-orang yang akan melakukan 
pembunuhan berpikir seribu kali karena balasannya akan sama, yakni pembunuh juga 




178. “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan 
orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan 
hamba dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan 
dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan 
hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara 
yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan 
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suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang 
sangat pedih”. 
179. ”Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang 
yang berakal, supaya kamu bertakwa”. 
 
c. Memelihara Akal (حفظ العقل)  
Manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Diciptakan Allah dengan 
bentuk yang paling sempurna di antara ciptaan Allah yang lainnya. Begitu pula dengan 
akal yang dianugerahkan Allah hanya kepada manusia. Akal sangat penting peranannya 
dalam hidup di dunia ini. Oleh karena itu Allah mensyariatkan peraturan untuk manusia 
guna memelihara akal yang sangat penting itu, seperti Allah melarang minum-minuman 




90. “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, 
(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan 
syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. 
91. “Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan 
kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi 
kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan 
pekerjaan itu)”. 
 
d. Memelihara Keturunan   (حفظ النسل)  
Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa 
yang boleh dan tidak boleh dinikahi. Bagaimana cara perkawinan itu dilakukan dan 
syarat apa yang harus dipenuhi agar pernikahan itu sah dan anak-anak yang lahir dari 
hubungan itu dianggap sah pula menjadi keturunan dari ayahnya. Firman Allah dalam 





3. “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan 
yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang 
kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku 
adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang 
demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. 
4. “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian 
dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian 
dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu 
(sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. 
 
e. Memelihara Harta ( حفظ المال)    
Sejatinya memang harta benda itu milik Allah, namun Islam juga mengakui hak 
pribadi seseorang. Manusia terkadang tamak terhadap harta benda, mendapatkan harta 
benda itu dengan jalan apapun. Maka dari itu Allah mengatur muamalah seperti jual 
beli, sewa menyewa, gadai, larangan penipuan, riba dan sebagainya. Mengenai hal ini 
Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 118 
 “Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, "Mengapa Allah tidak (langsung) 
berbicara dengan kami atau datang tanda-tanda kekuasaan-Nya kepada kami?" 
Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan seperti ucapan 
mereka itu; hati mereka serupa. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan tanda-tanda 
kekuasaan Kami kepada kaum yang yakin”. 
 
Tujuan hukum ibadah merujuk kepada pemeliharaan agama, seperti iman, 
mengucapkan dua kalimah syahadat, mengeluarkan zakat, melaksanakan ibadah puasa 
di bulan Ramadhan, dan bentuk-bentuk ibadah lainnya. Tujuan hukum mu’amalat 
merujuk kepada pemeliharaan jiwa dan akal serta keturunan dan harta. Tujuan hukum 
pidana (jinayah) yang meliputi amar makruf nahi munkar merujuk kembali kepada 
pemeliharaan keseluruhan tujuan hukum yang bersifat primer. 
2. Tujuan Sekunder (al-Hâjjiyyât) 
Tujuan sekunder hukum Islam adalah terpeliharanya kehidupan manusia yang 
tediri atas berbagai kebutuhan sekunder hidup manusia itu. Kebutuhan hidup sekunder 
ini bila tidak terpenuhi atau terpelihara akan menimbulkan kesempitan yang 
mengakibatkan kesulitan hidup manusia. Namun demikian, kesempitan hidup tersebut 
tidak akan mengakibatkan kerusakan yang menimbulkan kerusakan hidup manusia 
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secara umum. Kebutuhan hidup yang bersifat sekunder ini terdapat dalam ibadah, adat, 
mu’amalat dan jinayat. Terpeliharanya tujuan sekunder hukum Islam dalam ibadat 
umpamanya, dapat tercapai dengan adanya hukum rukhsah yang berbentuk dispensasi 
untuk menjamak dan mengqasar sholat bagi mereka yang sedang dalam perjalanan atau 
mereka yang tengah mengalami kesulitan, baik karena sakit dan atau karena sebab 
lainnya. 
Contoh tujuan hukum sekunder dalam adat, seperti adanya kebolehan berburu 
dan menikmati segala yang baik-baik selama hal itu dihalalkan, baik berupa makanan, 
minuman, sandang, papan dan sebagainya. 
Tujuan hukum sekunder dalam bidang mu’amalat dapat tercapai antara lain 
dengan adanya hukum musaqah dan salam. Musaqah merupakan sistem kerja sama 
dalam pertanian, yakni sistem bagi hasil yang dikenal dengan sebutan paroan sawah. 
Jual beli salam, yaitu sistem jual beli melalui pesanan dan pembayaran dimuka atau di 
kemudian hari setelah terjadinya penyerahan barang yang diperjualbelikan. 
Contoh tujuan hukum sekunder dalam bidang hukum pidana atau jinayat, seperti 
adanya sistem sumpah (al-yamîn) dan denda (diyyat) dalam proses pembuktian dan 
pemberian sanksi hukum atas pelaku tindak pidana.  
3. Tujuan Tertier (al-Tahsîniyyât) 
Tujuan tertier hukum Islam ialah tujuan hukum yang ditujukan untuk 
menyempurnakan hidup manusia dengan cara melaksanakan apa-apa yang baik dan 
yang paling layak menurut kebiasaan dan menghindari hal-hal yang tercela menurut 
akal sehat. Pencapaian tujuan tertier hukum Islam ini biasanya terdapat dalam bentuk 
budi pekerti yang mulia (al-akhlâq al-karîmah). Budi pekerti atau akhlak mulia ini 
mencakup etika hukum, baik etika hukum ibadah, mu’amalat, adat, pidana atau jinayah, 
dan mu’amalat atau keperdataan. 
Etika hukum ibadah, umpamanya, dicerminkan dengan adanya ketetapan hukum 
bersuci atau taharah, menutup aurat, mensucikan dan membersihkan najis dari tempat 
ibadah, berhias, melaksanakan kebaikan dalam bentuk sodaqah, dan sebagainya. 
Etika hukum dalam hukum adat umpamanya, tercermin dengan adanya hukum 
dan etika tentang bagaimana seharusnya makan dan minum, israf atau berlebihan, dan 
sebagainya. Etika hukum dalam hukum pidana atau fiqih jinayah, umpamanya, 
tercermin dengan adanya ketentuan yang melarang membunuh wanita dalam keadaan 
perang. Etika hukum tersebut di atas merujuk kepada kebaikan dan keutamaan demi 
tercapainya tujuan-tujuan hukum yang bersifat primer dan sekunder. Apabila tidak 
tercapai tujuan hukum tertier tersebut tidak akan mengakibatkan hilangnya esensi tujuan 
hukum primer dan sekunder. 
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Rumusan Lima Tujuan Hukum Islam sebagaimana dijelaskan di atas diinduksi 
dari ayat-ayat al-Quran dan Sunnah. Tujuan hukum untuk memelihara jiwa dapat 
dijumpai dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 3, al-Anbiya’ ayat 107,  Luqman ayat 13, 
al-Nisa’ ayat 48, dan sebagainya. Tujuan hukum untuk memelihara jiwa dapat dijumpai 
dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 178-179, al-An’am ayat 151, Bani Isra’il ayat 31, 
33, al-Nisa’ ayat 92-93, al-Ma’idah ayat 32, dan hadits-hadits Rasulullah SAW. Antara 
lain hadits di bawah ini: 
1. Hadits diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim dari Ibn Mas’ud ra. 
Rasulullah SAW   bersabda: 
لتارك لدينه وا ال يحل دم امرىء مسلم إال بإحدى ثالث : الثيب الزانى, النفس بالنفس
 المفارق للجماعة
     “Tidak halal darah seseorang muslim kecuali karena ada alasan kesalahan. Kesalahan 
itu adalah salah satu dari tiga macam kesalahan; janda yang melakukan zina, 
pembunuh yang melenyapkan jiwa dihukum dengan hukum bunuh pula, dan orang 
yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jama’ahnya”. 
3. Hadits riwayat Imam al-Bukhari berikut ini: 
 والمقتول فى النار القاتل
    “Pembunuh dan yang dibunuh, kedua-duanya masuk neraka”. 
Hadits di atas menegaskan haramnya melakukan duel yang mengakibatkan 
terbunuhnya para pelaku duel tersebut. 
Tujuan hukum untuk memelihara akal dapat dijumpai dalam al-Quran surat al-
Tin ayat 4-6, al-Baqarah ayat 44, 164, 219, al-Ra’d ayat 3-4, al-Nahl ayat 9-11, 66-69, 
al-Rum 24, 28, al-Ankabut ayat 34-35, ali Imran ayat 65, al-An’am ayat 32, al-A’raf 
ayat 169, Yunus ayat 16, Hud ayat 51, Yusuf ayat 109, al-Anbiya’ ayat 10, 66, 67, al-
Mukminun ayat 80, al-Qashas ayat 60, Yasin ayat 60, 62, al-Maidah ayat 90, 91, dan 
hadits Nabi riwayat Imam al-Bukhari, Muslim, Abu dawud, al-Tirmidzi, dan al-Nasa’i, 
bahwa Rasulullah SAW bersabda: 
 كلِّ مسكر خمر وكلِّ خمر حرام
“Tiap-tiap yang memabukkan adalah khamr dan tiap-tiap khamr adalah haram”. 
Abu Dawud meriwayatkan hadits berikut ini, Rasulullah bersabda: 
لها حام ولعن هللا الخمر وشاربه وساق بها ومبتاعها و بائعها و عاصرها و معتصرها 
 والممحولة إليه
“Allah telah mengutuk khamr, peminumnya, penyajinya, pembelinya, penjualnya, 
tempat membuatnya, pembawanya, dan penerimanya. Menurut tambahan riwayat Ibnu 
Majah….dan orang-orang yang memakai harganya”. 
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Tujuan hukum Islam yang menghendaki terpeliharanya keturunan dan 
kehormatan dijumpai dalam al-Quran surat al-Nisa’ ayat 3-4, 22-25, al-Baqarah ayat 
221, dan hadits riwayat Malik dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda: 
 
 ال يخطب أحدكم خطبة أخيه
“Seseorang tidak boleh meminang atas pinangan saudaranya”. 
Tujuan hukum Islam yang menghendaki terpeliharanya harta benda dan 
keturunan dijumpai dalam al-Quran surat al-Talaq ayat 1-7, al-Baqarah ayat 226-237, 
275-284, al- Ahzab ayat 40, al-nur ayat 12, 19, 23, 27-39, Bani Isra’il ayat 32, al-Nisa’ 
ayat 2, 6, 29-32, al-Maidah ayat 38-39, al-Hujurat ayat 10-11. 
Tujuan hukum Islam kedua dilihat dari segi Pembuat Hukum, yakni hukum yang 
ditujukan agar pembuatan hukum dapat dipahami oleh mukallaf. Al-Quran diturunkan 
dalam bahasa Arab itu untuk dapat dipahami. Oleh karena itu, untuk mendalami hukum 
Islam diperlukan kecakapan dan kemampuan memahami bahasa Arab dengan segala 
seluk beluknya. Para filolog telah berhasil merumuskan kaidah-kaidah kebahasaan yang 
digunakan untuk memahami hukum-hukum yan terkandung dalam al-Quran. 
Terkenallah dalam ushul fiqih apa yang disebut al-qawâ’id al-lughawiyyah yaitu 
kaidah-kaidah hukum yang didasarkan atas produk para filolog bahasa Arab yang 
kemudian menjadi bagian penting dari epistemologi hukum Islam. Berdasarkan atas 
kaidah-kaidah kebahasaan inilah hukum-hukum yang terkandung dalam al-Quran dan 
Sunnah dapat dipahami dan digali. 
Kaidah-kaidah utama atau kaidah-kaidah pokok yang disebut al-qawâid al-
ushûliyyah dalam kajian hukum Islam tidaklah sedikit. Salah satu kaidah pokok tersebut 
berbunyi: 
 األصل فى األمر للوجوب
“Pokok hukum jika dinyatakan dalam bentuk perintah (al-Amr) adalah untuk 
menunjukkan hukum wajib”. 
Tujuan hukum Islam ketiga jika dilihat dari sisi Pembuat Hukum ialah untuk 
menjadikan hukum Islam itu sebagai beban dan tanggung jawab hukum si mukallaf. 
Oleh karena itu, tujuan hukum ialah mengarahkan mukallaf supaya tidak terjerumus ke 
dalam jurang hawa nafsu yang menyesatkan. Akal tidak mampu menjelaskan dan 
merumuskan tata cara berterimakasih kepada Allah yaitu dalam bentuk cara-cara 
beribadah murni. Untuk membantu akal tersebut Allah menurunkan hukum-hukumNya 
melalui wahyu.  
Namun demikian, sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri, yakni demi 
kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan manusia, maka digariskanlah suatu kaidah. 
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Kaidah itu menyatakan bahwa taklif atau tanggung jawab hukum itu tidak dibebankan 
kepada mukallaf kecuali apabila si mukallaf mempunyai kemampuan dan/atau 
kelayakan untuk melaksanakan taklif tersebut. Demikian pula taklif itu tidak 
dibebankan kepada si mukallaf apabila taklif itu merupakan sesuatu yang tidak mungkin 
dapat dilaksanakan oleh si mukallaf. 
Tujuan hukum yang digariskan oleh Pembuat Hukum berikutnya ialah 
pelaksanaan hukum oleh si mukallaf itu mesti dilandasi oleh niatnya. Tujuan dengan 
niat mukallaf dalam melaksanakan hukum itu mesti sesuai pula dengan tujuan Pembuat 
Hukum. 
 
B. KAIDAH-KAIDAH HUKUM ISLAM 
Kata kaidah berasal dari bahasa Arab al-qâ’idah. Oleh karena itu, kaidah-kaidah 
dalam bahasa Arab ialah al-qawâ’id. Kaidah-kaidah hukum Islam merupakan 
terjemahan dari istilah bahasa Arab al-qawâ’id al-fiqhiyyah. 
Qawa’id dalam bahasa Arab sehari-hari berarti fondasi atau landasan suatu 
bangunan. Kata qawa’id seperti ini dijumpai dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 127 
yang berbunyi: 
 
 “Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama 
Ismail (seraya berdoa), "Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami). 
Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". 
Disamping itu kata qawaid bermakna seperti disebut diatas, ia juga dapat 
bermakna yang tepat yakni sesuatu yang universal pada tiap bagian-bagiannya sehingga 
daripadanya diketahuilah hukum-hukumnya. 
Contoh kaidah dalam ilmu hukum Islam: 
 لقرائن أفاد الوجوب                   األمر إذا جَرد عن ا .1
artinya: Kata perintah (al-amr) yang terlepas dari adanya indikator-indikator yang 
menunjukkan makna lain (al-qarā’in) berarti kata perintah itu menunjukkan 
adanya hukum wajib. 
 الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب                    .2
artinya: Fa’il (kata kerja pelaku perbuatan subyek) itu marfu’ sedangkan maf’ul bih, 
yaitu obyek adalah mansub. 
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Definisi pertama dikemukakan oleh para pakar hukum Islam dalam arti para 
pakar ilmu ushul fiqh atau epistemologi hukum Islam. Definisi ini menunjukkan bahwa 
kaidah hukum itu adalah kaidah universal yang mencakup setiap bagian-bagian hukum 
itu. Demikian pula definisi kedua yang dikemukakan oleh para filolog merupakan 
kaidah yang universal pula91.                       
Kaidah-kaidah hukum tidaklah disusun dalam suatu kurun waktu tertentu. 
Kaidah-kaidah hukum itu baru tersusun secara sistematis di kemudian hari sejalan 
dengan perkembangan dan pertumbuhan ijtihad di kalangan para pakar dan pendiri 
madzhab dalam hukum Islam. 
Makna-makna yang terkandung dalam kaidah-kaidah hukum ditetapkan oleh 
para pakar hukum Islam yang kemudian dikenal sebagai pendiri dan tokoh madzhab 
hukum. Mereka menyusun kaidah-kaidah hukum berdasarkan pengalaman empiriknya 
yang kemudian dirumuskanya melalui penalaran induktif. Dengan demikian, tidak 
mengherankan jika kaidah-kaidah hukum itu baru dikodifikasikan pada abad ketiga 
Hijriyah. 
Panca Kaidah Hukum Islam dan Kaidah-Kaidah lain yang ditimbulkannya 
1. Kaidah Pertama (  بمقاصدهااألمور  ) 
Kaidah di atas bermakna: Sesungguhnya perbuatan-perbuatan seorang mukallaf 
dan bentuk-bentuk hubungannya, baik dalam bentuk ucapan, maupun perbuatan, hasil 
dan hukumnya itu berbeda-beda sesuai dengan maksud dan tujuannya, apa tujuan ia 
melakukan perbuatan dan atau bentuk hubungan yang ia lakukan itu. Dengan kata lain, 
hukum itu bertahap atau bertingkat sesuai dengan maksud dan tujuan perbuatan 
tersebut. 
Kaidah induk ini melahirkan dua kaidah besar yang kemudian di bawahnya 
timbul kaidah-kaidah lainnya. Kedua kaidah tersebut berbunyi: Pertama, kaidah dalam 
perikatan, kedua, kaidah dalam persumpahan. 
Kaidah dalam perikatan berbeda antara satu madzhab dengan madzhab lainnya. 
Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan epistemologi madzhab masing-masing. Mari 
kita perhatikan kaidah-kaidah yang timbul karena persoalan: apakah perikatan itu sah 
dengan adanya ucapan atau sah pula jika telah diketahui makna akad itu kendatipun 
tidak dinyatakan dalam bentuk sighat (ucapan). Jawaban madzhab Syafi’i atas masalah 
ini berbeda dengan jawaban madzhab Hanafi sebagaimana yang dapat dilihat dalam 
kaidah hukum mereka di bawah ini: 
Kaidah perikatan dalam madzhab Syafi’i berbunyi: 
 العبرة بصيغة العقود أو بمعانيها
                                                        
91 Dr. Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas, 1995), 118. 
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“Keabsahan suatu perikatan itu adalah karena adanya sighat yang menyatakan 
terjadinya transaksi atau perikatan tersebut, dan bukan karena makna-makna yang 
terkandung dalam pernyataannya”92. 
Dengan kata lain, dalam madzhab Syafi’i, keabsahan perikatan itu karena sighat 
atau pernyataan ijab dan kabul suatu perikatan itu dilafalkan dengan jelas. Berbeda 
dengan madzhab Syafi’i, madzhab Hanafi menyatakan bahwa keabsahan perikatan itu 
bukan karena lafalnya, yakni sighat, melaikan karena makna yang terkandung dalam 
sighat itu atau dalam bentuk lainnya. Dengan demikian, kaidah perikatan dalam 
madzhab Hanafi berbunyi: 
 العبرة قي العقود بالمقاصد والمعاني ال باأللفاظ والمباني
“Keabsahan suatu perikatan itu adalah karena maksud dan makna yang terkandung 
dalam pernyataan perikatan tersebut, bukan karena lafal-lafal dan bentuk 
formalitasnya”93. 
Kaidah di atas mengandung pengertian bahwa suatu perikatan itu tidak 
bergantung kepada lafal yang digunakan oleh kedua pihak yang melakukan transaksi, 
melainkan karena transaksi itu terlaksana ketika terjadi transaksi termaksud. Maksud 
hakiki dalam perikatan ialah makna perikatan itu sendiri. 
Kaidah yang berkenaan dengan persumpahan yang disebut al-aymān dalam 
hukum Islam ialah kaidah berikut di bawah ini: 
1.  Kaidah Hanafiyah berbunyi 
 تخصيص العامِّ بالنيِّة مقبول ديانة ال قضاء    
     Pengkhususan yang umum dengan disertai niat dapat diterima secara hukum 
berdasarkan agama dan bukan berdasarkan peradilan94. 
 
2. Kaidah Syafi’iyah berbunyi 
م الخاصِّ       النيِّة في اليمين تخصِّص اللفظ العامِّ وال تعمِّ
    Niat dalam bersumpah mengkhususkan lafal yang bersifat umum dan tidak 
mengumumkan lafal yan bersifat khusus95. 
 
3.  Kaidah madzhab Malikiyah berbunyi 
م الخاصِّ و تخصِّص العامِّ        إنِّ النيِّة تعمِّ
     Sesungguhnya niat itu dapat mengumumkan yang khusus dan mengkhususkan yang 
umum96 
                                                        
92 Ibid., 125. 
93 Ibid., 126. 
94 Ibid., 126. 
95 Ibid.  
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4.  Kaidah Madzhab Hanabilah berbunyi 
م الخاصِّ و تخصِّص العامِّ        النيِّة تعمِّ
     Niat itu dapat mengumumkan yang khusus dan sebaliknya, dapat mengkhususkan 
yang umum97. 
Berdasarkan kaidah-kaidah persumpahan dari empat madzhab di atas kini 
jelaslah bahwa sumpah menurut Hanafiyah dan Syafi’iyah harus berdasarkan lafalnya. 
Akan tetapi jika tidak mungkin dengan lafalnya, maka dapat digunakan tujuan sumpah 
itu. Sementara menurut Hanabilah dan Malikiyah, sumpah itu mesti didasarkan atas 
niat. Jika niat tidak mungkin diketahui melalui sumpah tersebut, maka diketahui melalui 
motif yang mereka sebut dengan istilah al-basâth.Aapabila al-basâth ini tidak juga 
diketahui, maka digunakan kebiasaan yang disebut al-‘urf. Apabila al-‘urf pun tidak 
dapat diketahui, maka sumpah itu didasarkan atas bahasa saja. 
2. Kaidah Kedua ( الضرروالضرار ) 
Kaidah ini diinterpretasikan sebagai berikut: seseorang tidak boleh merusak atau 
merugikan orang lain, baik dengan cara melakukan pembalasan atas kerusakan yang 
ditimbulkan oleh yang lain atas dirinya. Kaidah ini menjadi landasan bagi larangan dan 
pencegahan perbuatan yang membahayakan serta landasan keharusan menentukan 
sesuatu yang maslahat dalam bentuk mengambil manfaat. 
Atas dasar kaidah di atas, maka lahirlah kaidah-kaidah lain sebagai berikut98: 
 الضرريدفع بقدر اإلمكان   .1
Kerusakan itu harus dilenyapkan sedapat mungkin. 
 الضرر يزال    .2
Kerusakan itu haruslah dilenyapkan. 
 الضرر اليزال بالضررأو بمثله    .3
Kerusakan itu tidak dapat dihilangkan dengan kerusakan yang setara atau dengan 
menimbulkan kerusakan dalam bentuk lainnya. 
 الضرر األشدِّ يزال بالضرر األخفِّ      .4
Kerusakan yang lebih besar dapat dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan. 
 يختار أهون الضررين أو أخفِّ الضررين    .5
Kejahatan yang lebih ringan mesti dipilih dari kejahatan yang lebih besar, atau 
kerusakan dan resiko yang lebih ringan mesti dipilih dari kerusakan atau resiko yang 
lebih besar. 
                                                                                                                                                                  
96 Ibid.  
97 Ibid. 127 
98 Ibid. 127 
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 إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفِّهما    .6
Apabila ada dua kerusakan yang saling bertentangan, maka dipilihlah kerusakan yang 
resikonya paling ringan dengan melaksanakan kerusakan yang lebih ringan resikonya. 
 يحتمل الضررالخاصِّ لدفع ضرر عامِّ     .7
Kerusakan yang hanya menimpa atau merugikan kepentingan perorangan atau 
kelompok tertentu harus dipilih demi mencegah kerusakan yang dapat menimpa atau 
merugikan kepentingan orang banyak atau kepentingan umum. 
 درء المفاسدأولي من جلب الهصالح     .8
Menghindarkan kerusakan lebih diutamakan dan diprioritaskan daripada mengambil 
kemaslahatan. 
Delapan kaidah di atas tersusun secara sistematis dan piramidal yang berarti 
prosedur penghapusan kerusakan harus mengikuti alur piramidal delapan kaidah di atas. 
Kaidah pertama menghendaki adanya kewajiban mencegah kerusakan sebelum 
kerusakan itu terjadi. Upaya pencegahan kerusakan tersebut harus dilakukan sesuai 
dengan segala cara yang memungkinkan. Kaidah kedua, mengharuskan menghilangkan 
kerusakan setelah kerusakan itu terjadi. Kaidah ketiga merupakan pengikat dua kaidah 
sebelumnya. Kaidah ini melarang upaya penghapusan suatu kerusakan dengan 
kerusakan dalam bentuk lain. Kaidah keempat, kelima, dan keenam mempunyai makna 
yang sama, yaitu memberikan alternatif penyelesaian masalah yang timbul karena 
adanya dua bentuk kerusakan yang mau tidak mau harus dipilih. 
Kaidah-kaidah ini memberikan alternatif untuk mengambil resiko yang paling 
ringan di antara berbagai kemungkinan resiko yang akan diderita. Kaidah ke tujuh 
merupakan jaminan kaidah tiga pertama sebelumnya. Kaidah ini lebih bersifat khusus, 
kaidah yang menjelaskan salah satu tujuan hukum, yakni untuk memelihara, 
kepentingan hamba Allah yang lebih menyeluruh. Kaidah kedelapan menjelaskan 
bahwa perbuatan dan tindakan serta sesuatu yang terlarang lebih diprioritaskan daripada 
perbuatan atau sesuatu yang dihalalkan. 
3. Kaidah Ketiga (  ِّقينالي ال يزال بالشك  ) 
Kaidah ini berlaku di dalam semua bidang dan bab hukum. Masalah-masalah 
hukum yang berkenaan dengan kaidah ini hampir mencapai sepertiga atau seperempat 
dari keseluruhan masalah hukum. 
Kaidah-kaidah yang timbul dari kaidah induk ketiga ini, antara lain99: 
 األصل بقاء ما كان علي ما كان    .1
                                                        
99 Ibid., 129. 
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Pada pokoknya bila ada suatu kasus hukum yang tidak jelas kedudukan hukumnya, 
maka dikembalikan kepada hukum asalnya 
ة األصل براءة     .2  الذمِّ
Pada pokoknya, seorang itu terlepas dari suatu beban hukum 
 بيقين يرتفع بيقينما ثبت     .3
Suatu ketetapan hukum yang diambil secara meyakinkan, penghapusannya pun harus 
dengan ketetapan yang meyakinkan pula. 
 األصل في الصفات العارضة العدم     .4
Pada pokoknya, sifat-sifat yang negatif (cacat hukum) itu tidak ada. 
 ضافة الحادث إلي أقرب أوقاتهاألصل إ     .5
Pada pokoknya peristiwa hukum itu dinisbatkan kepada waktu yang paling berdekatan 
dengan masa kejadiannya. 
 األصل في األشياء اإلباحة    .6
Pada pokoknya segala sesuatu itu hukumnya mubah. 
 رض الحاجة إلي البيان بيانالينسب لساكت قول ولكنِّ السكوت في مع    .7
Sikap diam seseorang tidaklah dianggap sebagai sesuatu pendapat atau 
bukti/pengakuan. Akan tetapi, diamnya seseorang ketika dibutuhkan jawabannya 
(pembuktian), maka diamnya itu sudah berarti penjelasan atau bukti. 
 لظنِّ البيِّن خطأهال عبرة با    .8
Tidak benar penjelasan berdasarkan dugaan yang sudah jelas kekeliruannya 
ة مع اإلحتمال الناشئ عن دليل    .9  ال حجِّ
Tidak ada argumen yang sahih bila ada indikasi yang berlawanan dengan dalil 
4. Kaidah Keempat (المشقِّة تجلب التيسير ) 
Kaidah di atas mengandung pengertian bahwa sesungguhnya hukum-hukum 
yang pelaksanaannya menyulitkan atas mukallaf atau memberatkan atas diri, jiwa, atau 
hartanya itu diringankan hingga sesuai dengan tingkat kemampuan si mukallaf tersebut. 
Dengan kata lain, pelaksanaan hukum itu disesuaikan dengan kemampuan mukallaf 
sehingga dalam prakteknya tidak akan merusak diri, jiwa atau harta si mukallaf. 
Kaidah induk ini melahirkan kaidah-kaidah lain yang merujuk kepadanya. 
Kaidah-kaidah hukum tersebut antara lain berbunyi100: 
 إذا ضاق األمر إتِّسع     .1
                                                        
100 Ibid., 130 
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Apabila suatu perintah atau ketentuan hukum itu menimbulkan kesempitan bagi si 
mukallaf, maka perintah atau ketentuan hukum itu menjadi longgar 
 إذا اتِّسع األمر ضاق    .2
Apabila suatu perintah atau ketentuan hukum itu longgar, maka akan menjadi sempit, 
 الضرورة تبيح المحظورات    .3
Ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dapat dirubah bila keadaan darurat 
menghendakinya. 
4. a.     ما أبيح للضرورة يقدِّر بقدرها 
Sesuatu yang dibolehkan berdasarkan hukum karena kepentingan yang menghendakinya 
itu disesuaikan dengan kadar kepentingan yang menghendakinya.  
    b.    الضرورات تقدِّر بقدرها 
Sesuatu yang dianggap darurat itu diukur sesuai dengan kadar kepentingan yang 
menghendakinya 
 ما جاز لعذر بطل بزواله     .5
Suatu perbuatan hukum yang dibolehkan karena alasan tertentu (udzur) menjadi batal 
dengan sendirinya bila udzur itu telah tiada. 
ة كانت أو خاصِّة     .6  الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامِّ
Tiap keperluan hidup sekunder (hajat) kadang-kadang dapat menduduki tingkat 
kebutuhan hidup primer (darurat) baik yang berkenaan dengan kepentingan pribadi 
maupun kepentingan umum. 
5. Kaidah Kelima ( العادة محكِّمة ) 
Kaidah di atas mengandung pengertian bahwa sesungguhnya Pembuat Hukum 
memandang bahwa hukum-hukum itu tunduk kepada adat dalam hubungannya dengan 
manusia satu dengan lainnya dalam pelaksanaan tindakan hukumnya (tasharruf). Oleh 
karena itu, ketetapan hukum itu dibuat sesuai dengan apa yang ditetapkan adat 
sepanjang adat itu tidak bertentangan dengan teks hukum (nass). 
Kaidah hukum kelima ini melahirkan kaidah-kaidah hukum berikut ini101: 
ة يجب العمل بها    .1  استعمال النِّاس حجِّ
Pelaksanaan hukum yang dipraktekkan manusia dapat menjadi argumen yang 
mewajibkan pelaksanaannya. 
    التعيين بالعرف كالتعيين بالنصِّ   .2   
Ketentuan yang diputuskan oleh adat seperti ketentuan hukum yang ditetapkan 
berdasarkan nas. 
                                                        
101 Ibid., 132. 
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Disamping lima kaidah induk di atas dengan cabang-cabangnya masih terdapat 
sejumlah kaidah hukum yang juga membentuk cabang-cabang kaidah lainnya. Panca 
kaidah yang diuraikan di atas adalah kaidah-kaidah yang disepakati oleh seluruh pakar 
hukum Islam. Akan tetapi, kaidah-kaidah yang terlahir dari kelima kaidah induk 
tersebut berbeda antara satu dengan lainnya. Dengan demikian, lahirlah perbedaan-
perbedaan di bidang hukum dan prakteknya. Perbedaan di bidang kaidah ini dapat 
menimbulkan perbedaan usul fiqih yang dijadikan rujukan masing-masing.  
Kiranya dapat dinyatakan pula bahwa perbedaan aliran-aliran hukum, 
diakibatkan pula oleh perbedaan usul, baik usul dalam arti ilmu usul fiqih naupun usul 
dalam arti kaidah-kaidah hukum. Bahkan perbedaan aliran atau madzhab dalam hukum 
lazim pula dikatakan perbedaan dalam bidang usul fiqih yang dianut masing-masing 
pihak yang berbeda pendapat tersebut. 
Sebagai bahan kajian lebih lanjut mengenai kaidah hukum Islam, ada sebuah 
kitab tentang kaidah hukum yang singkat tetapi memberikan informasi yang luas, yaitu 
kitab al-Wajîz fî Îdlâh al-Qawâ’id al-Fiqhiyyah al-Kulliyyah yang ditulis oleh 
Muhammad Sidqi ibn Ahmad al-Borneo. Buku ini diterbitkan oleh Mu’assasah al-























KEISTIMEWAAN DAN KEINDAHAN HUKUM ISLAM 
 
Hukum Islam mempunyai beberapa keistimewaan dan beberapa keindahan yang 
menyebabkan Hukum Islam menjadi hukum yang paling kaya dan paling dapat 
memenuhi hajat masyarakat, serta menjamin ketenangan dan kebahagiaan masyarakat. 
Keistimewaan dan keindahan itu apabila dapat dipraktekkan bersama-sama 
dengan ajaran-ajaran Islam yang lain, niscaya benar-benar dapat membentuk suatu umat 
yang ideal, yang padanya terkumpul segala unsur kekuatan yang adil, keteguhan dan 
kehidupan yang baik serta kemajuan yang utama. 
Dalam bagian ini kita menyebutkan sebagian dari keistimewaan dan keindahan 
itu untuk menjadi fakta-fakta yang berbicara yang menyingkap kemampuan hukum 
Islam mengembangkan keadilan yang merata dalam masyarakat dunia ini. Di antara 
keistimewaan dan keindahan hukum Islam itu ialah: 
1. Hukum Islam itu mudah, jauh dari sulit dan sempit. 
Di antara keistimewaan dan keindahan hukum Islam ialah kemudahan 
hukumnya, mudah diamalkan, jauh dari kepicikan, segala hukumnya selalu dapat 
berjalan seiring dengan fitrah manusia. Hukum Islam mempunyai kaidah: 
 ما ضاق شيء إالِّ اتسع
“Tiadalah sempit sesuatu melainkan menjadi luas”. 
Banyak ayat-ayat al-Quran yang menunjukkan kepada pengertian ini102. Hukum 
Islam adalah hukum yang mudah dipikul manusia. Di dalam hadits-hadits Rasulpun kita 
banyak menemukan nas-nas yang menandaskan apa yang telah diwahyukan Allah 
dalam al-Quran. Di dalam musnad Imam Ahmad, diriwayatkan dari Abu Umamah, 
bahwasanya Nabi bersabda: 
 أحبِّ الدين إلي هللا الحنيفية السمحة
“Agama yang disukai Allah adalah agama yang mudah lagi lapang”. 
Dalam suatu hadits lain, Nabi mengatakan: 
 إنِّما بعثتم مبشِّرين ولن تبعثوا معسِّرين
“Sesungguhnya kamu diutus sebagai orang-orang yang memudahkan dan sekali-kali 
kamu tiada diutus sebagai orang yang mempersulit”. 
Dari dasar ini para ahli hukum mengungkapkan banyak kaidah yang menjadi falsafah 
hukum Islam, di antaranya: 
 
                                                        





 المشقِّة تجلب التيسير    .1
 إنِّ األمر إذا ضاق اتِّسع    .2
ة    .3  السهيل في مواقع الضرورة والبلوي العامِّ
2. Hukum Islam sesuai dengan ketetapan akal dan logika yang benar dan sesuai dengan 
fitrah manusia sebelum fitrah itu dirusak hawa nafsu 
Segala hukum yang dinaskan di dalam al-Quran dan al-Sunnah adalah ma’qûlah 
al-ma’nâ, mempunyai hikmah dan rahasia yang tinggi. Ibadah sendiripun dalam garis 
besarnya mengandung hikmah dan manfa’at, baik dari segi budi pekerti, segi kejiwaan 
dan segi kemasyarakatan, yang semuanya itu tidaklah tersembunyi bagi mereka yang 
mempunyai akal yang kuat. Mungkin dalam sebagian penjelasan hukum tidak nampak 
hikmahnya kepada kita. Namun hal itu tidak memberikan pengertian bahwa hukum itu 
tidak mengandung hikmah. 
Hukum-hukum yang tidak dinaskan secara tegas, yaitu hukum-hukum yang 
berdasar ijtihad yang dibina atas ra’yu dan qiyas, yang memperhatikan kemaslahatan 
dan menolak kemafsadatan, maka sumbernya adalah akal dan kebebasan berpikir yang 
diikat rapat dengan dasar-dasar keadilan dan mengakui hak-hak manusia, serta 
keharusan memperhatikan kaidah-kaidah pembinaan hukum dan sumber-sumbernya. 
Hukum Islam adalah fitrah dan hukum akal. Tidak ada di dalamnya hukum-
hukum yang menyalahi analogi yang benar karena dia datang sebagai rahmat, hikmah, 
maslahat dan nikmat. 
3. Tujuan hukum hanyalah mewujudkan kemaslahatanm masyarakat, baik di dunia 
maupun di akhirat, menolak kemadaratan dan kemafsadatan, serta mewujudkan 
keadilan yang mutlak. 
Semua bagian hukum Islam, baik hukum yang dinaskan secara langsung ataupun 
hukum hasil ijtihad tetap diperhatikan padanya tujuan yang luhur ini. Ibnu Qayyim 
berkata: 
“Orang yang mempunyai rasa dalam merasakan syari’’at dan 
memperhatikan kesempurnaan-kesempurnaannya, kandungan kemaslahatan 
hamba baik di dunia dan di akhirat serta kesempurnaan keadilan utnuk 
memutuskan perkara di antara makhluk yang mengatasi keadilan syari’at 
Islam, maka tak ada kemaslahatan yang lebih dari yang dikandung oleh 





                                                        
103 Ibnu Qoyyim al-Jawziyyah, al-Thuruq al-Hukmiyyah (Bayrut: Dar al-Fikr, 1991), 10. 
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4. Hukum-hukumnya dibagi kepada ‘Azȋmah dan Rukhsah. 
Ibnu Umar ra. selalu memilih bidang azimah sedangkan Ibnu Abbas selalu 
memilih bidang rukhsah. Masyarakat dalam menghadapi problema ini ada yang sangat 
bersungguh-sungguh untuk berusaha mengambil yang azimah, ada pula yang berimbang 
dalam mengambil keduanya dan ada pula yang kurang. Sebagaimana Allah SWT 
berfirman dalam ayat 32 surat Fathir: 
 
“Kemudian kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara 
hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri 
dan di antara mereka ada yang pertengahan dan diantara mereka ada (pula) yang lebih 
dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang 
amat besar”. 
Mengenai masalah azimah dan rukhsah ini telah dibahas dengan sempurna 
dalam kitab-kitab Ushûl al-Ahkâm atau Ushûl al-Tasyrȋ’. 
5. Membolehkan kita memakan yang baik dan berhias yang indah, asal tidak berlebih-
lebihan dan tidak untuk membanggakan diri. 
Hukum Islam tidak membenarkan kita berlebih-lebihan dalam melaksanakan 
ibadah dan hukum Islam tidak membenarkan para mukallaf menyiksa diri. Allah SWT 




31. “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid. 
Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak 
menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” 
32. “Katakanlah, "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah 
dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) 
rezki yang baik?" Katakanlah, "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang 
beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat". 
Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui”. 
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6. Mengimbangi hak jiwa dengan hak anggota tubuh anggota dalam batas-batas yang 
seimbang. 
Islam mengharuskan kita dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan tubuh dan 
kebutuhan jiwa dengan jalan menempuh jalan wasatiyah/tengah-tengah. Hukum Islam 
menempatkan umatnya pada tempat yang terletak antara terlalu mementingkan 
keduniaan dengan terlalu mementingkan keakheratan. Allah berfirman dalam surat al-
Baqarah ayat 143: 
 
 “Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan 
pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) 
menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi 
kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang 
mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa 
amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah 
tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang kepada manusia”. 
 
Ajaran-ajaran Islam dan perintah-perintahNya serta hukum-hukumnya 
menjadikan umat Islam, umat yang wasatan berdiri di antara mereka yang terlalu 
dipengaruhi oleh kehidupan kebendaan dan di antara mereka yang terlalu dipengaruhi 
oleh ajaran-ajaran rohaniah, menyiksa tubuh dan menjauhkan diri dari segala 
kenikmatan dunia. 
7. Menyamaratakan taklîf di antara semua mukallaf 
Mereka para mukallaf disamaratakan dalam bidang taklif, bidang hukum atau 
bidang pengadilan. Segala hukum Islam dan segala taklif-taklifNya dibina atas prinsip 
persamaan. Semua anggota masyarakat Islam dibebani beban hukum yang sama. 
Hukuman atau sanksi dijatuhkan semua pihak yang bersalah tanpa pandang bulu. 
Umat Islam semuanya sama dalam memperoleh hak dan dalam menunaikan 
kewajiban, tak ada perbedaan antara kulit putih dan kulit hitam, antara hakim dan 
mahkum, antara orang Arab dan non Arab. Prinsip ini telah tumbuh sejak lahirnya 
Islam. 
Di antara bukti-bukti yang menunjukkan hal tersebut bahwa semua nas tidak 
ditunjukkan kepada orang-orang tertentu. Di antara kaidah usuliyah, tidak 
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mengkhususkan hukum taklifi terhadap sebagian orang. Rasulullah sendiri 
mempraktekkan prinsip tersebut atas dirinya. 
Telah diriwayatkan oleh ahli-ahli hadits bahwa Rasulullah Arab Badui yang 
pernah dilukai anggotanya tanpa sengaja dan mengatakan kepadanya bahwa Rasulullah 
siap menerima balasan darinya, maka orang Badui itu berkata,  
“Sesungguhnya aku telah halalkan engkau (telah bebaskan engkau) demi ayah 
dan ibuku, aku tidak akan lakukan demikian sekali-kali. Walaupun engkau lakukan 
demikian atas diriku, karena itu, Nabipun berdo’a untuknya dengan kebaikan. 
Ketika Rasulullah sakit yang berakhir dengan kewafatannya, beliau bersabda: 
ه مت ليا أيِّها الناس من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منِّي ومن كنت شت
خش ال يعرضا فهذا عرضي فليستقد منِّي ومن أخذت منه ماله فهذا مالي فليأخذ منه و
 الشحناء فهي ليست من شأني
“Wahai manusia, barang siapa yang pernah aku cambuk punggungnya, maka ini 
punggungku. Hendaklah dia mengambilnya. Dan barangsiapa yang telah aku rendahkan 
kehormatannya, maka inilah kehormatanku, balaslah. Dan barang siapa yang telah aku 
ambil hartanya, maka inilah hartaku, hendaklah dia mengambilnya. Jangan 
mengkhawatirkan adanya dendam, karena dendam bukanlah tabiatku”. 
Demikianlah di antara mahsanah atau keindahan yang ada dalam hukum Islam. 
Untuk lebih menyeluruh dapat dibaca dalam buku Falsafah Hukum Islam karangan M. 



















HUKUM ISLAM, RAKYAT DAN NEGARA 
 
Sumber teori konstitusional paling otoritatif di bawah syariah adalah model 
negara Madinah yang dibangun sendiri oleh Nabi pada 622 M, dan diterapkan oleh 
empat khalifah penggantinya (al-Khulafâ` al-Râsyidûn). 
Terlepas apakah dikarakterisasikan dalam terminologi modern sebagai teokrasi 
atau nomokrasi, negara Nabi di Madinah memiliki organisasi de facto yang khas yang 
harus dicontoh sepeninggalnya, yang tunduk pada modifikasi yang dibutuhkan karena 
berhentinya wahyu Allah. Sesuai dengan pandangan ini, penguasa ummat Islam setelah 
Nabi disebut khalifah Rasul Allah. Oleh karena itu, bagi mayoritas Sunni, khalifah 
adalah penerus peran Nabi sebagai penguasa politik tertinggi umat Islam, tanpa 
meneruskan perannya sebagai Nabi dan penerima petunjuk Allah. 
Bila kita menengok model Madinah, kita menemukan bahwa khalifah juga 
dipilih oleh sekelompok kecil kaum Muslimin atau ditunjuk oleh khalifah sebelumnya 
kemudian dikuatkan oleh masyarakat Muslim melalui dukungan umum (bay’ah). 
Ketidakjelasan dasar legitimasi politik dan informalitas prosedur dibawah negara model 
Madinah, lalu mengijinkan pengangkatan khalifah merosot kearah penunjukan langsung 
bersifat turun temurun, sementara bay’at untuk khalifah berikutnya diperoleh pada masa 
hidup khalifah yang ada. 
Model historis ini telah dinyatakan oleh beberapa ulama pada tahap sejarah 
Muslim yang berbeda, sebagai identitas yang mereka harapkan akan terwujud kembali. 
Meskipun kehendak atas pembaruan dan perumusan kembali telah menyebar luas 
namun perubahan kembali belum di introduksi lebih jauh dalam aspek syariah ini. Oleh 
karena itu, logis untuk menilai model historis ini dalam kaitannya dengan 
konstitusionalisme modern, karena model ini diajukan oleh para pendukung syariah 
untuk diterapkan sekarang. 
A. SUMBER DAN SIFAT KEKUASAAN 
Rasanya agak sulit berbicara tentang pemerintahan Nabi dalam perspektif 
konstitusionalisme. Istilah konstitusionalisme itu mengaplikasikan pembatasan hukum 
atas kekuasaan penguasa dan pertanggungjawaban politiknya terhadap sekelompok 
manusia lain. Sedangkan Nabi, bagi kaum Muslimin adalah utusan Allah, yang setiap 
kata dan perbuatannya merupakan satu-satunya kriteria validitas dan legalitas.  
Dalam istilah konstitusional, Nabi merupakan kedaulatan asli manusia dan 
pendiri negara Islam. Namun, beliau digantikan oleh manusia yang menikmati derajat 
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kekuasaan politik yang sama tanpa memiliki otoritas religius serupa104. Walaupun hak 
khalifah untuk memerintah diduga berdasarkan kepercayaan rakyat atas integritas 
moralnya dan keimanannya kepada ajaran Nabi, sehingga tidak ada jalan untuk 
membenarkan basis legitimasi politik itu ketika penunjukkan dan penetapan khalifah 
yang awal, bay’at dibuat dan tidak ada jalan untuk menarik dukungan dan pengakuan 
pada tahap berikutnya.  
Dengan kata lain otoritas khalifah diduga berasal dari dukungan rakyat tanpa 
prinsip dan mekanisme apapun yang dengan mekanisme dan prinsip itu rakyat dapat 
dengan bebas memberikan, membatasi atau menarik kembali dukungannya. Hal ini, 
menurut hemat saya, adalah salah satu sumber masalah konstitusional yang fundamental 
dari model negara Islam syariah. 
Sumber kesulitan kedua berkaitan dengan sifat dan ruang lingkup kekuasaan 
Nabi yang diwarisi oleh para penerusnya, para khalifah. Selama sepuluh tahun pertama 
negara Madinah, Nabi adalah satu-satunya penerima dan penafsir wahyu Ilahi, eksekutif 
tertinggi sekaligus kepala peradilan umat Islam. Dari sudut pandang konstitusional dan 
perundang-undangan, Nabi adalah penguasa tunggal negara Madinah pemegang 
kekuasaan legislatif, eksekutif  maupun yudikatif tertinggi dan bersifat mutlak.  
Sama sekali tidak bisa diragukan bahwa umat Islam tunduk kepada 
pemerintahan Nabi secara spontan dan suka rela, dengan kesetiaan yang mendalam 
terhadap kepribadiannya yang mempesona dan luar biasa, serta apresiasi mereka yang 
mendalam terhadap kebenaran tujuan-tujuan dan seluk beluk metodenya. 
Bagaimanapun, ini tidak boleh diikuti oleh meredupnya sifat konstitusional 
pemerintahannya. Keagalan generasi muslim berikutnya untuk mengapresiasi sifat khas 
dan khusus peran Nabi dan upaya mereka untuk memberikan peran yang sama kepada 
pengganti-penggantinya, para khalifah105, merupakan penyebab banyaknya kerancuan 
dan problem teori politik Islam. 
Baiklah, empat khalifah pertama tidak ingin mengganti Nabi dengan sifat dan 
ruang lingkup kekuasaan yang persis sama dengan Nabi. Tetapi fakta menunjukkan 
bahwa mereka dirasakan melakukan itu. Selain itu, andai pun sifat politik dan institusi 
sosial pra Islam dan Islam awal seperti pada masalah suksesi ---pada taraf tertentu –
berjalan alami dan bijaksana.  
Namun, ketika model yang ada itu diambil alih oleh generasi umat Islam 
berikutnya menjadi model yang paling otoritatif bagi negara Islam, maka mustahillah 
mendamaikan syariah dengan konstitusionalisme. Para ahli hukum dan ulama’ Muslim 
                                                        
104 Majid Khadduri, War and Peace in the Law of Islam (Baltimore: Johns Hopkins Press, 1970), 
12. 
105 Khalid M. Ishaque, “Al-Ahkam Al-Sultaniya: Laws of Government in Islam, “Islamic Studies 4 
(1965): 288, 293. 
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generasi berikutnya mungkin telah menyadari problem-problem yang diciptakan oleh 
model tersebut, namun mereka terus mencoba merasionalisasikan dan 
mempertahankannya selama beberapa generasi selama berabad-abad106. 
Hasil dari mempertahankan model yang digunakan khalifah sebagai model 
pemerintahan yang paling tinggi yang tidak terbatasi oleh pribadi manusia manapun 
atau lembaga apapun, maka menjadi tidak mungkin menyusun dan membatasi 
kekuasaan penguasa, sebagaimana secara pasti ditentukan oleh konstitualisme. 
Sebagai wakil Tuhan tertinggi, penguasa dapat menentukan mana pandangan 
atau penafsiran syariah yang otoritatif dan operatif serta memutuskan bagaimana 
menerapkan dalam praktik. Walaupun dia boleh jadi mendelegasikan sebagian 
kekuasaaan legislatif, eksekutif dan yudikatif, namun dia tetap mempertahankan 
kekuasaannya untuk menolak kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan para wakil 
dan para hakimnya. 
Beberapa ulama telah menyatakan pandangan bahwa karena Tuhan sendirilah 
pembuat undang-undang dalam Islam, maka tidak ada ruang bagi legislasi atau 
kekuasaan legislatif di bawah syariah107. Menurut saya posisi ini tidak benar, karena 
pertimbangan manusia harus tetap digunakan dalam menentukan prinsip-prinsip dan 
aturan-aturan syariah yang bisa diterapkan. Baik al-Quran maupun Sunnah harus 
ditafsirkan untuk mengembangkan prinsip-prinsip dan aturan-aturan hukum. Sifat dan 
cakupan fungsi legislatif dibawah syariah dengan tepat dinyatakan oleh seorang 
cendekiawan Muslim kontemporer sebagai berikut. 
Tanpa mengurangi fungsi eksklusif Tuhan sebagai pencipta hukum, suatu 
otoritas temporal untuk memahami atau menafsirkan hukum Tuhan atau 
mengelanborasi perincian tetap diperlukan. Hal ini karena seringkali syariah 
menyatakan suatu yang sederhana yang bersifat prinsip saja dan 
meninggalkannya kepada umat manusia untuk mengerjakan datal-detil 
hukum dan aturan berdasarkan pada prinsip tersebut. Atau, mungkin syariah 
secara khusus memberikan peluang pada lapangan pemikiran manusia dan 
memahami setting dari aturan-aturan dalam masalah tertentu. Kemudian 
sekali lagi, banyaknya perbedaan madzhab hukum islam menunjukkan 
bahwa garis besar hukum islam bersifat interpretatif dan merupakan derifasi 
dari syariah, dan bagi masing-masing interpretasi, derivasi dan elaborasi 
tersebut otoritas legislatif temporalnya harus dapat di identifikasi,yang 
otoritasnya ini bersifat material dengan cabang legislatif negara 
konstitusional dalam ilmu politik kontemporer.108 
 
Dalam pengertian inilah terdapat fungsi legislatif di bawah syariah. Menurut 
model historis, fungsi itu dibawah kontrol khalifah sebagai penguasa tertinggi, 
                                                        
106 Arnold T. W., The Caliphate (New York: Barnes and Noble, 1966), 45-46, 70-76. 
107 H. A. R. Gibb, “Constitusional Organization.” In Majid Khadduri and Herbert Liebesny, eds., 
Law in the Middle East, 3. 
108 Kemal A. Faruki, The Evolution of Islamic Constitusional Theory and Practise from 610 to 
1926 (Karachi, Decca: National Publishing House, 1971), 4. 
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meskipun begitu, khalifah dapat bersandar pada pendapat para hakimnya maupun ahli 
hukum yang lain. Sebagai contoh, ketika ada perbedaan pendapat dikalangan ahli 
hukum, "hak pemerintah yang sah untuk mendesakkan salah satu pendapat di antara 
otoritas yang bertentangan yang diangap paling baik."109 
 
B. PARTISIPASI POLITIK RAKYAT 
Banyak sudah yang diperbuat oleh para pengarang Muslim kontemporer 
berkaitan dengan gagasan tentang syura, suatu gagasan yang mengandaikan para 
penguasa berkonsultasi dengan para pemuka masyarakat tentang urusan Negara110. 
Namun, problem yang berkenaan dengan syura sebagai prinsip konstitusional adalah, 
karena konsep dan otoritasnya yang asli dalam al-Quran juga praktiknya dalam sejarah, 
tidak memiliki ruang lingkup yang komprehensif maupun efek yang mengikat111.  
Didorong keinginan menyusun suatu prinsip konstitusi modern dari syariah 
historis, sejumlah penulis Muslim modern telah mendistorsi fakta-fakta historis agar 
sesuai dengan pandangan mereka. Walaupun benar jika dikatakan bahwa partisipasi 
masyarakat dalam pemerintahan dan pertanggungjawaban penguasa kepada rakyatnya 
seharusnya sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional Islam, tetapi itu tidak dapat 
dipertahankan bahwa memang demikianlah halnya. Jika syariah telah menetapkan 
syura, tentu tidak perlu dibicarakan selama berabad-abad. 
Menurut ayat 3:159 (satu dari dua ayat yang menyebutkan istilah syura), Nabi 
secara lemah lembut dan penuh kasih berkonsultasi dengan mereka tentang urusan-
urusan publik, tetapi ketika memutuskan sesuatu, beliau harus memutuskannya dengan 
tetap bersandar kepada Allah. Walaupun Nabi melakukan konsultasi dalam berbagai 
situasi, dan sekali waktu mengikuti saran yang diberikan kepadanya, namun hal itu tidak 
dapat dilihat oleh para pendiri hukum sebagai sebuah perenungan dari ayat tersebut, 
tidak pula sebagai praktik yang tetap, bahwa Nabi selaku berkonsultasi dengan para 
Sahabatnya dalam masalah-masalah publik dan berkenan menerima nasehat yang 
diberikan.  
Dalam kasus apapun, peran religius Nabi dan sifat hubungan dengan Sahabatnya 
tidak bisa dipahami bahwa Nabi terikat untuk berkonsultasi dengan para Sahabatnya 
dalam urusan publik dan terikat untuk menerima nasehat yang diterima. Kewajiban 
Nabi untuk bermusyawarah dengan para Sahabatnya, lebih merupakan kewajiban 
kepada Allah daripada kewajiban kepada manusia. Hal ini membuat keseluruhan proses 
religius dan moral lebih dari sekedar bersifat hukum dan konstitusional. 
                                                        
109 N. J. Coulson, “The State and the Individual in Islamic Law.” International and Comparative 
Law Quarterly 6 (1957): 55. 
110 Muhammad Rashîd Ridâ, Tafsîr al-Manâr (Kairo: Dâr al-Manâr, 1947/1376 H), IV: 45. 
111 Al-Thûsî, Tafsîr al-Tibyân (Al-Najaf: Maktabah al-Amin, tt), III: 32. 
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Ayat 42:38 (ayat lain yang berkaitan dengan syura) menggambarkan orang-
orang yang beriman sebagai suatu komunitas yang memutuskan masalah-masalah 
mereka melalui musyawarah diantara mereka. Tidak dikatakan, tidak pula ditafsirkan 
oleh para ahli hukum terkemuka kedalam arti bahwa pandangan mayoritas itu 
berlaku112. Kenyataanya, tidak pernah ada prosedur atau mekanisme untuk musyawarah 
dan tidak ada konsekuensi-konsekuensi hukum yang menyertai kegagalan pemerintah 
untuk bermusyawarah dengan warga negaranya atau mengikuti nasehat yang diberikan 
kepadanya.  
Semenjak masa khalifah pertama, Abu Bakar, penguasa memutuskan sendiri 
apakah berkonsultasi dengan warga masyarakatnya dan apakah bertindak berdasarkan 
nasehat yang diberikan itu. Abu Bakar menentang pandangan mayoritas para Sahabat 
terkemuka ketika dia memutuskan untuk memerangi suku Arab yang berontak (al-
murtaddīn) setelah wafat Nabi. Umar, khalifah kedua, juga menentang pandangan 
mayoritas para Sahabat terkemuka tentang pendistribusian tanah rampasan perang di 
Iraq bagian selatan. 
Para pendukung syura sebagai prinsip konstitusional modern yang mensyaratkan 
penguasa untuk bermusyawarah dan terikat oleh nasehat yang diterima  juga 
mengemukakan ayat lain, seperti ayat-ayat 3:110, 3:112 dan 22:41, yang menyatakan 
umat Islam sebagai "penyeru kepada kebaikan dan pencegah kejahatan". Walaupun 
ayat-ayat itu dapat ditafsirkan sebagai pendukung kewajiban untuk menyerukan ke arah 
kebaikan dan mencegah kejahatan dalam pemerintahan, kaena itu sebagai implikasinya 
turut berpartisipasi, namun tidak dapat dinyatakan sebagai penafsiran historis terhadap 
ayat-ayat itu sebagaimana oleh para ahli hukum perintis. 
Sumber kerancuan lain mengenai sifat konstitusional negara Islam di bawah 
syariah adalah pandangan bahwa khalifah bukanlah penguasa despotik dan mutlak 
karena, seperti Muslim yang lain, dia terikat oleh syariah. Tetapi karena khalifah sendiri 
adalah pemegang otoritas tertinggi syariah dan bagaimana penerapannya pada kasus 
yang ada, (dengan demikian dia adalah otoritas tertinggi dalam legislatif, judicial dan 
eksekutif), maka pembatasan kekuasaannya oleh syariah hanya sedikit sekali memiliki 
nilai praktis.  
Status para ahli hukum yang secara teknik berkompeten untuk menentukan 
syariah selalu hanya bersifat nasehat. Sekali lagi perlu ditekankan, bahwa kemungkinan 
modern mengembangkan otoritas yang mandiri dan secara konstitusional disetujui yang 
memungkinkan menyatakan dan menerapkan hukum yang berlawanan dengan 
pemerintah eksekutif, jangan dihancurkan dengan posisinya di bawah syariah historis.   
                                                        




Penilaian konstitusionasl atas model syariah seperti diuraikan di atas, jelas 
menunjukkan perlunya klarifkasi dua konsep yang sangat berhubungan dengan 
konstitusionalisme modern: kedaulatan dan kewarganegaraan. Konsep-konsep itu (yang 
masuk pada jantung filsafat politk) tidak mungkin didiskusikan secara mendalam di sini. 
Namun, kita perlu memperjelas posisi yang dambil dalam studi ini sehubungan dengan 
konsep-konsep sentral itu. 
Kedaulatan memiliki bermacam-macam konotasi, dalam hukum internasional, 
hukum konstitusional dan filsafat politik. Tetapi ia selalu menandai otoritas atau 
pemerintahan tertingi berdasar hukum (legal)113. Ia telah didefinisikan sebagai 
kekuasaan tertinggi dengan mana rakyat diperintah dan bahwa seseorang atau 
sekelompok orang dalam suatu negara, secara politik tidak ada yang lebih tinggi. 
Kedaulatan adalah eksistensi yang perlu bagi negara dan hak serta kekuasaan yang perlu 
diikuti. Kedaulatan dalam pengertiannya yang paling luas berarti kekuasaan tertinggi, 
mutlak dan tidak bisa dikontrol; hak mutlak untuk pemerintah. Kata yang paling dekat 
dengan arti kata "kedaulatan" adalah kehendak atau kemauan, seperti diterapkan dalam 
masalah-masalah politk. 
Perdebatan tentang konsep kedaulatan paling baik dipahami dalam konteks 
historis untuk melacak asal-usulnya sejak abad XIX dan XX yang mendasari kekuasaan 
sekuler murni di dalam negara. Tampaknya pandangan yang berbeda dengan pokok 
masalah itu dapat dipadukan jika kita melihat kembali fakta bahwa beberapa penulis 
berbicara tentang kedaulatan dalam konteks bahaya atau keadaan darurat atau perang 
saudara, sedangkan yang lain mengarahkan isu pada kondisi politik yang normal. Faktor 
kontekstual ini mungkin mempertimbangkan perbedaan tentang bagaimana kedaulatan 
dapat dilaksanakan pada segala kondisi. Karena itu barangkali bermanfaat untuk 
menjelaskan kedaulatan sebagai sesuatu yang permanen dalam diri seseorang atau 
sekelompok orang yang dapat mendelegasikan pelaksanaannya kepada orang lain dalam 
keadaan tertentu dan tujuan khusus. 
Pertanyaan-pertanyaan seperti siapa pemegang kedaulatan yang permanen, 
apakah ia bisa mendelegasikan, kepada siapa, seberapa jauh dan untuk tujuan apa, dapat 
didiskusikan. Dan secara definitif jawaban hanya ada didalam konteks suatu negara dan 
dari sudut pandang filsafat politik atau ideologi yang dimilikinya sebagaimana 
dicerminkan dalam tatanan konstitusional. Bagaimanapun juga, ada konteks yang lebih 
luas, yang berasal dari rasa keadilan yang berlaku dan kebijaksanaan yang mungkin 
digunakan sebagai landasan bagi berbagai hipotesis umum, dimana kedaulatan harus 
                                                        
113Francis W. Coker, “Sovereignty.” Dalam Edwin R. A. Seligman, ed. Encyclopedia of the Social 
Sciences (New York: Macmilsn, 1930), XIV: 265.  
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ditempatkan, kepada siapa secara absah dapat didelegasikan dan seterusnya. Karena 
kedaulatan menandai kekuasaan untuk menentukan kebijakan dan pelaksanaannya 
melalui hukum dan berbagai institusi lainnya, maka ia hanya dapat secara benar dan 
secara bijaksana didasarkan pada kepedulian seluruh masyarakat yang mendukung 
untuk diperintah demikian.  
Secara moral tak dapat dibenarkan dan dalam praktik sulit memaksa masyarakat 
melaksanakan kebijakan-kebijakan dan mengikuti hukum yang berlawanan dengan 
kebebasan kehendak mereka. Itu tidak berarti bahwa masing-masing orang harus 
memiliki pilihan kebijakan sekehendak hatinya. Yang mungkin ia secara bebas 
menghendaki pelaksanaan hukum dan begitu ia menghendaki hukum itu berubah maka 
harus dituruti. Bahwa masing-masing dan setiap warga Negara dalam suatu Negara 
harus memilki jalan yang secara signifikan mempengaruhi proses-proses penentuan 
kebijakan dan legislasi hukum. Untuk dapat mempengaruhi seara signifikan proses-
proses vital tersebut, masing-masing dan setiap orang harus memiliki kesempatan yang 
sama dan tidak terhalang untuk menjadi, atau memilih seseorang dapat menjadi 
pembuat dan pelaksana kebijakan dan hukum.   
Selain itu, karena pembuatan kebijakan dan keputusan adalah semua proses yang 
meresap dan berlanjut maka masing-masingdan setiap warga negara harus dapat secara 
signifikan mempengaruhi fungsi vital tersebut kapan saja dan dalam level manapun. 
Oleh karena itu, setiap warga Negara berhak untuk menyatakan persetujuan atau 
ketidaksetujuan terhadap kebijakan dan keputusan serta diberikan kesempatan untuk 
berusaha mengubahnya dalam kaitannya dengan yang lain. Hal yang sama pentingnya 
adalah kemampuan masing-masing dan setiap warga Negara secara sah menentang 
kebijakan atau hukum apapun lewat sarana perundang-undangan, juga lewat alat politik. 
Ide-ide tersebut relevan untuk semua implikasi konstitusionalisme yang dibutuhkan 
yang didiskusikan dibawah nanti. 
Jelas bahwa suatu isu pokok yang mendasari semua problem konstitusionalisme 
dalam syariah adalah ambivalensi tertentu dalam hal kedaulatan ini. Meskipun 
merupakan kepercayaan yang mendalam bagi muslim bahwa otoritas kedaulatan 
tertinggi terletak ditangan Allah114, namun tidak dengan sendirinya menunjukkan siapa 
yang berwenang untuk bertindak atas kedaulatan tertinggi itu. Selama Nabi masih 
hidup, jawaban terhadap masalah ini pasti dan tidak diperselisihkan. Setelah Nabi wafat, 
hak semua orang yang mengklaim posisi sebagai wakil kedaulatan Tuhan lalu menjadi 
masalah. Klaim para khalifah baik implisit maupun eksplisit, bahwa mereka bertindak 
semata-mata sebagai instrument kehendak ilahi yang di ekspresikan melalui syariah 
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mengundang masalah bagaimana khalifah ditunjuk dan mempertanggungjawabkan 
negaranya.  
Untuk menerapkan konstitusionalisme modern kita harus menjawab pertanyaan-
pertanyaan fundamental berikut: bisakah gagasan tentang wakil kedaulatan Tuhan 
(apakah khalifah atau yang serupa dengannya di dunia modern) bisa dipertemukan 
dengan konstitusionalisme? Bagaimana ia mempertanggungawabkan pelaksanaannya 
dari segi keagamaan?  
Argumen bahwa wakil kedaulatan Tuhan adalah ummah, totalitas rakyat negara 
Islam, tidak terbatas pada seseorang secara individual atau sekelompok orang, rupanya 
menawarkan beberapa kemungkinan kepercayaan terhadap berbagai problem itu. Jika 
ummah merupakan wakil kolektif kedaulatan Tuhan, maka mereka berhak untuk 
menunjuk wakil-wakilnya untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan dan 
mempertanggungjawabkan kepada ummah sebagai agen kedaulatan Tuhan yang asli.  
Disamping keberatan yang lebih fundamental yang tercatat dalam paragraf 
selanjutnya, harus ditekankan bahwa syariah tidak menyiapkan implementasi konsep 
pemerintahan representatif yang bertanggungjawab. Syariah tidak menunjukkan 
mekanisme dan prosedur yang jelas untuk memilih khalifah untuk rakyat secara luas, 
untuk pertanggungjawabannya dalam memegang jabatan, atau untuk suksesi secara 
regular dan damai hal ini tidak untuk mengatakan bahwa mekanisme dan prosedur tidak 
dapat dikembangkan sekarang. Bahkan, sederhananya ingin mencatat bahwa mekanisme 
dan prosedur itu memang belum ada. 
Problem yang lebih fundamental berkaitan dengan gagasan tentang ummah 
sebagai kedaulatan manusia adalah ia mengabaikan warga negara non-Muslim. 
Membatasi partisipasi perempuan muslim dalam menyelenggarakan urusan-urusan 
negara. Ini tentu saja tidak konsisten dengan konstitusi modern yang mensyaratkan 
persamaan dan tidak ada diskriminasi diantara warga Negara. 
 
D. KEWARGANEGARAAN 
Masalah kedua yang mendasari ide yang problematik dalam syariah adalah 
kewarganegaraan siapa saja yang tercakup dalam ungkapan "setiap warga negara yang 
berkali-kali digunakan dalam diskusi terdahulu tentang kedaulatan ? Tidak ada negara 
yang dapat secara logis diharapkan memberikan hak-hak sipil, sosial, ekonomi dan 
politik secara penuh terhadap orang yang kebetulan lahir di dalam wilayah negaranya. 
Tidak ada suatupun negara secara logis berhak memaksakan kewajiban yang 
diperintahkan dengan menurut kesatuan dari siapa saja yang kebetulan berada di dalam 
wilayahnya. Karena itu, sistem konstitusional dan perundang-undangan biasanya akan 
membedakan antara mereka yang berhak, mereka yang dihalangi oleh kewajiban setia 
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kepada negara dan mereka yang tidak demikian. Apa yang harus menjadi kriteria untuk 
membedakan orang-orang ini menurut yurisdiksi negara?  
Kewarganegaran selalu berkaitan dengan keseimbangan hak dan kewajiban 
masyarakat. Hal ini menjelaskan fakta bahwa dimanapun konsep kewarganegaraan 
personal mendahului perkembangan konsep kewilayahan yang karena munculnya 
negara bangsa modern, diakui oleh hukum internasional115. Jika konsep 
kewarganegaraan personal didasarkan kepada atribut atau kualitas personal seperti 
agama atau etnik, maka konsep kewarganegaraan kewilayahan memberi manfaat dan 
beban kepada semua yang lahir dan menetap di dalam wilayah suatu negara, termasuk 
mereka yang mendapat naturalisasi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku 
dinegara itu.  
Menolak kewarganegaraan penuh bagi seorang yang dilahirkan dan menetap 
sebagai penduduk di dalam suatu negara, tidak dapat diterima secara moral dan politik, 
kecuali jika orang itu memilih dan memperoleh dan kewarganegaraan negara lain. Tentu 
saja, negara manapun akan memiliki kebijaksanaan untuk menentukan seseorang yang 
dilahirkan di negara lain bisa di naturalisasi. Saya akan memusatkan perhatian pada 
status hukum dan hak-hak orang yang menjadi warga negara berdasarkan kelahiran dan 
penduduk tetap dalam wilayah suatu negara. 
Adalah hak seluruh warga Negara untuk secara terus menerus dan signifikan 
mempengaruhi formulasi dan penetapan kebijakan publik serta pengundangan hukum-
hukum publik. Hak tersebut adalah pembenaran moral dan pragmatis bagi kedaulatan 
negara. Karena hak ini harus bermakna efektif, semua warga harus menikmati 
kebebasan untuk mencari dan saling menukar informasi menyangkut isu-isu dan untuk 
bekerjasama dengan warga negara yang lain dalam mendorong pandangan bersama 
demi kepentingan umum. 
Gagasan dasar ini dinyatakan sebagai hak dan peluang kaum minoritas, 
sekalipun hanya satu orang, untuk berusaha 'menuntut' menjadi mayoritas dan dengan 
cara itu mereka berhasil memformulasikan pandangan kedalam kebijakan dan 
diberlakukan dalam hukum. Prinsip aturan (berdasarkan) mayoritas, tak dapat 
dipertahankan kecuali jika minoritas memperoleh hak hukum dan kesempatan menjadi 
mayoritas, sehingga pandangan-pandangannya suatu saat dapat diberlakukan. 
Agaknya logis untuk mengikuti premis bahwa mayoritas dan minoritas tidaklah 
berdasarkan pada faktor-faktor insidental yang permanen seperti ras atau jenis kelamin, 
yang tidak dapat diubah oleh individu. Seorang tidak dapat dipaksa meninggalkan 
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atribut esensial bagi kebebasan dan martabat kemanusiaannya seperti kebebasan 
beragama dan berkeyakinan, hanya karena ia bukan bagian dari mayoritas.  
Oleh karena itu, suatu kebijakan dan hukum harus selalu dibangun di atas dasar 
rasional, yang dihormati dan didukung oleh seluruh warga negara, tanpa memandang 
ras, jenis kelamin atau agama dan kepercayaannya. Sebaliknya, kita tidak dapat 
berharap untuk mempertahankan kesetiaan kepada negara dan undang- undang dari 
mereka yang dibatasi oleh ketundukan abadi kepada aspirasi mayoritas, tanpa ada 
peluang untuk menjadi mayoritas itu sendiri.  
Kemungkinan penafsiran alternatif terhadap pengalaman konstitusional muslim 
historis bermanfaat hanya jika disertai revisi beberapa aspek syariah, dan melengkapi 
kekurangan-kekurangan dalam menyediakan mekanisme perwakilan dan 
pertanggungjawaban yang murni. Misalnya, konsep ummah sebagai wakil kolektif  
kedaulatan Tuhan dan kedaulatan manusia itu, dapat menjadi landasan 
konstitusionalisme aktif hanya jika cakupan ummah dalam syariah direvisi dengan 
memasukkan seluruh warga negara atas dasar kesamaan mutlak tanpa diskriminasi 
berdasarkan agama maupun jenis kelamin. 
Dengan demikian, merevisi syariah historis yang membingungkan itu dengan 
melakukan reformasi untuk dapat diterapkan di masa depan merupakan keniscayaan. 
Namun reinterpretasi sumber-sumber Islam dengan cara-cara yang mendukung 
konstitusionalisme modern, hanya mengantarkan seseorang untuk berpikir bahwa cara-
cara itu seolah-olah digunakan dimasa lalu. Setelah menganalisis negara Islam historis 
dalam perspektif teori kontrak-ganda (double countract theory), - membentuk 
masyarakat sekaligus menempatkan seorang raja (khalifah) untuk memerintah-, 
Khadduri menyimpulkan bahwa "negara kekhilafahan awal", yang didasarkan pada teori 
kontrak-ganda itu sendiri jelas demokratis. Tetapi dalam perkembangannya di bawah 
pengaruh Bizantium dan Persia, lambat laun berubah menjadi institusi yang otokratik.  
Para teolog – yuris Islam yang hampir seluruhnya cenderung pada sikap 
apologetik terhadap perkembangan kesejarahannya gagal merumuskan  filsafat politik 
kritis yang menjelaskan semangat keadilan dan demokratis yang melekat pada basis 
kontraktual awal116. Tetapi, saya akan menunjukkan bahwa kekhalifahan yang 
kemudian berkembang menjadi institusi yang otokratik yang lebih disebabkan pada sifat 
yang melekat pada syariah dari pada pengaruh tradisi Bizantium atau Persia.  
Dengan kata lain, semangat keadilan dan demokrasi yang melekat pada model 
negara Islam Madinah tertutup oleh sifat non demokrasi dari model negara yang 
dibenarkan oleh konteks kesejarahan, termasuk tradisi Bizantium dan Persia. Tantangan 
yang menghadang ummat Islam sekarang adalah merumuskan filsafat politik kritis yang 
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dapat menyingkirkan elemen-elemen syariah historis yang secara inheren tidak sesuai 
dengan konstitusionalisme modern itu. 
 
E. SIFAT DAN KARAKTERISTIK HUKUM ISLAM 
1. Sempurna 
Hukum Islam diturunkan dalam bentuk yang umum dan dalam bentuk garis 
besar permasalahan. Oleh karena itu, hukum-hukumnya besifat tetap, tidak berubah-
ubah lantaran berubahnya masa dan berlainan tempat. Untuk hukum-hukum yang lebih 
rinci, Hukum Islam hanya menempatkan kaidah dan memberikan patokan umum117. 
Penjelasan dan rinciannya diserahkan pada ijtihad pemuka masyarakat118. 
 Dengan menetapkan patokan-patokan umum tersebut hukum Islam dapat benar-
benar menjadi petunjuk yang universal, dapat diterima di semua tempat dan setiap saat. 
Setiap saat umat manusia dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan garis-garis 
kebijaksanaan al-Quran, sehingga mereka tidak melenceng. 
Penetapan al-Quran tentang hukum dalam bentuk yang global dan simple itu 
dimaksudkan untuk memberikan kebebasan pada umat manusia untuk melakukan 
ijtihad sesuai dengan situasi dan kondisi zaman. Dengan sifatnya yang global ini 
diharapkan hukum Islam dapat berlaku sepanjang masa. 
2. Elastis  
Hukum Islam juga bersifat elastis (lentur, luwes), ia meliputi segala bidang dan 
lapangan kehidupan manusia. Permasalahan kemanusiaan, kehidupan jasmani dan 
rohani, hubungan sesama mahluk, hubungan mahluk dengan khalik, serta tuntunan 
hidup dunia dan akhirat terkandung dalam ajarannya. Hukum Islam memperhatikan 
berbagai segi kehidupan, baik bidang mu'amalah, ibadah, jinayah, dan sebagainya. 
Meski demikian, ia tidak memiliki dogma yang kaku, keras dan memaksa. Ia hanya 
memberikan kaidah-kaidah umum yang mesti dijalankan oleh umat manusia. 
Dengan demikian, yang diharapkan dari umat Islam adalah tumbuh dan 
berkembangnya proses ijtihad, yang menurut Iqbal disebut “Prinsip gerak dalam Islam”. 
Ijtihad merupakan suatu teori yang aktif, produktif, dan konstruktif. 
Hak ijtihad diberikan kepada setiap muslim yang mampu berijtihad dan 
berpedoman kepada dasar-dasar kaidah yang telah ditetapkan. Ijtihad bukan hanya hak 
imam-imam mujtahid, seperti al-Syafi’i, Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad bin Hanbal. 
Setiap muslim dituntut untuk terus berusaha meningkatkan kualitas diri untuk menaiki 
jenjang “mujtahid”. 
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118 Joseph Schacht, Pengantar Hukum Islam, pent. IAIN Raden Fatah Palembang, Drs. M. 
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3. Universal dan Dinamis 
Ajaran Islam bersifat universal. Ia meliputi seluruh alam tanpa tapal batas, tidak 
dibatasi pada daerah tertentu seperti ruang lingkup ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Ia 
berlaku bagi orang Arab dan orang ‘Ajam (non Arab), kulit putih dan kulit hitam. 
Universalitas hukum Islam ini sesuai dengan pemilik hukum itu sendiri yang 
kekuasaannya tidak terbatas. Di samping itu hukum Islam mempunyai sifat yang 
dinamis (cocok untuk setiap zaman). 
Bukti yang menunjukkan apakah hukum Islam memenuhi sifat tersebut atau 
tidak, harus dikembalikan kepada al-Quran, karena al-Quran merupakan wadah dari 
ajaran Islam yang diturunkan Allah kepada umat manusia di muka bumi ini. Al-Quran 
juga merupakan garis kebijaksanaan Tuhan dalam mengatur alam semesta termasuk 
manusia. Allah berfirman dalam surat Saba’ ayat 28 dan surat al-Anbiya’ ayat 107: 
 
“Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai 
pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia 
tiada mengetahui”. 
 
“Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta 
alam”. 
Namun demikian, ada pengamat hukum Islam yang menyatakan bahwa dalam 
praktiknya hukum Islam tidak dapat berlaku secara universal119. Pendapat ini lebih 
banyak melihat dari kenyataan sejarah bahwa penguasa Islam tidak memberlakukan 
hukum Islam di kawasan non muslim atau kepada non muslim yang ada di wilayahnya. 
Agaknya penilaian tersebut kurang tepat kalau dihubungkan dengan fakta sejarah pada 
masa Rasul. 
Konstitusi negara Muslim pertama, Madinah menyetujui dan melindungi 
kepercayaan non muslim dan kebebasan mereka untuk mendakwahkan. Konstitusi ini 
merupakan kesepakatan antara Muslim dan Yahudi, serta orang-orang Arab yang 
bergabung di dalamnya. Non Muslim dibebaskan dari keharusan membela negara 
dengan membayar jizyah, yang berarti hak hidup dan hak milik mereka dijamin. Istilah 
“Dzimmi” berarti orang (non Muslim) yang dilindungi Allah dan Rasul. Kepada orang-
                                                        
119 Joseph Schacht, op. cit., 257. 
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orang non Muslim itu diberikan hak otonomi yudisial tertentu. Warga negara dan 
kalangan ahli kitab dipersilahkan menyelenggarakan keadilan sesuai dengan apa yang 
Allah wahyukan. Rasulullah bersabda, “Aku sendiri yang akan menanya pada hari 
kiamat, oang yang menyakiti orang dzimmi atau memberinya tanggungjawab yang 
melebihi kemampuannya atau merampok apa yang menjadi haknya”120. 
4. Sistematis  
Arti dari pernyataan bahwa hukum Islam itu bersifat sistematis adalah bahwa 
hukum Islam itu mencerminkan sejumlah doktrin yang bertalian secara logis. Beberapa 
lembaganya saling berhubungan satu dengan yang lainya121. 
Perintah sholat dalam al-Quran senantiasa diringi dengan perintah zakat. 
Berulang-ulang Allah berfirman, “Makan dan minumlah kamu, tetapi jangan berlebih-
lebihan”. 
Dari ayat di atas dipahami bahwa Islam tidak mengajarkan spiritual yang 
mandul. Dalam hukum Islam seseorang dilarang hanya bermu’amalah dengan Allah dan 
melupakan dunia. Dalam hukum Islam manusia diperintahkan mencari rezeki, tetapi 
hukum Islam melarang sifat imperial dan kolonial ketika mencari rezeki tersebut. 
Demikian pula dengan lembaganya. Pengadilan dalam Islam tidak akan 
memberikan hukuman potong tangan kepada pencuri apabila keadaan masyarakat 
sedang kacau dan terjadi kelaparan; tidak akan memberikan hukuman rajam bagi pezina 
kalau lokalisasi-lokalisasi pelacuran, buku dan film porno, kebiasaan berpakaian belum 
ditetapkan seperti yang dikehendaki oleh Islam. Dengan demikian hukum Islam dan 
lembaganya akan senantiasa berhubungan satu dengan yang lainnya. Hukum Islam tidak 
akan bisa dilaksanakan apabila diterapkan hanya sebagian dan ditinggalkan sebagian 
yang lainnya. 
5. Hukum Islam Bersifat Ta’aqqulî dan Ta’abbudî 
Sebegitu jauh hukum Islam hanya mempunyai dua dasar pokok: al-Quran dan 
Sunnah Nabi. Di samping dua sumber pokok tersebut ada lagi sumber pokok lain yaitu 
konsensus masyarakat (ulama)122 yang mencerminkan suatu transisi ke arah satu hukum 
yang berdiri sendiri (penafsiran terhadap al-Quran dan Sunnah). 
Seperti diterangkan dimuka, syariah Islam mencakup bidang mu'amalah dan 
bidang ibadah. Dalam bidang ibadah terkandung nlai-nilai ta'abbudi atau ghairu 
ma'qûlat al-ma'nâ (غير معقولة المعنى), irrasional. 
Artinya manusia tidak boleh beribadah kecuali dengan apa yang telah 
disyari'atkan. Dalam bidang ini tidak ada pintu ijtihad bagi umat manusia. Sedangkan 
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122 Ibid.., 260. 
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bidang mu'amalah, didalamnya terkandung nilai-nilai ta'aqqulȋ atau ma'qûlat al-ma'nâ 
 rasional. Artinya, umat Islam dituntut untuk berijtihad guna (معقولة المعنى)
membumikan ketentuan-ketentuan syariah tersebut. 
Mencium Hajar Aswad ketika tawaf mengelilingi ka'bah merupakan ibadah yang 
irrasional sampai Umar bin Khattab sendiri mengatakan, "Kamu adalah batu biasa, 
kalaulah Rasul tidak menciummu akupun tidak akan menciummu". Meski ada usaha 
rasionalisasi, usaha tersebut sifatnya temporer, karena ia merupakan ijtihad manusia 
yang akan selalu berubah dengan perubahan masa. Aspek irrasional dalam bidang 
ibadah ini sebagian diantara tujuannya adalah untuk menunjukkan keterbatasan akal 
manusia. 
Dari segi hukum Islam yang bersifat heteromonois dan yang bersifat irrasional, 
aturan-aturan hukum Islam itu sah atau baik kaena semata-mata eksisteni kebajikan 
yang terkandung didalamnya, bukan karena rasionalitasnya. 
Dahulu faktor penyebab diharamkannya babi bagi kaum muslimin merupakan 
hal yang irrasional tetapi ketika diketahui bahwa di dalam babi terdapat unsur cacing 
pita dan penyakit lain, maka ia berubah menjadi rasional. Namun, ketika cacing pita dan 
penyakit lain sudah dapat dibersihkan dari daging babi, pengharaman babi tersebut 






















PEMBENTUKAN DAN PENERAPAN HUKUM ISLAM 
 
A. TAHAP-TAHAP PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM 
Cukup beralasan untuk mengasumsikan bahwa formulasi hukum Islam, 
sebagaimana sistem perundang-undangan lainnya, mengikuti tahap-tahap 
perkembangan ummat teknik-teknik penyebaran syariah dari sumber sucinya dan cara-
cara menyusun konsep dan prinsip fundamentalnya, jelas merupakan produk sejarah 
intelektual, sosial dan politik ummat Islam. Tetapi tak mungkin membahas semua itu 
secara komprehensif dan menggambarkan secara tuntas seluruh prosesnya disini. 
Namun sebuah kerangka singkat mungkin dapat membantu memahami bagaimana 
syariah disusun.  
Tiga abad pertama Islam (abad VII hingga IX M) adalah periode pembentukan 
syariah. Sejak masa itu determinan sejarah utama dalam pembentukan syariah 
mencakup watak territorial geografis dan konteks sosial politik umat Islam123. Tahap 
ekspansi Islam dan masuknya berbagai kelompok etnik dan kultural ke dalam Islam, 
juga penting. Faktor-faktor territorial dan demografis ini mempengaruhi sifat politik dan 
sosiologis negara Islam dan memberikan bahan mentah bagi pengembangan institusi 
dan kebijakan selama tiga abad pertama yang krusial ini. Kombinasi berbagai faktor itu 
berpengaruh pada formulasi hukum Islam. 
Sumber-sumber sejarah sepakat tentang gambaran ekspansi Islam yang luar 
biasa dari negara-kota Madinah menjadi kawasan imperium yang luas, yang 
membentang dari Spanyol di barat hingga India di timur. Ekspansi itu berlangsung amat 
singkat, hanya dalam beberapa dekade saja setelah Nabi wafat. Ekspansi fenomenal itu, 
telah membawa berbagai unsur etnik dan kultural, termasuk peradaban dan sistem 
hukum dan pemerintahan yang lebih tua dan canggih ke dalam Islam. Era akhir 
Umayyah dan awal Abbasiyyah merupakan periode konsolidasi dan asimilasi, masa 
ketika kelompok-kelompok yang saling bertentangan itu bersatu dan terintegrasi ke 
dalam Islam.  
Proses Islamisasi kini mencakup adopsi dan adaptasi norma-norma dan institusi-
institusi pra-Islam baik dari unsur Arab maupun non Arab124. Proses Islamisasi itu 
berjalan lambat dan tertutup karena terbatasnya sarana transportasi, komunikasi dan 
sumberdaya teknologi lainnya pada abad VII dan VIII. Namun, proses itu cukup 
                                                        
123 Marshall G. S. Hodgson, The Venture of Islam (Chicago: University of Chicago Press, 1974), 
vol. I. bk. 1. 
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spektakuler dan efektif dalam menciptakan iklim perkembangan syariah, seni, ilmu 
pengetahuan dan peradaban Islam sampai beberapa abad berikutnya. 
Tulisan Fazlur Rahman berikut mencerminkan pandangan umat Islam umumnya 
tentang hakekat negara dan hubungannya dengan syariah hingga akhir dinasti Umayah: 
Selama periode empat khalifah pertama (sampai sekitar tahun 40/660), 
negara dan pemerintahan Muslim di pimpin oleh khalifah, namun tidak 
dapat dibedakan dari badan publik yang ditopang oleh sebagian besar 
sahabat Nabi di Madinah, khususnya anggota senior yang memberi nasehat, 
mengontrol dan berpartisipasi, baik dalam fungsi legislatif maupun 
eksekutif. Pada tahap itu pula, hukum hampir tidak dapat dipisahkan, 
legislasi pada periode ini merupakan kerja kolektif umat atau para sahabat 
senior, walaupun demi kesopanan diaku sebagai karya khalifah. Namun, 
dengan berkuasanya Umayyah, pemerintahan berpusat pada tangan autokrasi 
yang berjarak dengan publik. Pemerintahan Umayyah menjalankan 
administrasinya dari Damaskus yang sebagian besar dituntun oleh al-Quran 
dan Sunnah, tetapi diberi interpretasi oleh para pejabat dan para penguasa 
mereka sebagai prinsip kebijakan dan ditafsirkan dalam perspektif praktik-
praktik lokal di propinsi-propinsi yang berbeda. … khalifah Umayyah yang 
pertama kali melakukan penerapan hukum syariah secara serius dan sistemik 
adalah Umar Ibn Abdul Aziz pada penghujung abad I H/awal abad VIII 
M125. 
 
Sering dikatakan bahwa Islamisasi yang murni dan menyeluruh terhadap 
pemerintahan dan administrasi peradilan bukanlah prioritas utama pemerintahan 
Umayyah, karena mereka sibuk melakukan ekspansi keluar dan konsolidasi kedalam 
wilayah kekuasaan mereka. Namun, seberapapun kadarnya Islamisasi pasti tejadi pada 
masa Umayyah, sejauh masih berkaitan dengan konsolidasi ke dalam dan ekspansi 
keluar tadi. Abbasiyah, yang berhasil menentang pemerintahan Umayyah atas dasar 
kegagalan Umayyah dalam meneruskan Islamisasi secara ketat, dikatakan telah 
menerapkan hukum Islam dengan lebih komprehensif dan dengan penampilan yang 
lebih tegas.  
Hal ini mungkin benar dalam praktik pemerintahan Abbasiyah paling awal, 
tetapi karena kenyataan politik yang memaksa menyebabkan praktik Abbasiyah 
menyimpang dari teori syariah itu. Namun, pentingnya komitmen praktis Abbasiyah 
awal (dan kejutan teoretis) terhadap ketentuan syariah tidak bisa diabaikan. Komitmen 
tersebut tampak dengan diciptakannya sumber-sumber dan teknik-teknik syariah serta 
formulasi berbagai konsep fundamental dan prinsip-prinsip umumnya. Sebagian besar 
umat Islam sekarang adalah pengikut empat imam madzhab fiqih (yurisprudensi) Islam 
Sunni yang masih bertahan, yang dibangun selama era Abbasiyah awal. 
Mengakui pentingnya periode Abbasiyah awal tidak berarti mengesampingkan 
signifikansi periode-periode sebelumnya. Ada baiknya melihat periode Abbasiyah awal 
sebagai kulminasi proses panjang dan meleburnya berbagai elemen dan faktor yang 
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menyumbang bagi formulasi syariah. Di atas segalanya, syariah secara fundamental 
didasarkan pada Al-Quran dan sunnah sebagaimana dipahami melalui praktik generasi 
pertama umat Islam. Ayat-ayat Al-Quran dan teks sunnah yang jelas dan tegas (sarīh) 
pastilah telah dipraktikkan oleh Nabi, sahabat-sahabatnya dan generasi-generasi 
berikutnya. 
 
B. PERKEMBANGAN FIQIH (YURISPRUDENSI ISLAM)   
Tahap pertama perkembangan fiqih (yurisprudensi) Islam diselimuti kontroversi 
berkaitan dengan apakah pendapat dan keputusan yang dakui sebagai berasal dari Nabi 
dan sahabat-sahabatnya itu asli atau hanya "dibuat-buat" yang diproyeksikan ke 
belakang dari abad kedua Islam untuk mendapat  dukungan otoritas labih awal dan lebih 
kuat bagi proposisi syariah yang dikembangkan kemudian. Kontroversi ini ditambah 
dengan langkanya sumber-sumber obyektif yang independen dan dapat dipercaya untuk 
memverifikasi berbagai fakta dan peristiwa sejarah. Tetapi untuk tujuan studi ini, 
cukuplah hanya mencatat beberapa butir berikut ini. 
 Pertama, umat Islam menjadi entitas politik independen yang memerlukan 
aturan dan ketentuan sehari-hari untuk pemerintahan dan administrasi peradilan sejak 
tahun 622 M. Sumber asasi aturan dan ketentuan tersebut adalah Al-Quran dan tuntunan 
serta bimbingan Nabi selama beliau masih hidup. Setelah beliau wafat umat Islam 
kembali kepada teks Al-Quran dan sunnah Nabi seperti disampaikan dan di pahami oleh 
sahabat-sahabat Nabi yang masih hidup. Jelas bahwa pendapat para sahabat Nabi diberi 
bobot cukup tinggi, meskipun mereka tidak secara jelas mengaku mendasarkan diri pada 
sunnah Nabi.  
Namun, karena penghormatan pada pendapat para sahabat dengan asumsi bahwa 
para sahabat itu beruntung berhubungan dekat dengan Nabi, maka bobot yang diberikan 
kepada pendapat para sahabat itu pun beragam tingkatannya berdasarkan penilaian atas 
karakter dan tingkat kesalehannya. Pertimbangan lain adalah apakah para sahabat 
terkemuka lainnya mengakui atau menyetujui suatu pendapat. Peertimbangan kedua ini 
kemudian berkembang menjadi konsep ijma' (consensus) sebagai sumber syariah. 
Proses yang hampir sama terjadi pada pendapat ulama generasi kedua, ketika dinilai, 
diterima atau ditolak oleh ulama generasi ketiga. 
 Kedua, walaupun terdapat banyak keputusan dan pendapat Nabi dan generasi 
Muslim pertama dan kedua, namun untuk beberapa dekade sebagian diwariskan 
kedalam bentuk tradisi lisan yang informal sebelum secara berangsur-angsur 
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dikumpulkan dan direkam kembali untuk suatu kajian dan pengembangan sistematik 
pada abad kedua Islam126. 
Ketiga, pada abad kedua Islam suatu kajian sistematik atas tradisi generasi 
muslim pertama dan kedua (untuk membedakan dengan sunnah Nabi) dilakukan secara 
cermat untuk memilah dan membuat ranking berbagai pendapat dan keputusan mereka 
dari perspektif Al-Quran dan sunnah. Sampai saat itu, sunnah telah mempunyai 
kedudukan khusus dan lebih otoritatif sebagai sumber syariah. Tradisi muslim generasi 
pertama dan kedua terus berpengaruh terhadap mayoritas umat Islam kontemporer dan 
masih terdapat dalam sumber primer dan sekunder. Bahkan sampai sekarang ia 
digunakan untuk memperkuat proposisi syariah dengan kriteria yang dibangun oleh usul 
fiqih.                    
Terakhir, pandangan dan keputusan spesifik yang ada pada abad pertama Islam, 
belum dikembangkan ke dalam prinsip-prinsip umum atau dirangkum ke dalam sistem 
perundang-undangan yang kini dikenal dengan syariah, sampai abad II H. Hal ini tidak 
berarti sebelum abad II terjadi kekosongan hukum, melainkan norma-norma hukum 
yang ada dalam Al-Quran, sunnah, tradisi umat Islam paling awal dan adat (sebagai 
bahan mentah syariah) itu belum dikembangkan kedalam sistem perundang-undangan 
yang koheren dan sistematik. 
Konstruksi hukum Islam pada abad II H dibangun atas karya individual para ahli 
hukum lebih awal yang hidup di sejumlah pusat Islam: Madinah dan Makkah, Basrah 
dan Kufah, Damaskus dan Mesir127. Karena sifatnya yang independen dan individual, 
karya ahli hukum awal itu dicirikan oleh luasnya kandungan lokal yang diterima secara 
wajar dan sah128. Para pendiri madzhab fiqih Sunni yang masih dianut hingga kini 
merupakan ahli hukum yang masing-masing berkarya di wilayahnya sediri. 
Karena berbagai alasan politik dan sosiologis, pada era Abbasiyah awal, dari 
tahun 750 M dan seterusnya ditandai dengan mulainya proses konsolidasi dan  
sistematisasi karya ahli hukum tertentu dan murid-murid mereka ke dalam mazhab 
pemikiran hukum Islam tersendiri. Seperti dicatat oleh Noel J. Coulson,  
"Dengan demikian yurisprudensi Islam pada mulanya (sebagai faktor-faktor 
politik dan sosiologis yang berkelindan dengan runtuhnya dinasti Umayyah) 
bukan sebagai analisis ilmiah terhadap berbagai praktik peradilan yang 
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otoritasnya diterima, melainkan sebagai formulasi skema hukum yang 
bertentangan dengan praktik peradilan yang ada”.129 
Skema hukum disusun oleh beberapa ahli hukum terkemuka, dan kadang-kadang 
oleh para murid dengan mengatasnamakan guru mereka130. Dengan cara ini, Abu 
Hanifah (w. 150/767) dan dua muridnya yang terkemuka, Abu Yusuf (w.181/797) dan 
Syaibani (w.189/805), mendirikan mazhab Hanafi di Irak. Auza'i (w. 157/774), 
mendirikan sebuah mazhab di Syiria yang dipengaruhi oleh mazhab Maliki (w. 
179/795), yang pada mulanya berdiri di Madinah. Al-Syafi'i (w. 204/819), adalah murid 
Malik yang dikenal sebagai peletak dasar usul fiqih dan membangun mazhab sendiri. 
Desakan al-Syafi'i untuk hanya menggunakan sunnah Nabi, dan bukan tradisi generasi 
muslim pertama dan selanjutnya, telah diperkuat secara ekstrim oleh Ibn Hanbal (w. 
241/855), pendiri mazhab fiqih Sunni keempat dan terakhir yang masih bertahan. 
Tahun wafatnya para ahli hukum pendiri mazhab ini jelas menunjukkan periode 
yang paling aktif  dalam pembentukan syariah adalah antara pertengahan abad VIII M 
dan akhir abad IX M atau abad II H dan III H. para guru dan murid terkemuka mereka 
yang membangun berbagai mazhab, hidup dan berkarya dalam rentang waktu itu. Benar 
bahwa para ahli hukum pendiri mazhab itu memanfaatkan sumber dari periode 
sebelumnya (Al-Quran, sunnah dan tradisi generasi Islam pertama dan kedua), namun 
harap diingat, ada tenggang waktu antara para ahli hukum pendiri mazhab itu dengan 
masa Nabi, paling tidak satu setengah abad. 
Puncak kematangan yurisprudensi Islam dan berdirinya berbagai madzhab 
pemikiran pada era awal Abbasiyah adalah pembakuan definisi sumber-sumber syariah 
dan pengembangan berbagai teknik untuk menjabarkan prinsip-prinsip umum dan 
aturan-aturan khusus dari sumber-sumber tersebut. 
Pada abad VIII dan IX M, kita menyaksikan aktifitas fenomenal dalam 
penafsiran Al-Quran, otentifikasi dan perekaman sunnah Nabi untuk membedakan dari 
tradisi-tradisi lainnya. Seorang ahli hukum terkemuka yang terkenal dengan peletak 
dasar usul fiqih adalah al-Syafi'i131. dengan karyanya (serta karya pendahulunya yang 
terdekat, seangkatan dan penerusnya) sumber-sumber dan teknik-teknik syariah itu telah 
dibentuk dan dibakukan dalambentuknya yang sekarang. Bahkan sejak itu, generasi 
umat Islam dan para ahli hukum telah sepenuhnya taqlid (mengikuti secara final 
madzhab yang mereka hormati). 
Beberapa ahli hukum berusaha menentang taqlid dan menyatakan bahwa para 
ulama dan ahli hukum hendaknya mengkaji langsung Al-Quran dan Sunnah dan tradisi-
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tradisi yang paling awal tanpa melalui berbagai mazhab yang mapan. Namun mereka 
yang disebut sebagai penganjur pembaharuan itu tetap bekerja di dalam kerangka 
yurisprudensi yang mapan dan belum memperkenalkan perubahan signifikan dalam 
sumber, teknik maupun konsep dan prinsip-prinsip umum syariah. Ibn Taimiyah, contoh 
terkemuka dari kelompok ini, bekerja dalam kerangka madzhab Hanbali dan tidak 
melahirkan perubahan yang berarti dalam prinsip-prinsip dan perundang-undangan 
hukum publik syariah dari yang dibangun pendahulunya. 
 
C. HAKEKAT DAN PENERAPAN HUKUM ISLAM   
Benar bahwa hukum Islam telah menjadi sistem doktrin yang independen dan 
secara esensial bertentangan dengan kecenderungan praktik hukum (abad VIII M)132. 
Meski demikian, ia mengandung bahaya laten mengobarkan perpecahan antara umara 
(amir, penguasa militer dan gubernur sipil) dengan fuqaha (ahli hukum) begitu ia 
diabaikan. Karena, meski para ahli hukum dituntut Al-Quran menerima kesatuan negara 
Islam, --dengan konsekuensi perlunya pemimpin yang efektif umtuk negara tersebut, 
betapapun tidak disenanginya mereka, para penguasa secara lahiriyah selalu patuh 
kepada syariah disebabkan hutang posisi mereka kepada Islam133. Akibatnya ada titik 
temu yang tidak mudah antara ulama (fuqaha) dan otoritas politik (umara) sejauh 
hukum Islam diterima secara formal sebagai sebuah ideal agama, ia tidak mendesak 
diterapkan secara penuh dalam praktik134. 
 Dikotomi antara teori dan praktik, cukup wajar, bervariasi dari waktu ke waktu 
dan dari lapangan syariah ke lapangan yang lain. Tahap negara Madinah paling awal 
diyakini oleh mayoritas umat Islam telah memperlihatkan kesatuan yang paling kompak 
antara teori dan praktik syariah. Tetapi, baik dari segi teori maupun waktu, tahap itu 
sangatlah terbatas dan pendek. Pada masa bani Umayyah, walaupun para pemegang 
tampuk eksekutifnya jelas dituntun oleh syariah tetapi ketaatan terhadap syariah tidak 
menjadi prioritas sejauh perkembanganya dimasa itu. Namun dalam hal khusus kian 
penting dan prestisius didirikannya kantor qadi (peradilan syariah).  
Hal ini berlanjut di masa Abbasiyah awal, yang mendasarkan keabsahan 
penentangan mereka terhadap Umayyah dengan klaim memiliki komitmen lebih besar 
untuk menerapkan syariah. Meskipun begitu komitmen itu tidak berarti bahwa masa 
depan negara Islam dikendalikan oleh peradilan syariah. Para penguasa Abbasiyah tetap 
memegang kemudi, dan peradilan syariah tidak pernah mencapai posisi otoritas 
tertinggi sebagai peradilan yang bebas dari kontrol politik, yang memberikan fondasi 
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meyakinkan dan jaminan nyata bagi idealitas Masyarakat Tuhan (Civitas Dei)135. Pada 
masa-masa berikutnya pasang surut ketaatan pada hukum Islam terus berlangsung136. 
Kita temukan bahwa perhatian hukum Islam terfokus pada hukum keluarga dan 
hukum waris, namun sangat lemah pada hukum pidana, perpajakan, hukum 
konstitusional dan hukum peperangan. Sedangkan terhadap hukum kontrak dan 
obligasi, sedang-sedang saja137. Variasi ketaatan terhadap berbagai aspek atau lapangan 
syariah ini sebagian disebabkan oleh besarnya tingkat kerincian aturan dari aspek-aspek 
tersebut dalam al-Quran dan sunnah.  
Ketentuan yang rinci dalam Al-Quran tentang hukum keluarga dan hukum waris, 
misalnya, menunjukkan identifikasi yang lebih kuat dari aturan-aturan syariah yang 
relevan dengan kepercayaan dan praktik agama. Sebagai hasil dari perhatian utama 
mereka terhadap pengaturan hubungan seorang muslim dengan Tuhannya, para ahli 
hukum menetapkan berbagai standar perilaku yang mempresentasikan suatu hukum 
privat, bukan hukum publik. Dan dipahami sebagai kewajiban kekuasaan politik yang 
mapan. 
 Konsepsi tentang peran para ahli hukum dan tugas otoritas politik dalam terma-
terma tersebut juga tercermin dalam sifat dan kadar keterincian pada bidang syariah 
yang beragam. Ini tidak hanya menunjukkan pengembangan agama, ritual-ritual, hukum 
privat dan hukum keluarga yang lebih besar ketimbang aspek-aspek hukum publik 
dalam hukum Islam. Tetapi juga menunjukkan formulasi prinsip-prinsip hukum Islam 
dalam bentuk kewajiban-kewajiban moral yang diberi sanksi, lebih oleh konsekuensi-
konsekuensi agama dari pada oleh hak-hak dan kewajiban hukum, dengan perbaikan-
perbaikan cara temporal yang khas. Keseluruhan wilayah aktivitas kemanusiaan 
dikategorisasikan dalam terma-terma halal atau mubah , haram, mandub dan makruh138. 
 Dari sudut ini hukum Islam menyentuh kesadaran seorang muslim secara 
individu –baik dalam kapasitas warga atau pejabat dari pada berbagai institusi, 
hubungan antara entitas masyarakat dan negara. Kategori utama syariah yang lain 
seperti ibadat (ritual) dan muamalat (sosial) juga sesuai dengan sifat dasar hukum Islam 
sebagai kewajiban agama yang harus direfleksikan dalam aktivitas pribadi dan warga 
dari suatu perspektif individual. 
Perspektif individual yang sama mendasari perbedaan pandangan tentang 
ketentuan hukum Islam terhadap suatu masalah yang ada. Walaupun hukum Islam 
mengakui menjadi suatu keseluruhan logika yang tunggal, namun ada perbedaan 
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pendapat yang signifikan, tidak antara berbagai mazhab melainkan juga perbedaan 
dikalangan ahli hukum dalam mazhab yang sealiran139. Karena semua perbedaan 
tersebut dan kadang-kadang pandangan yang bertentangan dianggap sama-sama benar 
dan sah, maka setiap muslim dapat memilih mengikuti pandangan mana saja yang 
sesuai dengan kesadaran individualnya140.  
Ketika kebebasan ini digunakan oleh seorang hakim yang memutuskan tentang 
hak dan kewajiban penggugat atau pejabat dalam melaksanakan fungsi publiknya. Maka 
muncul problem serius. Kebebasan yang sama pernah digunakan oleh sejumlah 
pembaharu Muslim dengan apa yang dikenal dengan talfȋq, menyusun sesuatu gabungan 
prinsip-prinsip umum atau aturan khusus dari berbagai sumber, terkadang berasal dari 
lebih satu mazhab pemikiran141.  
Pendekatan itu secara metodologis keliru, karena pendapat dan putusan para ahli 
hukum individual diambil keluar dari kontes dan digabung sesuai dengan prefensi 
personal penggunanya sehingga sesuatu otorits kadang-kadang digunakan untuk 
mendukung kesimpulan yang tidak didasarkan pada posisi penulis aslinya lagi pula, 
talfȋq tidak akan memadai sebagai basis atau teknik hukum Islam modern karena bahan 
mentah talfiq adalah syariah yang sama yang keterbatasan-keterbatasannya telah 
diuraikan. 
Sebagai akibat dari pengaruh Barat, implementasi hukum publik syariah berada 
pada tingkat yang sangat rendah sejak akhir abad XIX M. kedudukan pokok kekuasaan 
muslim – dalam kerajaan Utsmani, Persia dan India- goyah dan terkooptasi dalam 
penyerapan model-model negara serta tatanan internasional Eropa dan penanggalan 
semua dalih kesesuaian dengan hukum publik syariah142. Setelah perundang-undangan 
Eropa menjadi norma pelaksanaan hukum domestik dan hubungan internasional. Hanya 
hukum keluarga dan hukum waris bagi kaum muslimin yang masih diatur syariah. 
Bagaimanapun juga, akhir-akhir ini hampir semua negara muslim telah berupaya 
menegaskan identitas Islam dan menerapkan hukum syariah yang lebih banyak. 
Tuntutan ini harus disesuaikan dengan realitas negara-bangsa serta tatanan internasional 
akhir abad XX, dengan harapan umat Islam sendiri mau memanfaatkan gagasan tentang 
konstitusionalisme modern dan hak-hak asasi manusia. Dimulai dengan mengisi dan 
mempertemukan tuntutan dan harapan yang bertentangan ini dengan konsepsi dan 
formulasi syariah historis yang telah gagal versi terbaru hukum publik syariah harus 
dikembangkan, baik melalui metodologi yang diajukan buku ini atau melalui 
                                                        
139 Kemal A. Faruki, Islamic Jurisprudence, ed. Rev. (Karachi: Pakistan Publishing House, 1975), 
166-94. 
140 Schacht, Introduction to Islamic Law, 68. 
141 Ibid., 106. 
142 Liebesny, “Impact of Western Law in the Countries of the Near East, “ George Washington 
Law Review 22 (1953): I, 126. 
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metodologi Islam alternatif yang dapat mencapai mencapai keseimbangan antara 








































Kajian Filsafat Hukum Islam kurang mendapat perhatian yang semestinya pada 
masa klasik dan pertengahan Islam. Para ahli hukum Islam pada masa itu berhenti pada 
konsep maslahah sebagai tujuan hukum Islam (maqasid al-syari’ah) ketika berbicara 
mengenai Filsafat Hukum Islam. Beberapa persoalan Filsafat Hukum Islam yang 
muncul dewasa ini adalah berkaitan dengan demokrasi dan keadilan, hak asasi manusia 
(HAM), persoalan gender, dan masalah-masalah serupa dalam dunia modern. Pada 
masa modern, Filsafat Hukum Islam dikembangkan oleh beberapa ahli hukum Islam 
dalam menjawab berbagai permasalahan di dunia modern tadi. Para ahli hukum Islam 
modern merumuskan beberapa teori-teori baru yang umumnya memanfaatkan ilmu-ilmu 
humaniora dan sosial, maupun sains yang berkembang di Barat. Beberapa di antara 
teori-teori baru tersebut adalah teori Double Movement, teori Redefinisi Nasakh, teori 
Hudud, dan teori Hermeneutika. Pendekatan para ahli hukum Islam modern tersebut 
menandai arah baru pengkajian dan pemikiran filsafat hukum Islam dewasa ini. 
Sedangkan tulisan dalam buku ini adalah awal dari kajian Filsafat Hukum Islam yang 
tentunya harus terus dikembangkan, khususnya pada perkembangan Filsafat Hukum 
Islam di masa modern. 
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